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BUPATI WAKATOBI, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan efektivitas 

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2021, 
perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi 
Tahun Anggaran 2021; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun Anggaran 2021; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi 
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

TAHUN ANGGARAN 2021 

PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENT ANG 

BUPATI WAKATOBI 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4815); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57); 

1 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
113/PMK.03/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan 
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 547); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2021; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 
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Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Wakatobi. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Wakatobi. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi. 
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat 
dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat 
dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban 
daerah tersebut. 

8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

9. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan 
daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan 
Daerah. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

MEMUTUSKAN: 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 
Nomor 5); 

24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran 
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6); 
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10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

11. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan daerah Kabupaten Wakatobi. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 
Pengguna Anggaran. 

13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah 
Daerah selaku Pengguna Anggaran, yang juga melaksanakan 
pengelolaan keuangan daerah. 

14. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari 
DPRD, Bupati/Wakil Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah 
Bupati. 

1 7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPD yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 
pejabat pengelola keuangan daerah. 

18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah, 
yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 

19. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara 
umum daerah. 

20. Kuasa Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas BUD. 

21. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 
dipimpinnya. 

22. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan 
sebagian tugas clan fungsi Perangkat Daerah. 

23. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan barang milik daerah. 
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24. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, yang selanjutnya 
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD. 

25. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan 
satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan 
bidang tugasnya. 

26. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK 
adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk 
mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat 
mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah. 

27. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

28. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang 
ditunjuk untuk menerima, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam 
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

29. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. 

30. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional 
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, 
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk 
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada 
unit kerja SKPD. 

31. Pengurus Barang adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
mengelola dan menatausahakan serta mempertanggungjawabkan 
barang milik daerah pada unit kerja SKPD. 

32. Pengurus Obat dan Bahan Medis Habis Pakai adalah pejabat 
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan obat dan bahan 
medis habis pakai pada unit kerja SKPD. 

33. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas 
satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 

34. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran 
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan 
menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas 
pelaporan. 

35. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu 
atau beberapa program. 
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36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 
daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

37. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya 
disebut rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) adalah 
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

38. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan 
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan 
kebutuhan. 

39. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja 
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 
1 (satu) tahun. 

40. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan 
batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD 
sebelum disepakati dengan DPRD. 

41. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan 
atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 

42. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang 
tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan 
pembangunan nasional. 

43. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi 
tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, 
melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

44. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
pengeluaran daerah. 

45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan 
sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur 
sesuai dengan misi SKPD. 

46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian 
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua 
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jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

47. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program 
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

48. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh 
kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 
sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

49. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. 

50. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang 
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan 
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah pada bank yang ditetapkan. 

51. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 
52. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 
53. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui 

sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 
54. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui 

sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
55. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah. 
56. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah. 
57. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun 
pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

58. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran 
anggaran selama satu periode anggaran. 

59. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan 
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang 
bemilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban 
untuk membayar kembali. 

60. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya 
yang sah. 

61. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah 
daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai 
dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, 
perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 
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62. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai 
kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat 
dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 

63. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royal ti, manfaat sosial dan/ atau 
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

64. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera 
diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan 
kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 
(dua belas) bulan. 

65. Deposito adalah sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan oleh 
bank dan memiliki imbal jasa berupa bunga deposito yang 
biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. 

66. Surat Utang Negara, yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat 
berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin 
pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia 
sesuai masa berlakunya. 

67. Sertifikat Bank Indonesia, yang selanjutnya disingkat SBI adalah 
surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai 
pengakuan utang berjangka waktu pendek 1 (satu) sampai 
dengan 3 (tiga) bulan dengan sistem diskonto/bunga. 

68. Pengelolaan Kas Transitoris adalah pengelolaan atas kas non 
anggaran yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada 
rekening pihak ketiga yang telah ditentukan. 

69. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 

70. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah, yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 
pelaksanaan anggaran badan keuangan selaku bendahara umum 
daerah. 

71. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD yang datanya 
bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut akun, 
kelompok, dan jenis pendapatan yang diisi dalam DPA 
Pendapatan SKPD, akumulasi jumlah belanja menurut akun, 
kelompok, dan jenis belanja yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD 
dan akumulasi jumlah penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 
yang diisi dalam DPA Pembiayaan. 

72. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD dalam tahun 
anggaran direncanakan yang dirinci menurut kelompok, jenis, 
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan. 

73. Rancangan DPA-Belanja SKPD adalah formulir yang digunakan 
untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam tahun anggaran yang 
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direncanakan, yang memuat jumlah belanja menurut kelompok 
dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan 
SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja SKPD. 

74. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja SKPD dalam 
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah belanja 
menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian 
objek dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan SKPD. 

75. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD adalah formulir yang 
digunakan untuk menyusun DPA penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan SKPD dalam tahun anggaran yang 
direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan menurut kelompok, jenis, objek, rincian 
objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan. 

76. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah 
dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh 
pengguna anggaran. 

77. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan, yang selanjutnya 
disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun 
sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun 
berikutnya. 

78. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang 
bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk 
mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai 
pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

79. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP 
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk 
mengajukan permintaan pembayaran. 

80. Surat Penyediaan Dana, yang selanjutnya disingkat SPD adalah 
dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

81. Penetapan Besaran Uang Persediaan, yang selanjutnya disebut 
UP merupakan kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 
dalam Keputusan Bupati berdasarkan perhitungan besaran UP 
yang dilakukan oleh BUD. 

82. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja 
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat 
dilakukan dengan pembayaran langsung. 

83. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang 
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persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran 
langsung. 

84. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang 
persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran 
Iangsung dan uang persediaan. 

85. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk Pengadaan 
Barang dan Jasa, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk 
pengadaan barang dan jasa adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu 
untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga 
atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja 
lainnya dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. 

86. Surat Permintaan Pembayaran Langsung untuk pembayaran gaji 
dan tunjangan, yang selanjutnya disebut SPP-LS untuk 
pembayaran gaji dan tunjangan adalah dokumen yang diajukan 
oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran 
pembantu untuk permintaan pembayaran gaji dan tunjangan 
dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran 
tertentu. 

87. Surat Permintaan Pembayaran Langsung PPKD, yang selanjutnya 
disebut SPP-LS PPKD adalah dokumen yang diajukan oleh 
bendahara pengeluaran PPKD untuk permintaan pembayaran 
atas transaksi-transaksi yang dilakukan PPKD dengan jumlah, 
penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu. 

88. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan, yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan 
SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan 
sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan. 

89. Surat Perintah Membayar Gan ti Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang 
dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang 
telah dibelanjakan. 

90. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan, yang 
selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan 
oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk 
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena 
kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang 
persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 

91. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disebut 
SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas 
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga. 
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92. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

93. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan Iainnya 
yang sah. 

94. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD 
adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah 
Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 
produktivitas. 

95. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan 
barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan 
melawan hukum baik sengaja maupun lalai. 

96. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran 
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

97. Uang Operasional kegiatan Bupati dan Wakil Bupati adalah 
belanja penunjang yang diberikan diluar perhitungan biaya 
transportasi dan lumpsum dalam melaksanakan perjalanan dinas 
serta belanja kedinasan lainnya. 

98. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan 
konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan 
spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/ jasa dan proses 
serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna barang/ jasa. 

99. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa 
oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBD / APBN yang 
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah 
terima hasil pekerjaan. 

100. Pengelola Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut 
Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang 
milik daerah. 

101. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang 
mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku 
pejabat pengelola keuangan daerah. 

102. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut 
sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau 
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan 
barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan 
sebaik-baiknya. 

103. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang 
melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada 
Pengguna Barang. 
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104. Pengurus Barang Milik Daerah, yang selanjutnya disebut 
Pengurus Barang adalah pejabat dan/ a tau jabatan fungsional 
umum yang diserahi tugas mengurus barang. 

105. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluarkan dan menatausahakan 
barang milik daerah pada pejabat penatausahaan barang. 

106. Pengurus Barang Pengguna adalah jabatan fungsional umum 
yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, 
menatausahakan barang milik daerah pada pengguna barang. 

107. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang 
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang. 

108. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang 
yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis 
penatausahaan barang milik daerah pada pengguna barang. 

109. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas 
menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan 
mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada kuasa 
pengguna barang. 

110. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau Pengawas Intern pada 
Institusi lain, yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang 
melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, 
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap 
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 

111. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya 
disingkat SPTJM adalah surat pernyataan yang dibuat oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang 
menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa 
bertanggung jawab atas kerugian negara yang terjadi dan 
bersedia mengganti kerugian negara. 

112. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, yang selanjutnya 
disingkat SPTJB adalah surat pernyataan yang dibuat oleh 
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD yang 
menyatakan dan bertanggung jawab penuh atas segala 
pengeluaran SP2D pada unit kerja SKPD yang dipimpinnya. 

113. Resume Dokumen Kontrak adalah rincian isi dokumen kontrak 
pengadaaan barang/jasa termasuk biaya penunjang lainnya yang 
dapat distribusi sebagai nilai aset. 

114. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut 
Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/ jasa 
berdasarkan kontrak. 

115. Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Swakelola, yang selanjutnya 
disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang 
dikerjakan sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi 
kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. 

116. Organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disebut Ormas 
adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat 
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secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, 
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan berpartisipasi 
dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

11 7. Kelompok Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang 
melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa dengan dukungan 
anggaran belanja dari APBN/ APBD. 

118. Kegiatan Lembur adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pegawai Negeri Sipil dan non Pegawai Negeri Sipil di luar jam 
kerja secara berturut-turut minimal 1 jam sehari. 

119. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar , yang selanjutnya 
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, 
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administratif, danjumlah pajak yang masih harus dibayar. 

120. Pihak Ketiga dalam Proses Penatausahaan Pendapatan Daerah 
adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak yang 
melakukan pembayaran pendapatan sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan kepada Pemerintah Daerah. 

121. Perjalanan Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan 
dalam atau luar wilayah Kabupaten Wakatobi ke tempat yang 
dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat 
kedudukan semula. 

122. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor satuan kerja perangkat 
daerah/unit satuan kerja perangkat daerah. 

123. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan 
dinas. 

124. Luar Daerah adalah luar daerah Kabupaten Wakatobi. 
125. Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Wakatobi 
126. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, 

pegawai ASN dan Non Pegawai ASN yang melaksanakan 
perjalanan dinas. 

127. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih 
dahulu {pre-calculatedamount) dan dibayarkan sekaligus. 

128. Pengumandahan (detasering) adalah penugasan sementara 
waktu. 

129. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 
pengeluaran yang sah. 

130. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, yang 
selanjutnya disebut TPTGR adalah suatu proses tuntutan melalui 
TP dan TG R bagi bendahara a tau pegawai bukan bendahara yang 
merugikan keuangan dan barang Daerah, tennasuk Pegawai 
BUMD/BLUD. 

131. Tuntutan Perbendaharaan, yang selanjutnya disingkat TP adalah 
suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam 
pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan yang 
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Pasal 3 
( 1) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, 

ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan 
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk 
masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

(2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diwujudkan dalam APBD. 

(3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi 
Pemerintah Daerah untuk melalukan penerimaan dan pengeluaran 
daerah. 

Keuangan daerah meliputi: 
a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah 

serta melakukan pinjaman; 
b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan 

daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; 
c. penerimaan daerah; 
d. pengeluaran daerah; 
e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa 

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat 
dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; 
dan/atau 

f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam 
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/ atau 
kepentingan umum. 

Pasal 2 

BAB II 
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

merugikan daerah, maka yang bersangkutan diharuskan 
mengganti kerugian. 

132. Tuntutan Ganti Rugi, yang selanjutnya disingkat TGR adalah 
suatu proses tuntutan terhadap pegawai bukan Bendahara 
dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan 
oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan 
kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga secara langsung 
atau tidak langsung, daerah menderita kerugian. 

133. Hari adalah hari kerja. 

15 



Hkmsetdawktb 0211007 

Pasal 4 
(1) Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah 
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), mempunyai kewenangan: 
a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 
tentang Perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk 
dibahas bersama; 

c. menetapkan Perda tentang APBD, Perda tentang Perubahan 
APBD, dan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; 

d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah; 
e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh 
Daerah dan/ atau masyarakat; 

f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD; 
g. menetapkan KPA; 
h. menetapan bendahara penerimaan dan bendahara 

pengeluaran; 
i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

pajak daerah dan retribusi daerah; 
j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

utang dan piutang daerah; 
k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas 

tagihan dan memerintahkan pembayaran; 
1. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; dan 

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdapat 
kewenangan lain yaitu paling sedikit menetapkan bendahara 
penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, 
bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD, 
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara 

Bagian Kesatu 
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

BAB III 
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
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Pasal 6 
( 1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a 
berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Bupati 
menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan 
daerah. 

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah; 
b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan Perda tentang 

APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan 
rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD; 

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD; 

Bagian Kedua 
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pasal 5 
(1) Bupati dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkedudukan 
sebagai pemilik modal pada perusahaan umum daerah atau 
pemegang saham pada perseroan daerah. 

(2) Ketentuan mengenai kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan Peratuan Perundang-undangan. 

khusus lainnya yang diamanatkan Peraturan Perundang 
undangan. 

(4) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya 
yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta 
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah 
dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang 
didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang 
memerintahkan, menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang. 

(5) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

(6) Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri atas: 
a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan 
c. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran. 
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Pasal 7 
(1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (6) huruf b adalah Kepala SKPD yang melaksanakan unsur 
penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang 
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, mempunyai tugas: 
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan 

daerah; 
b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda 

tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; 

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah 
diatur dengan Peraturan Daerah; 

d. melaksanakan fungsi BUD; 
e. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang 

dilimpahkan oleh Bupati. 
(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD /DPPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan 

dan pengeluaran kas daerah; 
e. melaksanakan pungutan pajak daerah; · 
f. menetapkan anggaran kas dan SPD; 

Bagian Ketiga 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; 
e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan 

Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan;dan 

f. memimpin TAPD. 
(3) Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagamana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi: 
a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan daerah; 
b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah 

daerah; 
c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah 

daerah. 
(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab 
kepada Bupati. 
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Pasal 8 
( 1) PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD 

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD. 
(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. 
(3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mempunyai 

tu gas: 
a. menyiapkan anggaran kas; 
b. menyiapkan SPD; 
c. menerbitkan SP2D; 

(4) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak 
daerah. 

(5) Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, 
sosial dan/ atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari 
investasi tersebut. 

(6) Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. 

merupakan 

g. menyiapkan pelaksanaan pmjaman dan pemberian pinjaman 
atas nama pemerintah daerah; 

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 
daerah; 

1. menyajikan informasi keuangan daerah; 
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan 

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas 
Umum Daerah. 

k. menetapkan pembantu kuasa bendahara umum daerah. 
(3) Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu: 

a. mengelola investasi; 
b. menetapkan anggaran kas; 
c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D; 
d. membuka rekening kas umum daerah; 
e. membuka rekening penerimaan; 
f. membuka rekening pengeluaran; dan 
g. menyusun laporan keuangan yang 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 
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Pasal 9 
(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 

Bagian Keempat 
Pengguna Anggaran 

d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 
oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang telah 
ditunjuk; 

e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam 
pelaksanaan APBD; 

f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

mengelola/ menatausahakan investasi; 
h. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PA/KPA atas 

beban APBD; 
1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama 

pemerintah daerah; 
j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan 
k. melakukan penagihan piutang daerah. 

(4) Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas: 
a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan 

menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk 
ditetapkan oleh BUD; 

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola 
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak 
tertagih atas investasi; 

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan 
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD. 

(5) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawab kepada PPKD selaku BUD. 

(6) Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa 
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah 
uang yang dikelola, be ban kerja, lokasi, dan/ a tau rentang kendali. 

(7) Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban 
kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan 
oleh Bupati. 
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e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 
pembayaran; 

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab 

SKPD yang dipimpinnya; 
J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang 

dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(2) Selain tugas Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas 

lainnya, meliputi: 
a. menyusun anggaran kas SKPD; 
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah; 
c. menyusun dokumen naskah perjanjian hibah daerah (NPHD); 
d. menyusun dokumen pemberian bantuan sosial; 
e. menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak 
dilakukan melalui rekening kas umum daerah, BUD 
melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan 
pengeluaran daerah tersebut; dan 

f. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD. 

(3) Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi: 
a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan 

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

b. menandatangani dokumen naskah perjanjian hibah daerah 
(NPHD); 

c. menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial; 
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya 

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan 
e. menetapkan pembantu bendahara penerimaan, pembantu 

bendahara pengeluaran dan pembantu bendahara pengeluaran 
pembantu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

(4) Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan 
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA 
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melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(5) Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbulkan dari 
pelaksanaan DPA-SKPD. 

(6) Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain 
sebagai akibat: 
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; 
b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia 

barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui 
tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan; 

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; 

d. akibat putusan sidang TPTGR yang telah mempunyai kekuatan 
hukum tetap; dan 

e. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus 
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan 
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(7) Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat: 
a. perjanjian atau perikatan; 
b. berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; dan 
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
(8) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 

PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(9) PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat 
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(10) PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(11) Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat 
melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan 
pengelolaan keuangan. 
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Pasal 10 
(1) PA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada 
kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA). 

(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/ sub 
kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali. 

(3) Pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan 
oleh SKPD yang mengelola besaran anggaran kegiatan/sub 
kegiatan yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati. 

(4) Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap 
SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis 
Daerah, dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan oleh Bupati atas 
usul Kepala SKPD. 

(6) Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi: 
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 
b. melaksanakan anggaran unit SKPD yang dipimpinnya; 
c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
f. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi 

tanggungjawabnya; dan 
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(7) Dalam melaksanakan tugas KPA bertanggung jawab kepada PA. 
(8) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 

kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 
memungut pajak daerah kepada KPA. 

(9) Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari 
kewenangan SKPKD, PA dapat melimpahkan kewenangannya 
memungut pajak daerah kepada KPA. 

( 10) Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, 
KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Kelima 
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 
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Pasal 11 
(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan menetapkan pejabat pada 

SKPD/unit SKPD selaku PPTK. 
(2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. 

Bagian Keenam 
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD 

(11) KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat 
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan 
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(12) Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA 
mempunyai tugas: 
a. menyusun RKA-unit organisasi bersifat khusus; 
b. menyusun DPA-unit organisasi bersifat khusus; 
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan; 
d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus 

yang dipimpinnya; 
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

pembayaran; 
f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 
g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain 

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. menandatangani SPM; 
1. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung 

jawab SKPD yang dipimpinnya; 
J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit 

organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya; 
k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya; 
1. menetapkan PPTK dan PPK-unit SKPD; 
m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat 

khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan 
daerah; dan 

n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(13) Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, PA bertugas untuk 
mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah 
diserahkan kepada kepala unit SKPD selaku KPA. 
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(3) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran, 
kegiatan, be ban kerja, lokasi dan/ a tau rentang kendali dan 
pertimbangan objektif lainnya. 

(4) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada PA/KPA. 

(5) PPTK mempunyai tugas mencakup: 
a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 

teknis kegiatan/sub kegiatan SKPD/unit SKPD; 
b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; 
dan 

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada 
kegiatan/ sub kegiatan SKPD /unit SKPD sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/ jasa. 

(6) Tugas mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan 
teknis kegiatan/sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) 
huruf a meliputi: 
a. menyusunjadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; 
b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub 

kegiatan; dan 
c. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/ sub kegiatan 

kepada PA/KPA. 
(7) Togas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran 

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi: 
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/ sub 

kegiatan; 
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan 

persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang 
undangan; dan 

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen 
pelaksanaan kegiatan. 

(8) Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat 
yang dilaksanakan oleh PPTK. 

(9) PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan 
SKPD /unit SKPD. 

( 1 O) Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas 
dan fungsi. 

(11) PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Pasal 12 
(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, 

Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata 
usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 

(2) Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan 
fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan 
wewenang BLUD. 

(3) PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang 
bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah, bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu, 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu/bendahara khusus, dan/ atau PPTK. 

(4) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
dan wewenang: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara 
pengeluaran; 

b. menyiapkan SPM; 
c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan 
e. menyusun laporan keuangan SKPD. 

(5) Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti 
kelengkapan dan keabsahan. 

(6) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4), PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang 
lainnya yaitu: 
a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS 

beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara 
lainnya; 

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan; dan 

Bagian Ketujuh 
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 

(12) Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sebagaimana 
dimaksud pada ayat (11) merupakan pejabat satu tingkat di bawah 
kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial 
dan berintegritas. 

(13) Dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan 
struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (11), PA/KPA dapat 
menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya 
ditetapkan oleh Bupati. 

26 



Hkmsetdawktb 0211007 

Pasal 13 
(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA 

karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1), KPA menetapkan PPK unit SKPD untuk melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada unit SKPD. 

(2) Penetapan PPK unit SKPD didasarkan atas pertimbangan: 
a. besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi; 
b. rentang kendali dan/ atau lokasi; 
c. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus yang memberikan 

layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang 
kepegawaian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) PPK unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 
tugas: 
a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 

kelengkapannya yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu; 

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan 
SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu; 
dan 

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu. 

(5) Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan 
laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu 
dan bendahara pengeluaran pembantu. 

(6) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
PPK unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi: 

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas 
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara 
penerimaan pembantu/bendahara lainnya; dan 

Bagian Kedelapan 
Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD 

c. menerbitkan surat pemyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti 
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM. 

(7) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan 
keuangan SKPD. 
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Pasal 15 
(1) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, 

Bupati dapat menetapkan bendahara penerimaan pembantu pada 
unit SKPD yang bersangkutan. 

(2) Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diusulkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD. 

(3) Bendahara penerimaan pembantu memiliki tugas dan wewenang 
sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati. 

(4) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling 
sedikit meliputi: 
a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam 

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, 
kecuali untuk transaksi secara elektronik; 

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 
langsung melalui RKUD; 

Pasal 14 
(1) Bupati menetapkan bendahara penerimaan untuk melaksanakan 

tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran 
pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD selaku BUD. 

(2) Bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, 
menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausahakan, 
dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang 
diterimanya. 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya 
paling sedikit yaitu: 
a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima 

langsung melalui RKUD; 
b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang 

ditetapkan oleh Bupati; 
c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 

jumlah yang telah ditetapkan; 
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 

daerah yang diterimanya; dan 
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 

kelebihan pendapatan daerah. 

Bagian Kesembilan 
Bendahara Penerimaan 

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya 
sebagai dasar penyiapan SPM. 
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Pasal 17 
( 1) Kepala SKPD atas usul bendahara penerimaan dapat menetapkan 

pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan untuk 
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 
Kepala SKPD. 

(3) Pegawai yang membantu bendahara penerimaan dalam 
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bendahara 
penerimaan. 

(4) Pegawai yang bertugas membantu bendahara penerimaan disebut 
pembantu bendahara penerimaan. 

Pasal 16 
(1) Bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan pembantu 

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 
(2) Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif 

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan 
kepada PA. 

(3) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada KPA. 

(4) Bendahara penerimaan bertanggung jawab secara administratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 
selaku BUD. 

(5) Bendahara penerimaan pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada bendahara penerimaan. 

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang 
ditetapkan oleh Bupati; 

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan 
jumlah yang telah ditetapkan; 

e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan 
daerah yang diterimanya; dan 

f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian 
kelebihan pendapatan daerah. 
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Pasal 19 
(1) Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati 

atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran pembantu. 

Pasal 18 
(1) Bupati atas usul PPKD menetapkan bendahara pengeluaran untuk 

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan 
anggaran belanja dan/ a tau pengeluaran pembiayaan pada SKPD 
dan SKPKD. 

(2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, 

SPP GU, SPP TU, dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU; 
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang 

dikelolanya; 
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada BUD secara periodik; dan 

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang 
lainnya meliputi: 
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh Bupati; 
b. memeriksa kas secara periodik; 
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; 
e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 

belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan 
eksternal; dan 

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD 
yang melaksanakan fungsi BUD. 

Bagian Kesepuluh 
Bendahara Pengeluaran 
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Pasal 21 
( 1) Bendahara pengeluaran pembantu secara administratif 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA. 

Pasal 20 
(1) Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Bupati 
menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus. 

(2) Bendahara unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) memiliki tugas dan wewenang setara dengan 
bendahara pengeluaran. 

(2) Bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memiliki tugas dan wewenang: 
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 

dan SPP LS; 
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari bendahara 

pengeluaran; 
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang 

dikelolanya; 
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
f. meniliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; dan 
h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
kepada bendahara pengeluaran secara periodik. 

(3) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang 
lainnya meliputi: 
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan 

oleh Bupati; 
b. memeriksa kas secara periodik; 
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau 

dokumen fisik dari bank; 
d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas 

koreksi atau basil pemeriksaan internal dan eksternal pada 
tahun berjalan; dan 

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian 
belanja akibat koreksi atau basil pemeriksaan internal dan 
eksternal pada tahun berjalan. 
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Pasal 23 
( 1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang: 

a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, 
dan penjualan jasa; 

b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/ atau 
penjualan jasa; 

c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan 
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak 
langsung; dan 

d. larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan 
huruf c berlaku juga terhadap bendahara penerimaan 
pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara 
khusus. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap 
kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/ atau aktivitas lainnya yang 
berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD. 

Pasal 22 
(1) Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu 

bendahara pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas 
pengelolaan belanja daerah. 

(2) Pegawai yang bertugas membantu bendahara pengeluaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) melaksanakan tugas dan 
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan 
Kepala SKPD. 

(3) Pegawai yang membantu bendahara pengeluaran bertanggung 
jawab kepada Bendahara Pengeluaran. 

(2) Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 
bertanggung jawab secara administratif dan fungsional. 

(3) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara administratif 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan 
kepada PA. 

(4) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 
administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban 
secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan 
disampaikan kepada KPA. 

( 5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional 
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional 
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD 
selaku BUD. 

(6) Bendahara pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara 
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan 
kepada bendahara pengeluaran. 
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Pasal 25 
( 1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dianggarkan 

dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah 
yang dikelola oleh BUD. 

(2) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) sesuai Peraturan Perundang-undangan 
tidak dilakukan melalui rekening kas umum daerah, pencatatan 
penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan setelah adanya 
pengesahan BUD atas laporan dari PA. 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Pelaksanaan APBD 

BAB IV 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APBD 

Pasal 24 
(1) Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah. 
(2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat 

Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan 
kebutuhan. 

(3) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: 
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah; 
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan 

perubahan KUA; 
c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan 

perubahan PPAS; 
d. melakukan verifikasi RKA SKPD; 
e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan 

rancangan pertanggungjawaban APBD; 
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggungjawaban APBD; 
g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan 

perubahan DPA SKPD; 
h. menyiapkan surat edaran Bupati tentang pedoman 

penyusunan RKA; dan 
1. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
(4) Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan. 

Bagian Kesebelas 
TAPD 
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Pasal 28 
(1) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas 

tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. 
(2) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat 

pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai 
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. 

(3) Setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan 
Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang 
dipersamakan dengan SPD. 

(4) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan 
jika dalam keadaan darurat melalui pergeseran anggaran yang 
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD 
dan/ atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. 

(5) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

Pasal 27 
Bupati dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain dari 
yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 26 
(1) PA/KPA, bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran, dan 

orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/kekayaan 
daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, 

(2) Pejabat yang menandatangani dan/ a tau mengesahkan dokumen 
yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan 
atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab 
terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari 
penggunaan surat bukti dimaksud. 

(3) Kebenaran material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan kebenaran atas penggunaan anggaran dan hasil yang 
dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan pejabat yang 
bersangkutan. 

(3) Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang 
menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan 
APBD, dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan 
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(4) Proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dapat 
dilakukan secara elektronik diantaranya memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen. 
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Pasal 31 
(1) Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, PA 

dapat mengangkat staf penanggung jawab pengelola keuangan 
diantaranya: 
a. pembantu bendahara pengeluaran; 

b. pembantu bendahara penerimaan; 
c. staf pengelola keuangan; 
d. staf pengelola proyek; 

Pasal 30 
(1) PA/KPA melakukan pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara 

penerimaan dan bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 
(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran melakukan 
pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan 
pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu sekurang 
kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. 

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas. 

h. pejabat lainnya dalam pelaksanaan APBD. 
(2) Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun 
anggaran berkenan. 

surat 

Pasal 29 
(1) Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan: 

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD; 
b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM; 
c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan 

pertanggungjawaban; 
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D; 
e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
f. bendahara khusus; 
g. bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran 

pembantu; dan 

(6) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban 
anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan 
dalam APBD. 

(7) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip ekonomis, 
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 
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e. pembantu pengurus barang; dan 
f. pembantu pengurus obat dan bahan medis habis pakai. 

(2) Pengangkatan pembantu bendahara pengeluaran, pembantu 
bendahara penerimaan, dan/ atau staf pengelola keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c 
dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing SKPD dan 
kemampuan keuangan daerah. 

(3) Pengangkatan staf pengelola proyek sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf d dilakukan sesuai kebutuhan dengan 
mempertimbangkan nilai total pagu anggaran proyek yang dikelola 
oleh masing-masing SKPD dengan ketentuan jumlah sebagai 
berikut: 
a. nilai pagu anggaran s.d. Rp. 5 miliar maksimal sebanyak 3 

( tiga) orang; 
b. nilai pagu anggaran diatas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 25 miliar 

maksimal sebanyak 4 (empat) orang; 
c. nilai pagu anggaran diatas 25 miliar s.d. 50 miliar maksimal 

sebanyak 5 (lima) orang; dan 
d. nilai pagu anggaran diatas Rp. 50 miliar s.d. 75 miliar 

maksimal sebanyak (lima) 6 orang. 
(4) Pengangkatan pembantu pengurus barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e maksimal 2 (dua) orang berdasarkan 
pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, 
kompetensi atau rentang kendali dan pertimbangan objektif 
lainnya. 

(5) Pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis habis 
pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disesuaikan 
dengan kebutuhan SKPD, dengan mempertimbangkan volume 
beban kerja pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis 

habis pakai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi 
maksimal sebanyak 4 (empat) orang; 

b. pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis 
habis pakai pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten 
Wakatobi maksimal sebanyak 4 (empat) orang; 

c. pengangkatan pembantu pengurus obat dan bahan medis 
habis pakai pada puskesmas sebanyak 2 (dua) orang. 

(6) Besaran Honorarium staf penanggungjawab pengelola keuangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersediri dengan 
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah 
Daerah. 
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Pasal 33 
( 1) Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat 

dioptimalkan dan dialokasikan untuk investasi jangka pendek. 
(2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bisa 

dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu melalui deposito, surat utang 
negara, dan sertifikat Bank Indonesia. 

(3) Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui langkah 
langkah sebagai berikut: 
a. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek 

sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah, 
tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik; 

b. sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi 
jangka pendek, BUD harus meyakini <lulu bahwa dana yang 
digunakan adalah dana yang benar-benar belum akan 
digunakan dalam waktu dekat (idle cash); 

c. BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi 
jangka pendek kepada Bupati; 

d. rencana penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf 
c mencakup jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan 
investasi beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi; 

e. berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD 
atas rencana investasi jangka pendek, Bupati menetapkan 
jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan menerbitkan 
keputusan Bupati; 

f. berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada 
huruf e, BUD menerbitkan surat perintah pemindahbukuan 
(SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari kas 
umum daerah ke dalam investasi yang dipilih; dan 

g. investasi jangka pendek harus disetor ke rekening kas umum 
daerah paling lambat per 31 desember. 

Pasal 32 · 
( 1) PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap 

uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam 
penguasaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD selaku BUD 
membuka rekening kas umum daerah pada bank umum yang 
sehat. 

(3) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupati. 

(4) Penetapan bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang 
bersangkutan. 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah 
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Pasal 37 
( 1) Proses pelaporan oleh BUD memuat informasi, aliran data, serta 

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

(2) BUD membuat laporan atas kas umum daerah yang berada dalam 
pengelolaannya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh 
BUD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

(4) Laporan BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam 
bentuk: 
a. laporan posisi kas harian (LPKH); 
b. rekonsiliasi bank atas posisi kas harian. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat setiap hari 
dan diserahkan setiap hari kerja pertama setiap minggunya 
kepada Bupati atau dapat diserahkan sesuai kebutuhan. 

Pasal 36 
( 1) Kuasa BUD menerbitkan dokumen SP2D atas setiap pengeluaran 

uang dari RKUD. 
(2) Penerbitan SP2D didasarkan pada dokumen SPM yang diterbitkan 

oleh PA/KPA. 
(3) Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada BKU pada sisi 

kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

Pasal 35 
( 1) Berdasarkan nota kredit a tau bukti penerimaan lain yang sah, 

BUD mencatat pada buku kas umum pada sisi penerimaan pada 
kolom tanggal dan kolom nomor bukti. 

(2) BUD mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan. 
(3) BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku Kas 

Um um. 

Pasal 34 
( 1) PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua 

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. 
(2) Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

(3) Dokumen yang digunakan dalam proses penatausahaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: 
a. buku kas um um (BKU); 
b. register SP2D; dan 
c. register surat penolakan penerbitan SP2D. 
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Pasal 39 
(1) Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah kas daerah, 

tidak boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam 
jangka waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga. 

(2) Proses penatausahaan kas transitoris memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan 
secara elektronik. 

Pasal 38 
(1) Jenis-jenis kas transitoris, antara lain: 

a. pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, 
bendahara pengeluaran pembantu dan/ a tau bendahara 
khusus lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan 
dari setiap transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga 
seperti PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 
ayat 2, dan/atau PPN; 

b. potongan gaji pegawai seperti iuran wajib pegawai penerima 
upah antara lain Bupati, DPRD, ASN, kepala desa/perangkat 
desa dan pegawai lainnya, simpanan peserta taspen, PPh Pasal 
21, taspen, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan 
kecelakaan kerja, dan iuran jaminan kematian; dan 

c. jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari 
transaksi belanja daerah dan/ atau pendapatan daerah sehingga 
dasar pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak 
terpisahkan dari dokumen kelengkapan transaksi. 

(3) Penerimaan kas transitoris diperlukan sebagai hutang pada akun 
perhitungan fihak ketiga (PFK). 

(4) Pengeluaran kas transitoris dilakukan sebagai pembayaran hutang 
pada akun perhitungan fihak ketiga (PFK). 

(5) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak 
mempengaruhi SiLPA sehingga tidak dilaporkan dalam laporan 
realisasi anggaran namun informasinya disajikan dalam neraca 
sebagai utang PFK dan di laporan arus kas (LAK) di bagian 
aktivitas transitoris sesuai dengan standar akuntansi 
pemerintahan. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transitoris 

(6) Disamping laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BUD 
membuat buku kas umum BUD dan register SP2D yang telah 
diterbitkan. 

(7) Register SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara 
otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelolaan keuangan 
daerah yang terintegrasi. 
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Pasal 42 
( 1) Kepala SKPD menyusun rencana anggaran kas SKPD berdasarkan 

DPA-SKPD dan jadwal pelaksanaan kegiatannya. 
(2) Rencana anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada Kuasa BUD. 
(3) Kuasa BUD melakukan verifikasi atas rencana anggaran kas SKPD 

paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya rencana anggaran kas 
dari SKPD. 

( 4) Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi rencana angggaran kas 
SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi antara lain: 
a. sinkronisasi perkiraan penerimaan dalam DPA-SKPD; 
b. sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana 

penarikan dana dalam DPA-SKPD. 

Bagian Keempat 
Penyiapan Anggaran Kas Pemerintah Daerah 

Pasal 41 
( 1) Penyetoran kas transitoris pada Kuasa BUD atas potongan pajak 

dan potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme 
LS dilakukan langsung oleh bank. 

(2) Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga 
atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan 
pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan 
yang telah ditentukan. 

(3) Pelaksanaan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikecualikan bilamana pihak bank persepsi belum dapat 
melakukan mekanisme penyetoran dimaksud. 

Pasal 40 
(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ 

bendahara khusus lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan 
sebagai wajib pungut pajak sesuai Peraturan Perundang 
undangan, wajib memungut pajak atas pembayaran belanja 
melalui UP/GU/TU/LS. 

(2) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu/ 
bendahara khusus lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai 
Peraturan Perundang-undangan wajib menyetorkan seluruh 
penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara. 

(3) Atas pungutan dan penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2), bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu/bendahara khusus lainnya sebagai wajib 
pungut pajak sesuai Peraturan Perundang-undangan melakukan 
pencatatan pada buku pembantu pajak. 
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Pasal 45 
(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama 

dengan Kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari sejak 
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, atau 
paling lambat 6 (enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA 
SKPD. 

Pasal 43 

(1) Setelah penetapan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, 
PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD 
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. 

(2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3 (tiga) hari 
setelah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD ditetapkan. 

(3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang perlu diperhatikan oleh 
setiap Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD 
meliputi: 
a. pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA; 
b. rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh 

SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan; 
c. sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub 

kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan; 
d. rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan; 
e. rencana penarikan dana setiap SKPD; 
f. batas akhir penyerahan rancangan DPA-SKPD kepada PPKD 

paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterbitkannya surat 
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD; dan 

g. batas akhir penetapan rancangan DPA-SKPD. 

Pasal 44 
(1) Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat 

pemberitahuan Bupati dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD 
yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari 
setelah surat pemberitahuan diterima. 

(2) Rancangan DPA-SKPD mencakup: 
a. rancangan ringkasan DPA-SKPD; 
b. rancangan DPA-pendapatan SKPD; 
c. rancangan DPA-belanja SKPD; 
d. rancangan DPA-rincian belanja SKPD; dan 
e. rancangan DPA-pembiayaan SKPD. 

Bagian Kelima 
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 
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Pasal 48 
(1) SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesuai kebutuhan 

SKPD atau unit SKPD setiap periodik. 
(2) PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila 

terdapat kondisi sebagai berikut: 
a. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak sesuai perkiraan 

penerimaan dalam anggaran kas; atau 
b. perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan 

darurat termasuk keperluan mendesak. 
(3) Perubahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 

dasar permintaan pembayaran berikutnya. 

Pasal 47 
( 1) Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran 

kas pemerintah daerah. 
(2) Rancangan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 

kepada PPKD selaku BUD untuk disahkan. 
(3) Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada 

Kepala SKPD. 

Bagian Keenam 
Surat Penyediaan Dana 

Pasal 46 
( 1) Kuasa BUD berdasarkan rencana anggaran kas SKPD yang telah 

diverifikasi menyusun rancangan anggaran kas pemerintah 
daerah. 

(2) Rancangan anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada PPKD selaku BUD. 

(3) PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas 
pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 
lambat 1 (satu) hari sejak dokumen rancangan anggaran kas 
pemerintah daerah diterima. 

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat ketidaksesuaian dengan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran APBD, SKPD melakukan penyempumaan rancangan 
DPA-SKPD untuk disahkan oleh PPKD dengan persetujuan 
Sekretaris Daerah. 

(4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran. 
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(4) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, eek, atau surat 
berharga yang dalam penguasaannya: 
a. lebih dari 1 (satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis 

daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan 
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif 
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari; 

b. atas nama pribadi. 

non tunai 
kredit/ media 

b. penyetoran penerimaan pendapatan secara 
dibuktikan dengan bukti notifikasi/ nota 
elektronik lainnya. 

(3) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota 
kredit/ media elektronik/ dokumen lain yang dipersamakan. 

Pasal 50 
( 1) Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai 

dan/ atau non tunai. 
(2) Penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

dilakukan dengan cara: 
a. penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan 

dengan perbitan surat tanda setoran (STS) atau bukti lain yang 
sah; 

Pasal 49 
( 1) Semua penerimaan daerah dianggarkan dalam APBD dan 

penyetorannya melalui RKUD. 
(2) Dalam hal penerimaan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD 
melakukan pengesahan dan pencatatan penerimaan daerah 
terse but. 

(3) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke 
RKUD paling lambat dalam waktu l (satu) hari. 

(4) Dalam hal kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan 
komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa 
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan 
dapat melebihi 1 (satu) hari. 

(5) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 
sah atas setoran. 

(6) Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat 
meliputi dokumen elektronik. 

Bagian Ketujuh 
Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Daerah 

(4) Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, 
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 
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Pasal 52 
(1) Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Bupati atau 

pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen penetapan 
pendapatan daerah. 

Pasal 51 
(1) Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran, 

pendapatan daerah dapat dibedakan: 
a. pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati 

melalui pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen 
penetapan pendapatan daerah; dan/atau 

b. pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada 
penetapan). 

(2) Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran 
pendapatan daerah, penatausahaan pendapatan daerah 
dilaksanakan sebagai berikut: 
a. penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan 

oleh Bupati, didasarkan pada dokumen surat ketetapan sesuai 
dengan jenis pendapatan yang diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan; 

b. penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib 
pajak (tanpa ada penetapan) didasarkan pada dokumen/bukti 
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam 
Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Penatausahaan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) didasarkan pada dokumen/bukti meliputi: 
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D); 
b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-D); 
c. surat setoran pajak daerah (SSPD); 
d. surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD); 
e. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); 
f. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan 

(SKPDKBT); 
g. surat ketetapan pajak daerah lebih bayar (SKPDLB); 
h. surat tanda bukti pembayaran (STBP); 
i. surat tanda setoran (STS); 
J. nota kredit dari bank; 
k. surat perjanjian; 
1. dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan; 
m. basil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau 
n. bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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Pasal 54 
( 1) Penagihan atas pendapatan daerah dapat dilakukan dengan cara 

manual, surat elektronik, nofitikasi sistem secara digital dan/ atau 
media elektronik lainnya. 

(2) Langkah-langkah penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah se bagai beriku t: 
a. petugas pemungut berdasarkan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagihan melakukan penagihan ke pihak 
ketiga; 

b. penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang tercantum dalam dokumen penetapan 
pendapatan. 

(3) Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara: 
a. petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan 

pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga; 
b. dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada 

pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang 
ditandatangani oleh pihak ketiga; 

c. petugas pemungut menyampaikan tanda terima dokumen 
kepada bendahara peneritnaan/bendahara penerirnaan 
pembantu dan PPK-SKPD. 

(4) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara: 
a. petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan 

pendapatan kepada pihak ketiga; 

Pasal 53 
( 1) Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas 

pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA. 
(2) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu 

melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan 
berdasarkan dokumen penetapan. 

(2) Penetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
berupa: 
a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-D); 
b. surat ketetapan retribusi daerah (SKR-D); 
c. surat pemberitahuan pajak daerah (SPPD); 
d. surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB); dan 
e. dokumen penetapan lainnya yang sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Surat ketetapan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan kepada wajib pajak/retribusi sebagai dasar 
pembayaran dan kepada bendahara penerimaan/bendahara 
penerimaan pembantu sebagai dasar penagihan. 
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Pasal 56 
(1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara 

penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban. 

(2) Bendahara penerimaan SKPD bertanggung jawab secara 
administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD. 

(3) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban 
bendahara penerimaan memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

Bagian Kesembilan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 

Pasal 55 
(1) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu harus 

melakukan pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
pendapatan daerah yang menjadi kewenangannya. 

(2) Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan buku-buku 
sebagai berikut: 
a. laporan penerimaan dan penyetoran; 
b. register STS; dan 
c. buku kas umum. 

(3) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan 
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas 
penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya. 

(4) Dalam melakukan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), bendahara penerimaan menggunakan dokumen-dokumen 
tertentu sebagai berikut: 
a. tanda bukti penerimaan; 
b. surat tanda setoran; 
c. nota kredit bank; dan 
d. bukti transaksi yang sah yang dipersamakan dengan dokumen 

diatas. 

Bagian Kedelapan 
Pembukuan Bendahara Penerimaan 

b. petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan 
bendahara penerimaart/bendahara penerimaan pembantu atas 
pengiriman surat elektronik pendapatan. 

(5) Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis 
sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media 
lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki kewajiban 
untuk membayar pendapatan daerah. 
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Pasal 60 
(1) Verifikasi LPJ bendahara penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD 

sebagai bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran 
pendapatan daerah. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti 

penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait; 

b. meneliti transaksi penyetoran beserta tanda bukti 
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau 
laporan terkait; dan 

c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap 
proses penerimaan pendapatan dan penyetorannya. 

(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
PPK SKPD menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara 
penerimaan kepada PA. 

Pasal 59 
( 1) Laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara penerimaan 

merupakan penggabungan dengan LPJ bendahara penerimaan 
pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan, 
penyetoran dan saldo kas yang ada di bendahara. 

(2) LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan: 
a. surat ketetapan pajak/ retribusi daerah; 
b. BKU; 
c. laporan penerimaan dan penyetoran; 
d. register STS; 
e. bukti penerimaan dan penyetoran yang langkap dan sah; dan 
f. pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu. 

Pasal 58 
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya. 

Pasal 57 
( 1) Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban administratif kepada PA melalui PPK-SKPD 
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(2) Bendahara penerimaan wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban fungsional yang meru pakan hasil konsolidasi 
dengan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan 
pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan 
PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 
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Pasal 62 
(1) Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan/atau 

retribusi daerah, pemerintah daerah menetapkan Surat Ketetapan 
Lebih Bayar (SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan 
penerimaan pendapatan daerah. 

(2) SKLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB); 
b. surat ketetapan retribusi lebih bayar (SKRLB). 

(3) Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan: 
a. kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau 
b. adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan 

yang sudah disampaikan. 
(4) Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa: 

a. surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran; 
b. rekomendasi APIP; 
c. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(BPK-RI); 
d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah 

tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau 
e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Bagian Kese be las 
Penatausahaan Pembayaran Atas Kelebihan Pendapatan 

Pasal 61 
(1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku 

BUD melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi 
melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan 
pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka rekonsiliasi 
penerimaan. 

(2) Verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) kepada Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, meliputi: 
a. kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban 

penerimaan; 
b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dan 
c. analisis capaian realisasi penerimaan. 

(3) Rekonsiliasi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan secara periodik yang dituangkan dalam berita acara 
hasil rekonsiliasi. 

Bagian Kesepuluh 
Rekonsiliasi Penerimaan 
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Pasal 64 
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung 

dengan bukti yang lengkap dan sah. 
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 

pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab 
atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang 
dimaksud. 

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah. 

Bagian Keduabelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah 

Pasal 63 
(1) Pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud pada 

pasal 62 ayat ( 1) terdiri dari: 
a. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 

berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun 
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening 
penerimaan yang bersangkutan; 

b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 
tidak berulang dan terjadi pada tahun yang sama dilakukan 
dengan membebankan pada rekening penerimaan yang 
bersangkutan; dan 

c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah yang sifatnya 
tidak berulang dan terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan 
dengan membebankan pada rekening belanja tidak terduga. 

(2) Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a dan huruf b, bendahara penerimaan SKPD/SKPKD 
melakukan koreksi pada rekening penerimaan yang bersangku tan. 

(3) Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan 
penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf c, bendahara pengeluaran SKPD/SKPKD akan memproses 
pengajuan LS pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah 
dan membebankannya pada rekening belanja tidak terduga. 

(5) Bendahara penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi 
kelebihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4). 

(6) Setelah proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), 
bendahara penerimaan menyiapkan SKLB. 

(7) SKLB disahkan dan diterbitkan oleh pejabat yang diberi 
kewenangan menerbitkan dokumen penetapan pendapatan daerah. 
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Pasal66 
(1) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ 

kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang 
melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat: 
a. keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah 

terselesaikan 100°/o (seratus persen) pada tahun berkenaan; 
b. perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai 
pengadaan barang/ jasa; 

c. keadaan di luar kendali pemerintah daerah dan/atau penyedia 
barang/ jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai 
Peraturan Perundang-undangan; dan 

d. Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan antara lain hasil putusan 
pengadilan yang bersifat tetap. 

Bagian Ketigabelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja yang Melampaui Tahun 

Anggaran 

Pasal65 
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna 

anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan UP yang 
dikelola oleh bendahara pengeluaran. 

(2) Dalam proses belanja menggunakan UP, bendahara pengeluaran 
dapat melakukan pembayaran secara sekaligus langsung kepada 
penyedia barang/jasa atau penerima lainnya dan/atau melalui 
pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK. 

(3) Pemberian uang panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari 
rekening bendahara pengeluaran ke rekening PPTK dengan terlebih 
dahulu mendapat persetujuan PA yang dituangkan dalam Nota 
Pencairan Dana (NPD) yang diajukan oleh PPTK. 

(4) Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran 
belanja, PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud 
kepada bendahara pengeluaran melalui transfer ke rekening 
bendahara pengeluaran. 

(5) Dalam hal uang panjar lebih kecil dari realisasi pembayaran 
belanja, bendahara pengeluaran membayar kekurangannya kepada 
PPTK melalui transfer ke rekening PPTK. 

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 
termasuk untuk belanja wajib dan mengikat, keperluan keadaan 
darurat dan/ atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

50 



Hkmsetdawktb 0211007 

Pasal67 
(1) Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak 

(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan 
Daerah. 

(2) Sub kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
memiliki kriteria: 
a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang 

secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 
satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 
(dua belas) bulan; 

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut 
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun 
anggaran seperti penanaman benih/bibit, penghijauan, 
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah 
sakit, layanan pembangunan sampah dan pengadaan jasa 
cleaning service; 

c. jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa 
jabatan Bupati; dan 

d. dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Bupati 
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun 
jamak dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun 
anggaran. 

(3) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan 
bersama antara Bupati dan DPRD. 

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KU A dan 
PPAS. 

(5) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
sekurang-kurangnnya memuat: 
a. nama sub kegiatan; 

b. jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan; 
c. jumlah anggaran; dan 
d. alokasi anggaran per tahun. 

Bagian Keempatbelas 
Sub Kegiatan Yang Bersifat Tahun Jamak 

(2) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
melalui mekanisme perubahan APBD. 

(3) Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan 
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan 
yang melampaui tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal69 
( 1) Pembiayaan daerah terdiri atas: 

a. penerimaan pembiayaan; 
b. pengeluaran pembiayaan. 

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
huruf a bersumber dari: 
a. SiLPA; 
b. pencairan dana cadangan; 
c. basil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; 
d. penerimaan pinjaman daerah; 
e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/ atau 
f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

huruf b dapat digunakan untuk pembiayaan: 
a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 
b. penyertaan modal daerah; 

Bagian Keenambelas 
Pelaksanaan dan Penatausahaan Anggaran Pembiayaan Daerah 

Pasal 68 
(1) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang 

dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh 
Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan 
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan seperti: 
a. pembayaran gaji ASN; 
b. pembayaran jasa listrik; 
c. pembayaran jasa air; 
d. pembayaran jasa internet; dan 
e. pembayaran iuranjaminan kesehatan. 

(2) Belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar 
masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan/atau 
melaksanakan kewajiban pada pihak ketiga. 

(3) Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum DPA 
SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa 
menunggu DPA disahkan. 

Bagian Kelimabelas 
Belanja Wajib dan Mengikat 
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Pasal 71 
(1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke RKUD 

dilakukan berdasarkan rencana penggunaan dana cadangan 
sesuai peruntukannya. 

(2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan 
Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang 
bersangkutan mencukupi. 

(3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan sesuai 
peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan 

Pasal 70 
Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil 

dari pada realisasi belanja; 
b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia 

angggarannya; 
c. membayar bunga dan pokok utang dan/ atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; 
d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; 
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya 

kebijakan pemerintah; 
f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya;dan/atau 
g. mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya 

ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun 
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas 
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 

c. pembentukan dana cadangan; 
d. pemberian pinjaman daerah; dan/ a tau 
e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan. 
(4) Pelaksanaan dan pentausahaan penerimaan dan pengeluaran 

pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD. 
(5) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilakukan melalui RKUD. 
(6) Dalam hal penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tidak 
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan 
pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 
terse but. 
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Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada badan usaha milik 
negara/ daerah dan/ a tau badah usaha lainnya ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. 

Pasal 75 

Pasal 74 
(1) Pengalokasian anggaran untuk pembentukan dana cadangan 

dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana 
Cadangan. 

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap 
tahun ditempatkan pada rekening tersendiri untuk dana cadangan 
pada bank umum yang ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk 
deposito dan/ atau investasi jangka pendek lainnya yang beresiko 
rendah. 

(3) Dalam hal terdapat bunga dana cadangan atas pemanfaatan dana 
cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat bunga dana 
cadangan sebagai lain-lain PAD yang sah. 

(4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dipindahbukukan dari RKUD ke rekening dana cadangan. 

(5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
dengan surat perintah Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. 

Pasal 73 
(1) Pinjaman daerah bersumber dari: 

a. pemerintah pusat; 
b. pemerintah daerah lainnya; 
c. lembaga keuangan bank; 
d. lembaga keuangan bukan bank; dan 
e. masyarakat. 

(2) Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan 
Bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang 
undangan. 

Pasal 72 
Penerimaan kas atas penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah 
melalui RKUD. 

yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 
Dana Cadangan. 

(4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas 
persetujuan PPKD. 
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Pasal 78 
(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD 

diberikan UP yang dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. 
(2) Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak 

menggunakan mekanisme LS. 
(3) Penghitungan besaran UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

didahului dengan melakukan perhitungan besaran anggaran 
belanja yang menggunakan LS. 

(4) Perhitungan besaran anggaran belanja yang menggunakan LS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam rencana 
pencairan dana yang diajukan oleh PA kepada BUD untuk 
diverifikasi yang berisi rencana pembayaran belanja dengan 
menggunakan mekanisme LS, UP/GU, dan TU. 

(5) Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 

(6) Keputusan Bupati tentang Besaran UP sebagaimana dimaksud 
pada ayat (5) ditetapkan satu kali dalam satu tahun pada awal 
tahun anggaran dan dilampiri dengan rencana pencairan dana 
SKPD yang telah diverifikasi oleh kuasa BUD dan disetujui oleh 
PPKD. 

Bagian Ketujuhbelas 
Pen eta pan Besaran U ang Persediaan 

atas 
yang 

Pasal 77 
Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD 
berkewajiban untuk: 
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh 

Kepala SKPKD; 
b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang 

tercantum dalam perintah pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan 
d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran 

pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan 
ditetapkan. 

Pasal 76 
(1) Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan 

pembebanan melalui RKUD. 
(2) Tata cara pembayaran pokok utang yangjatuh tempo diatur dalam 

peraturan bupati dengan mengacu pada ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 
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Pasal 81 
(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran dalam rangka mengganti UP. 

Pasal 80 
( 1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran dalam rangka pengisian UP yang mengacu 
pada Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 
PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang 
persediaan. 

(3) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari: 
a. surat pengantar SPP-UP; 
b. ringkasan SPP-UP; 
c. rincian SPP-UP; 
d. SK Bupati tentang Besaran UP; 

e. salinan SPD; dan 
f. draft Pernyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani oleh 

PA. 

Pasal 79 
( 1) Permintaan pembayaran dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu sebagai proses 
awal pembayaran oleh pemerintah daerah kepada pihak terkait 
sekaligus sebagai proses pembebanan rekening belanja. 

(2) Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan 
SPD, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
mengajukan SPP kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

(3) SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: 
a. SPP uang persediaan (SPP-UP); 
b. SPP ganti uang (SPP-GU); 
c. SPP tambah uang (SPP-TU); dan 
d. SPP langsung (SPP-LS). 

(4) SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran pembantu terdiri 
dari: 
a. SPP tambah uang (SPP-TU); 
b. SPP langsung (SPP-LS). 

Bagian Kedelapanbelas 
Permintaan Pembayaran 
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Pasal 82 
(1) Bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 

mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat 
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/ a tau SPP 
UP/GU. 

(2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh 
bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari 
PA/KPA melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan uang 
persediaan. 

(3) Dalam rangka pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), PPTK menyusun TOR/KAK yang minimal memuat jadwal 
kegiatan dan rincian rencana penggunaan dana TU dan 
disampaikan kepada PA untuk mendapatkan persetujuan. 

(4) Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), PA mengajukan permohonan pengajuan TU kepada PPKD 
yang dilampiri dengan TOR/KAK untuk disetujui. 

(5) Persetujuan pengajuan pengajuan TU oleh PPKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pengajuan permintaan 
pembayaran TU. 

(2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui 
PPK-SKPD dilampiri surat pengesahan laporan 
pertanggungjawaban UP. 

(3) Besaran GU adalah sebesar UP yang dipertanggungjawabkan oleh 
bendahara pengeluaran. 

(4) SPP GU diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 
75°/o (tujuh puluh lima persen). 

(5) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri 
dari: 
a. surat pengantar SPP-GU; 
b. ringkasan SPP-GU; 
c. rincian SPP-GU; 
d. laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan UP disertai 

dengan bukti-bukti transaksi yang lengkap dan sah, termasuk 
dokumen perpajakan terkait; 

e. draft surat pemyataan pengajuan SPP-GU untuk 
ditandatangani oleh PA; dan 

f. salinan SPD. 
(6) Bukti transaksi yang sah dan lengkap sebagai syarat dokumen 

SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d disimpan 
pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi 
dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

(7) Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU oleh bendahara pengeluaran 
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan disesuaikan 
kebutuhan. 
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Pasal 83 
( 1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh 

bendahara pengeluaran untuk pembayaran: 
a. gaji dan tunjangan; 
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang/jasa; 

(13) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU sebagaimana dimaksud 
pada ayat (12) dikecualikan untuk: 
a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; 
b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah 

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali 
PA/KPA yang dibuktikan dengan dokumen pendukung yang 
sah. 

(12) 

(6) Pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 
untuk membiayai: 
a. kegiatan yang sifatnya mendesak; 
b. kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU. 

(7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan 
rencana pencairan dana yang telah disetujui oleh PPKD. 

(8) Untuk kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana pencairan 
dana dengan melalui mekanisme TU, namun pelaksanaannya telah 
selesai maka mekanisme pembayaran dilakukan melalui LS 
dengan melampirkan alasan perubahan tersebut. 

(9) Kegiatan yang sifatnya mendesak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6) huruf a diperuntukan dalam rangka menunjang tugas 
SKPD yang sifatnya mendesak dan tidak dapat ditunda 
pelaksanaannya. 

(10) Kegiatan yang tidak cukup dibiayai dari UP dan GU sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) huruf b digunakan untuk membiayai 
kegiatan tertentu yang merupakan satu kesatuan belanja. 

( 11) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri 
dari: 
a. surat persetujuan TU oleh PPKD; 
b. surat pengantar SPP-TU; 
c. ringkasan SPP-TU; 
d. rincian rencana penggunaan TU; 
e. salinan SPD; 
f. draft surat pemyataan pengajuan pengajuan SPP-TU untuk 

ditandatangani oleh PA; dan 
g. surat keterangan TU. 
Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 
(satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke RKUD dilampiri 
dengan rincian penggunaan dana. 
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Pasal 84 

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran 
gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai Peraturan 
Perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna 
memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

(2) Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta 
penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; 
d. salinan SPD; dan 
e. lampiran SPP-LS. 

(3) Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan 
serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
mencakup: 
a. pembayaran gaji induk; 
b. gaji susulan; 
c. kekurangan gaji; 
d. gaji terusan; 
e. surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil; 
f. surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; 
g. surat keputusan kenaikan pangkat; 
h. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan; 
1. kenaikan gaji berkala; 
j. surat pernyataan pelantikan; 
k. surat pernyataan menduduki jabatan; 
1. surat pernyataan melaksanakan tugas; 
m. surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu 

permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil 
(KP4); 

c. kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan; dan 

d. belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola 
pemeliharaan rutin jalan, serta kegiatan operasional lainnya 
yang telah ditetapkan dalam rencana pencairan dana 
dibayarkan melalui mekanisme LS. 

(2) Pengajuan SPP LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan 
sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 
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Pasal 85 
(1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa untuk 

disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka 
pengajuan permintaan pembayaran. 

(2) Dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; dan 
d. lampiran SPP-LS. 

(3) Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencakup: 
a. salinan SPD; 
b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 

wajib pajak; 
c. surat perjanjian kontrak/SPK pengadaan barang/jasa antara 

PA/KPA dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor 
rekening bank pihak ketiga; 

d. surat perintah mulai kerja (SPMK); 
e. fotocopy nomor pokok wajib pajak perusahaan/penyedia; 
f. fotocopy rekening bank a.n. perusahaan/penyedia; 
g. surat perjanjian kerja sama (PKS) antara pemerintah daerah 

dengan pihak ketiga; 

n. fotocopy surat nikah; 
o. fotocopy akte kelahiran; 
p. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 
q. surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
r. surat pindah; 
s. surat kematian; 
t. e-billing; dan 
u. Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 
Bupati/Wakil Bupati. 

(4) Penerbitan SKPP Gaji sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf p 
dilengkapi dengan Surat Keputusan Pensiun Asli dan SKPP dari 
SKPD bagi pegawai yang pensiun, SK Pindah, SKPP dari SKPD, pas 
foto warna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar, surat keterangan 
bebas barang milik daerah dan surat pemyataan bebas kredit dari 
bank untuk pegawai yang pindah keluar Kabupaten. 

(5) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan 
tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai 
dengan peruntukannya. 
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h. berita acara kemajuan pekerjaan yang ditandatangani oleh 
KPA, pihak ketiga dan konsultan pengawas dan/ atau direksi 
teknis yang ditunjuk dengan keputusan Kepala SKPD; 

1. Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh KPA, 
konsultan pengawas, pihak ketiga dan direksi teknis bila ada; 

J. setiap tahap permintaan pembayaran termin dan permintaan 
pembayaran 1 OOo/o ( seratus persen) harus melampirkan back up 
data kemajuan realisasi hasil pekerjaan; 

k. fotocopy sah surat jaminan uang muka/pelaksanaan dan/atau 
jaminan pemeliharaan dari bank atau yang dipersamakan yang 
dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 

1. berita acara penyelesaian pekerjaan untuk pekerjaan 
konstruksi; 

m. berita acara serah terima awal dan akhir barang / jasa; 
n. berita acara pembayaran; 
o. kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak 

ketiga dan PPK serta disetujui oleh PA/KPA; 
p. surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan 

oleh bank atau lembaga keuangan non bank; 
q. surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang 

dilaksanakan di luar wilayah kerja; 
r. surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan 

dari PPK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; 
s. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian 

pekerjaan; 
t. potongan Jamsostek (potongan sesuai ketentuan yang 

berlaku/surat pemberitahuan Jamsostek); dan 
u. khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya 

menggunakan biaya personil (billing rate) berita acara prestasi 
kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dan 
tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan 
bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti kas 
dan bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam 
surat penawaran. 

(4) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai 
peruntukannya dan dicantumkan dalam resume kelengkapan 
dokumen pembayaran LS barang/jasa, dan disimpan pada SKPD 
yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan keperluan 
pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 

(5) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak lengkap, maka bendahara 
pengeluaran mengembalikan dokumen SPP-LS pengadaan barang/ 
jasa kepada PPTK untuk dilengkapi. 
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g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/ atau rekomendasi BPK. 

(3) Dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; 
d. salinan SPD; dan 
e. lampiran SPP-LS. 

(4) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, 
mencakup: 
a. hibah berupa uang: 

1. surat keputusan bupati tentang penerima hibah; 
2. NPHD; 
3. proposal penggunaan; 

untuk pengembalian kelebihan 
pada tahun anggaran sebelumnya; 

Pasal 86 
( 1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS kepada pihak ketiga 

lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh 
persetujuan PA/KPA melalui PPK-SKPD. 

(2) SPP LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 
pembayaran antara lain: 
a. hibah berupa uang; 
b. bantuan sosial berupa uang; 
c. bantuan keuangan; 
d. subsidi; 
e. bagi hasil; 
f. belanja tidak terduga 

penerimaan yang terjadi 
dan 

(6) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) kepada PA setelah ditandatangani oleh 
PPTK guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK SKPD. 

(7) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 
barang/jasa dapat juga dilakukan oleh bendahara pengeluaran 
pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada KPA. 

(8) Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan 
barang/jasa oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 
pembantu, dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya 
tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK. 
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4. pakta integritas; 
5. fotocopy rekening penerima hibah; 
6. fotocopy KTP ketua dan bendahara penerima hibah; 
7. fotocopy NPWP penerima hibah (kecuali hibah kepada 

panitia pembangunan masjid); 
8. laporan realisasi penggunaan dana hibah tahap sebelumya; 
9. SPTJM; 
10. bukti kas; dan 
11. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
b. bantuan sosial berupa uang: 

1. keputusan bupati tentang penerima bansos; 
2. proposal; 
3. fotocopy rekening penerima ban sos; 
4. fotocopy KTP penerima ban sos; 
5. bukti kas; 
6. SPTJM; 
7. bukti kas; dan 
8. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
c. bantuan keuangan: 

1. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di 
Kabupaten Wakatobi; 

2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

3. surat permohonan pencairan dari kepala desa; 

4. SPTJM kepala desa; 
5. pakta integritas; 
6. fotocopy KTP kepala desa dan bendahara desa; 

7. NPWP desa; 
8. fotocopy rekening desa; 
9. rincian penggunaan dana desa; 
10. SPTJB (untuk permintaan tahap II dan III); 
11. realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan 

tahap III). 

12. bukti kas; dan 
13. dokumen kelengkapan lain berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. 
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d. subsidi: 
1. keputusan bupati tentang penerima subsidi; 
2. surat permohonan pembayaran subsidi bunga KUR Mikro 

UKM dari dinas teknis; 
3. laporan pencairan kredit UKM dari bank/lembaga 

keuangan lainnya; 
4. SPTJM kepala dinas terkait; 
5. bukti kas; dan 
6. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
e. bagi hasil: 

1. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 
penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
setiap desa di Kabupaten Wakatobi; 

2. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

3. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
4. surat pelunasan PBB; 
5. SPTJM kepala desa; 
6. bukti kas; dan 
7. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
f. Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya: 
1. surat ketetapan lebih bayar (SKLB); 
2. surat ketetapan penggunaan BIT untuk pengembalian 

kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan 
provinsi; dan 

3. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/ atau rekomendasi BPK: 
1. surat ketetapan tentang pembayaran kewajiban pemda atas 

putusan pengadilan, dan rekomendasi APIP dan/atau 
rekomendasi BPK; 

2. surat rekomendasi dari instansi/lembaga terkait yang 
berwenang; 

3. fotocopy rekening penerima; 
4. fotocopy KTP penerima; dan 
5. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
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Pasal87 
( 1) Pengakuan belanja pendukung belanja modal, kegiatan swakelola 

pemeliharaan rutin jalan, serta kegiatan operasional lainnya yang 
telah ditetapkan dalam rencana pencairan dana dibayarkan 
melalui mekanisme LS dapat dimintakan melalui SPP-LS. 

(2) Khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola 
pemeliharaan rutin jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yaitu: 
a. tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam bentuk uang 

muka; 
b. tahap II sebesar 35o/o (tiga puluh lima persen); dan 
c. tahap III sebesar 35% (tiga puluh persen). 

(3) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 
a. surat pengantar SPP-LS; 
b. ringkasan SPP-LS; 
c. rincian SPP-LS; dan 
d. lampiran SPP-LS. 

(4) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
mencakup: 
a. salinan SPD; 
b. salinan surat rekomendasi dari SKPD terkait; 
c. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 

wajib pajak; 
d. surat keputusan penunjukan panitia; 
e. bukti kas; 
f. daftar penerimaan; 
g. nota pesanan dan faktur pembelian; dan 
h. surat tugas, SPPD; dan 
1. bukti kelengkapan lainnya yang sah. 

(5) Lampiran SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d 
khusus permintaan pembayaran untuk kegiatan swakelola 
pemeliharaan rutin jalan mencakup: 
a. salinan SPD; 
b. e-billing pajak dan faktur pajak yang telah ditandatangani 

wajib pajak; 
c. kerangka acuan kerja (KAK)/term of reference (ToR); 

(5) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) digunakan sesuai peruntukannya dan disimpan pada 
SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan administrasi dan 
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. 
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(2) 

( 1) 

Pasal89 
PA/KPA meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, 
SPP-LS yang diajukan bendahara pengeluaran. 
Penelitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 
Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan 
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS kepada bendahara 
pengeluaran untuk dilengkapi. 

(3) 

Pasal 88 
Dokumen yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam 
menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup: 
a. buku kas umum; 
b. buku simpanan/bank; 
c. rekening koran bank; 
d. buku pajak; 
e. buku panjar; 
f. buku rekapitulasi pengeluaran per rincian objek; dan 
g. register SPP-UP /GU /TU /LS. 

d. surat keputusan PA tentang pembentukan tim perencanaan, 
pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan jalan 
dan jembatan; 

e. rencana anggaran biaya (RAB); 
f. laporan pertanggungjawaban (SPJ); 
g. laporan harian yang ditandatangani oleh PPK, tim pelaksana, 

dan tim pengawas; 
h. laporan mingguan yang ditandatangani oleh PPK, tim 

pelaksana, dan tim pengawas; 
1. Monthly Certificate (MC) yang ditandatangani oleh PPK, tim 

pelaksana, dan tim pengawas; 
J. foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian 

pekerjaan; 
k. gambar hasil pelaksanaan pekerjaan asbuilt drawing; dan 
1. backup data. 

(6) Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sesuai peruntukannya dan 
disimpan pada SKPD yang bersangkutan untuk kepentingan 
administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas 
fungsional. 
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Pasal 92 
(1) PPK SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ penggunaan 

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari bendahara 
pengeluaran dengan langkah berikut: 
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

Pasal 91 
( 1) Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran, 

PPK SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian 
besaran UP dengan Keputusan Bupati tentang Besaran UP. 

(2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) 
dinyatakan sesuai, PPK SKPD menyiapkan rancangan Perintah 
Membayar UP yang didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk 
ditandatangani PA. 

(3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua) 
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk 
kemudian disampaikan kepada BUD, yang terdiri dari: 

a. SPM-UP; 
b. surat pemyataan pengajuan SPM-UP oleh PA (bermeterai); 
c. surat pemyataan tanggungjawab mutlak oleh PA (bermeterai); 
d. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD; dan 
e. checklist kelengkapan dokumen SPP-UP yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD. 

Pasal 90 

(1) Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki PA/KPA 
untuk belanja yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD. 

(2) Perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
didahului dengan proses verifikasi oleh PPK SKPD/PPK Unit SKPD. 

(3) PPK Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan 
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS 
dan/atau TU dari bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan memenuhi syarat, PA/KPA 
menerbitkan SPM. 

(5) Dalam hal dokumen SPP dinyatakan tidak memenuhi syarat, 
PA/KPA tidak menerbitkan SPM. 

(6) Dalam hal PA/KPA berhalangan sementara dan/ atau tetap, dapat 
ditunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani 
SPM dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kesem bilan be las 
Perintah Membayar 
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Pasal 93 
( 1) Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang disertai 
dengan daftar rincian rencana belanja TU, PPK-SKPD /PPK unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut: 
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 

c. meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan 
permintaan perintah membayar TU. 

b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 
terkait telah disediakan; 

c. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi dan 
dokumen perpajakan terkait; dan 

d. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ 
penggunaan UP, dan bukti-bukti transaksinya. 

(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ atau ketidakabsahan 
dan/ atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan 
dan/ atau penyempumaan kepada bendahara pengeluaran paling 
lambat 1 (satu) hari sejak diterimanya SPP-GU. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD 
menyiapkan pengajuan perintah membayar GU yang 
didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani oleh 
PA. 

(4) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-GU paling lama 2 (dua) 
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk 
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri dari: 
a. SPM-GU sebanyak 2 (dua) rangkap; 
b. surat pemyataan pengajuan SPM-GU oleh PA (bermeterai); 
c. surat pemyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA 

sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2 
tidak bermeterai; 

d. surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) oleh PA 
(bermeterai); 

e. berita acara rekonsiliasi pendapatan dan berita acara 
rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi; 

f. berita acara rekonsiliasi persediaan dari bidang aset; 
g. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
h. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD; dan 
i. checklist kelengkapan dokumen SPP-GU yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD. 
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Pasal 94 
(1) Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu yang dilengkapi 
dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD /PPK-unit 
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa: 
a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; 
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis 

pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di 
sistem; 

d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan 
e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan 

dokumen pendukungnya. 
(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ a tau ketidakabsahan 

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/ atau penyempurnaan kepada bendahara 

a. SPM-TU; 
b. surat persetujuan TU oleh PPKD; 
c. rincian kegiatan (TOR/KAK) yang paling sedikit memuat jadwal 

kegiatan; 
d. surat pernyataan pengajuan SPM-TU oleh PA/KPA (bermeterai); 
e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA/KPA 

(bermeterai); 
f. rencana pencairan dana; 
g. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD; dan 
h. checklist kelengkapan dokumen SPP-TU yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD. 

(2) Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/ a tau ketidakabsahan 
dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta 
perbaikan dan/ a tau penyempurnaan kepada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-TU. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK 
SKPD /PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar 
TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk 
ditandatangani oleh PA. 

(4) PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2 
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 
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Pasal 95 
(1) PA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS gaji dan tunjangan 

paling lama 2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap 
dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang 
terdiri dari: 
a. SPM-LS (2 rangkap); 

b. daftar gaji; 
c. e-billing pajak; 
d. SPTJM oleh PA sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai 

dan lembar ke 2 tidak bermeterai); 
e. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD (2 rangkap, lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); dan 
f. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
g. pembayaran gaji induk; 
h. gaji susulan; 
1. kekurangan gaji; 
j. gaji terusan; 
k. surat keputusan pengangkatan calon pegawai negeri sipil; 
1. surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil; 
m. surat keputusan kenaikan pangkat; 
n. surat keputusan pengangkatan dalamjabatan; 
o. kenaikan gaji berkala; 
p. surat pernyataan pelantikan; 
q. surat pernyataan menduduki jabatan; 
r. surat pernyataan melaksanakan tugas; 
s. surat keterangan pembayaran tunjangan keluarga/kartu 

permohonan penambahan penghasilan pegawai negeri sipil 
(KP4); 

t. foto copy surat nikah; 
u. foto copy akte kelahiran; 
v. surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji; 
w. surat keterangan masih sekolah/kuliah; 
x. surat pindah; 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu paling lambat 1 
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK 
SKPD/PPK-unit SKPD menyiapkan pengajuan perintah membayar 
LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk 
ditandatangani oleh PA/KPA. 
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y. surat kematian; 
z. e- billing; dan 
aa. Peraturan Perundang-undangan mengenai penghasilan 

pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan 
Bupati/Wakil Bupati. 

(2) pengajuan SPM LS gaji bulan berikutnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lambat tanggal 20 bulan berjalan. 

Pasal 96 
(1) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang /jasa 

yang merupakan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling 
lama 1 (satu) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan 
sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 
a. SPM LS (2 rangkap); 
b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) oleh PA 

sebanyak 2 (dua) lembar (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2 
tidak bermeterai); 

c. resume kontrak; 
d. sertifikat tanah dan surat pelepasan hak atas tanah dari 

notaris untuk pengadaan tanah yang masih atas nama pihak 
lain; 

e. surat ukur dan akta jual beli untuk pengadaan tanah yang 
belum bersertifikat; 

f. permohonan pensertifikatan tanah pemda (permohonan hak 
pakai) yang telah diverifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional; 

g. bukti tanda terima dokumen kontrak untuk permintaan uang 
muka ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah 
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring 
pembangunan berbasis geospasial. 

h. bukti tanda terima dokumen kemajuan pekerjaan untuk 
permintaan termin ditandatangani oleh SKPD dan penyedia 
yang telah diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan 
Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat 
Daerah Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring 
pembangunan berbasis geospasial. 

i. bukti tanda terima dokumen berita acara serah terima 
pekerjaan untuk permintaan pembayaran 100°/o (seratus 
persen) ditandatangani oleh SKPD dan penyedia yang telah 
diverifikasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat 
Daerah Kabupaten Wakatobi dan Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi melalui aplikasi sistem monitoring 
pembangunan berbasis geospasial. 
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J. sertifikat badan usaha (SBU) a tau dokumen lain yang 
menyatakan kualifikasi penyedia; 

k. bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan untuk 
permintaan 100°/o ( seratus persen); 

1. faktur pajak; 
m. e-billing pajak; 
n. foto copy rekening koran giro/bank a.n. perusahaan/ penyedia; 
o. foto copy NPWP a.n. perusahaan/penyedia; 
p. Surat perjanjian, kontrak/SPK/nota pesanan (lembar 1, lembar 

tanda tangan serta pasal yang mengatur cara pembayaran); 
q. surat perintah mulai kerja (SPMK) khusus pekerjaan 

kontraktual; 
r. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); dan 
s. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD (2 rangkap). 
(2) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS kepada pihak 

ketiga lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang 
undangan paling lama 1 (dua) hari sejak proses verifikasi 
dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada 
Kuasa BUD, yang terdiri dari: 
a. hibah berupa uang: 

1. SPM LS (2 rangkap); 
2. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 

dan lembar 2 tidak) (lembar 1 bermeterai dan lembar ke 2 
tidak bermeterai); 

3. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

5. surat keputusan bupati tentang penerima hibah; 
6. fotocopy rekening penerima hibah; dan 
7. fotocopy NPWP penerima hibah (kecuali hibah kepada 

panitia pembangunan masjid). 
b. bantuan sosial berupa uang: 

1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3. SPTJM PA/KPA anggaran sebanyak 2 lembar (lembar 1 

bermeterai dan lembar ke 2 tidak bermeterai); 
4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 

72 



Hkmsetdawktb 0211007 

5. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

7. surat keputusan bupati tentang penerima bansos; dan 
8. fotocopy rekening penerima bansos. 

c. bantuan keuangan: 
1. SPM LS (2 rangkap); 
2. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 (dua) lembar, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
3. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
4. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
5. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 

ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
6. peraturan bupati tentang tata cara pembagian dan 

penetapan besaran alokasi dana desa di setiap desa di 
Kabupaten Wakatobi; 

7. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

8. surat permohonan pencairan dari kepala desa; 

9. SPTJM kepala desa; 
10. pakta integritas; 
11. fotocopy ktp kepala desa dan bendahara desa; 

12. NPWP desa; 
13. fotocopy rekening desa; 
14. rincian penggunaan dana desa; 
15. SPTJB (untuk permintaan tahap II dan III); 
16. realisasi pajak bumi dan bangunan (untuk permintaan 

tahap III); dan 
1 7. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 

d. subsidi: 
1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 

3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 
dan lembar 2 tidak bermeterai); 

4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi; 
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5. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

7. surat keputusan bupati tentang penerima subsidi; 
8. surat permohonan pembayaran subsidi bunga KUR Mikro 

UKM dari dinas teknis; 
9. laporan pencairan kredit UKM dari bank/lembaga 

keuanganlainnya;dan 
10. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
e. bagi hasil: 

1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 

dan lembar 2 tidak bermeterai); 
4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
5. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 

ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
7. peraturan bupati ten tang tata cara pembagian dan 

penetapan besaran bagi hasil pajak dan retribusi daerah 
setiap desa di Kabupaten Wakatobi; 

8. rekomendasi dari dinas yang membidangi pemerintahan 
desa; 

9. surat permohonan pencairan dana dari kepala desa; 
10. surat pelunasan PBB; 
11. SPTJM kepala desa; dan 
12. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
f. belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan 

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya: 
1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 

dan lembar 2 tidak bermeterai); 
4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
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5. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 
bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 

6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 
ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 

7. surat ketetapan lebih bayar (SKLB); 
8. surat ketetapan penggunaan BTI untuk pengembalian 

kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran 
sebelumnya yang dananya bersumber dari pusat dan 
provinsi; dan 

9. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

g. pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan 
rekomendasi APIP dan/ atau rekomendasi BPK: 
1. SPM LS (2 rangkap); 
2. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-unit SKPD yang 

dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 
3. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai 

dan lembar 2 tidak bermeterai); 
4. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
5. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
6. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang 

ditandatangani oleh PPK-SKPD (2 rangkap); 
7. surat ketetapan ten tang pembayaran kewajiban pemda atas 

putusan pengadilan, rekomendasi APIP dan/ atau 
rekomendasi BPK; 

8. fotocopy rekening penerima; 
9. fotocopy KTP penerima; dan 
10. dokumen kelengkapan lain berdasarkan Peraturan 

Perundang-undangan. 
(3) PA/KPA mendandatangani dan menerbitkan SPM-LS barang/jasa 

yang bukan pembayaran langsung kepada pihak ketiga paling lama 
2 (dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah 
untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, yang terdiri 
dari: 
a. SPM LS (2 rangkap); 
b. SPTJM PA/KPA sebanyak 2 lembar, (lembar 1 bermeterai dan 

lembar 2 tidak bermeterai); 
c. asli bukti tanda terima laporan SPJ dari Inspektorat Daerah 

Kabupaten Wakatobi; 
d. bukti validasi setoran pajak; 
e. daftar rincian penggunaan anggaran; 
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Pasal 100 
Setelah tahun anggaran berakhir, PA/KPA dilarang menerbitkan SPM 
yang membebani tahun anggaran yang berkenaan. 

Pasal99 
(1) Dokumen yang digunakan oleh PA/KPA dalam menatausahakan 

pengeluaran perintah membayar mencakup: 
a. register SPM-UP /SPM-GU /SPM-TU /SPM-LS; 
b. register surat penolakan penerbitan SPM. 

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD. 

Pasal 98 
SPM yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat 
(1) diajukan pada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D. 

Pasal 97 
(1) Untuk LS rutin kegiatan dapat dilakukan permintaan pembayaran 

bila telah mencapai realisasi minimal 30°/o (tiga puluh persen) dari 
pagu anggaran selain permintaan LS barang/ jasa yang dibayarkan 
bulanan, operasional Puskesmas, operasional SMP, operasional 
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), operasional koordinator 
pendidikan kecamatan (KPK), LS belanja pegawai (honor bulanan), 
LS Kegiatan yang bersumber dari dana peruntukan khusus 
( eammarked), LS operasional untuk sub Kegiatan yang memiliki 
lebih dari 1 (satu) jenis target keluaran (output) dan LS rutin 
kegiatan lainnya yang sejenis. 

(2) Batas waktu akhir pengajuan SPM ganti uang persediaan, SPM 
tambahan uang persediaan, SPM LS rutin kegiatan, dan SPM LS 
Barang/Jasa diatur tersendiri dalam Surat Edaran Bupati. 

f. khusus untuk belanja honor dilampirkan dengan surat 
keputusan penunjukan; 

g. KAK/ToR (khusus untuk LS swakelola pemeliharaan rutin 
jalan; 

h. rencana pencairan dana; 
i. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD 2 rangkap, (lembar 1 

bermeterai dan lembar 2 tidak bermeterai); 
J. checklist kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani 

oleh PPK-SKPD (2 rangkap). 
(4) Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 101 
(1) Kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan dana atau SP2D 

berdasarkan SPM yang diterimanya dari PA/KPA yang ditujukan 
kepada bank operasional mitra kerjanya. 

(2) Pencairan SP2D-UP, SP2D-GU, SP2D-TU, SP2D-LS rutin kantor 
dan SP2D-LS gaji dan tunjangan, ditransfer dari RKUD ke rekening 
bendahara pengeluaran. 

(3) Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 1 oleh SKPD selaku penanggung 
jawab anggaran, ditransfer dari RKUD ke rekening bendahara 
pengeluaran. 

(4) Pencairan SP2D-LS swakelola tipe 2 oleh lembaga/perangkat 
daerah lain, swakelola tipe 3 oleh Ormas, swakelola tipe 4 oleh 
kelompok masyarakat ditransfer langsung dari RKUD ke rekening 
pelaksana swakelola. 

(5) Pencairan SP2D-LS belanja barang/jasa yang dipihakketigakan 
di transfer langsung dari RKUD ke rekening penyedia barang / jasa. 

(6) Pencairan SP2D-LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan ditransfer langsung 
dari RKUD ke rekening penerima. 

(7) Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima. 
(8) Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai surat 

pernyataan verifikasi PPK-SKPD /PPK unit SKPD dan surat 
pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA, Kuasa BUD 
melakukan verifikasi dengan langkah-Iangkah sebagai berikut: 
a. meneliti DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak 

melebihi sisa anggaran; 
b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait telah disediakan; 
c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi 

persyaratan pengajuan SPM; dan 
d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang 

tercantum dalam SPM. 
(9) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA 

apabila: 
a. tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak 

PA/KPA; 
b. tidak dilengkapi surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK 

unit SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen; 

c. tidak dilengkapi dokumen kelengkapan lainnya yang 
dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3), 
Pasal 92 ayat (4), Pasal 93 ayat (4), Pasal 95 ayat (1), dan Pasal 
96 ayat ( 1), ayat (2) dan ayat (3); dan 

Bagian Keduapuluh 
Pencairan Dana 
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Pasal 102 
( 1) Dalam penatausahaan belanja daerah, bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu harus melakukan 
pengendalian atas pelaksanaan belanja yang menjadi 
kewenangannya. 

(2) Dalam rangka pengendalian dan pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara 
pengeluaran pembantu menggunakan buku-buku sebagai berikut: 
a. buku kas umum; 
b. buku pembantu bank; 
c. buku pembantu kas tunai; 
d. buku pembantu pajak; 
e. buku pembantu per jenis pajak 
f. buku pembantu panjar; dan 
g. register SPP /SPM/SP2D; 

(3) Pencatatan buku-buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
bersumber pada data, antara lain: 
a. bukti transaksi yang sah dan lengkap; 
b. SPP UP/GU/TU/LS; 
c. SPM UP/GU/TU/LS; 
d. SP2D; 
e. rekening koran; 
f. bukti penerimaan dan penyetoran pajak; dan 
g. dokumen pendukung lainnya sesuai Peraturan Peruridang 

undangan. 
(4) Buku kas umum bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran 

pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib 

Bagian Keduapuluhsatu 
Pembukuan Bendahara Pengeluaran 

d. pengeluaran terse but melebihi sisa anggaran dan/ atau dana 
tidak tersedia. 

( 10) Dalam hal terjadi ketidak sesuaian dan/ atau ketidaklengkapan 
dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), 
Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM paling lambat 1 (satu) 
hari terhitung sejak diterimanya SPM. 

( 11) Dalam hal proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan perintah pencairan 
dana yang didokumentasikan dalam SP2D. 

( 12) Format kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 105 
( 1) Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu setelah TU yang 
dikelolanya telah habis / selesai digunakan un tuk mendanai suatu 
sub kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak 
TU diterima. 

(2) Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada PA/KPA 
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang dilampiri 
bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. 

Pasal 104 
( 1) LPJ Penggunaan UP dilakukan bendahara pengeluaran pada setiap 

pengajuan GU. 
(2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan UP disampaikan kepada 

PA melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan SPP-GU dengan 
dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah. 

(3) Pada akhir tahun, LPJ penggunaan UP disampaikan secara khusus 
(tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus sebagai laporan 
sisa dana UP uang tidak diperlukan lagi. 

(4) Penyampaian LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti 
dengan penyetoran sisa dana UP ke RKUD. 

b. register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 
(SPJ); dan 

c. register penutupan kas; 

menatausahakan (3) Dokumen yang digunakan dalam 
pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: 
a. register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

(SPJ); 

Pasal 103 
( 1) Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib 
menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). 

(2) Untuk tertib LPJ pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban 
pengeluaran dana bulan desember disampaikan paling lambat 
tanggal 31 desember. 

Bagian Keduapuluhdua 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran 

ditutup pada setiap akhir bulan dengan ditandatangani oleh 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu dengan 
PA/KPA. 

(5) Penutupan BKU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri 
berita acara pemeriksaan kas. 
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Pasal 106 
( 1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA 
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. 

(2) Bendahara pengeluaran menyiapkan LPJ bendahara serta 
melakukan konsolidasi dengan LPJ bendahara pengeluaran 
pembantu. 

(3) bendahara pengeluaran pembantu menyiapkan LPJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) setiap akhir bulan untuk disampaikan 
kepada bendahara pengeluaran dengan dilampiri: 
a. BKU; 
b. laporan penutupan kas. 

(4) PPK-unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani KPA untuk 
mendapat persetujuan. 

(5) Pertanggungjawaban administratif sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa LPJ yang menggambarkan jumlah anggaran, 
realisasi dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per 
kegiatan yang dilampiri: 
a. BKU; 
b. laporan penutupan kas. 

(6) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan langkah-langkah 
se bagai beriku t: 
a. meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang 

terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait; 
b. meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam 

buku atau laporan terkait; dan 
c. melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses 

belanja dan pengeluaran kas. 
(7) Apabila dalam proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) PPK-SKPD menemukan ketidaksesuaian dan/ atau 
ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan dan/ a tau 
penyempurnaan kepada bendahara pengeluaran. 

(3) PPK-SKPD /PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ 
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 
a. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja 

terkait tersedia; 
b. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja 

terkait tidak melebihi sisa anggaran; dan 
c. meneliti keabsahan bukti belanja. 
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Pasal 108 
Bukti pendukung dan sahnya setiap pengeluaran uang pada bendahara 
pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, mencakup: 

Pasal 107 
( 1) Bendahara pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan secara 

fungsional pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya 
dengan menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD selaku BUD 
melalui bidang akuntansi dan pelaporan paling lam bat tanggal 10 
bulan berikutnya. 

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan setelah mendapat persetujuan oleh PA. 

(3) Pertanggungjawaban fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) berupa LPJ yang merupakan konsolidasi dengan LPJ bendahara 
pengeluaran pembantu, dilampiri: 
a. laporan penutupan kas; 
b. surat tanda terima SPJ dari Inspektorat Daerah Kabupaten 

Wakatobi; 
c. berita acara pemeriksaan kas beserta lampiran; 
d. laporan keadaan kas pemegang kas; 
e. register penutupan kas; 
f. rekening koran; 
g. BKU; 
h. buku pembantu bank; 
i. buku pembantu kas tunai; 
J. buku pembantu pajak; 
k. buku pembantu per jenis pajak; 
1. bukti setoran pajak; 
m. register SPP/SPM/SP2D; 
n. rekapan kartu persediaan; 
o. kartu persediaan metode FIFO; dan 
p. LPJ bendahara pengeluaran pembantu. 

(4) Lampiran LPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan 
sebagai bahan rekonsiliasi belanja dan dituangkan dalam berita 
acara. 

(8) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka 
PPK-SKPD melakukan pengajuan penandatanganan dan 
persetujuan LPJ bendahara secara administratif kepada PA. 

(9) PA menandatangani LPJ bendahara pengeluaran yang sudah 
diverifikasi sebagai bukti persetujuan. 
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a. pengadaan barang/jasa: 
1. pengadaan barang: 

a) sampai dengan Rpl.000.000,- (satu juta rupiah): 
1) tanda bukti kas; 
2) bukti pembelian/bill/nota pembayaran; 
3) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 

pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan/ restoran. 

4) nota pesanan barang yang memuat jumlah, merk, type 
dan spesifikasi barang (khusus belanja modal, belanja 
hibah barang dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/ pihak ketiga); 

5) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan 
(khusus belanja modal, belanja hibah barang dan belanja 
barang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga); 

6) Berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 
pengguna barang (khusus belanja modal, belanja hibah 
barang dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/pihak ketiga); dan 

7) dokumentasi barang (khusus belanja modal, belanja 
hibah barang dan belanja barang yang diserahkan ke 
masyarakat/pihak ketiga). 

b) diatas Rpl.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan 
Rpl0.000.000,- (sepuluhjuta rupiah): 
1) tanda bukti kas untuk belanja Rpl.000.000,- (satu juta 

rupiah) sampai dengan Rpl0.000.000,- (sepuluh juta 
rupiah) bermeterai Rpl0.000,-; 

2) bukti pembelian/bill/nota pembayaran yang dibubuhi 
paraf PPK; 

3) nota pesanan barang yang memuat jumlah, merk, type 
dan spesifikasi barang; 

4) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang (khusus belanja modal dan belanja 
barang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga); 

6) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja diatas 
Rp 1.000.000,-); 

7) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan 
belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak 
ketiga); dan 

8) bukti pernbayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan/ restoran. 

c) diatas Rpl0.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 
Rp200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah): 
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1) bukti kas bermeterai Rp. 10. 000 ,-; 
2) surat perintah kerja (SPK); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan; 
5) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat 

(khusus mesin, aplikasi dan alat elektronik); 
6) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
7) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
8) berita acara serah terima pekerjaan dari ppk ke pengguna 

barang (khusus belanja modal dan belanja barang yang 
diserahkan ke masyarakat/ pihak ketiga); 

9) faktur pajak dan e-billing pajak (untuk belanja diatas 
Rp 1. 000. 000, -) ; 

10) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan 
belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/ pihak 
ketiga); 

11) khusus untuk belanja bahan bakar minyak (BBM) tidak 
menggunakan berita acara pemeriksaan 
barang/ penerimaan hasil pekerjaan; dan 

12) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan/restoran. 

d) belanja diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah): 
1) bukti kas bermeterai Rp 10. 000 ,-; 
2) surat perjanjian (Kontrak); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dari penyedia; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan; 
5) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat 

(khusus mesin, aplikasi dan alat elektronik); 
6) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
7) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; 
9) dokumentasi barang (khusus untuk belanja modal dan 

belanja barang yang diserahkan ke masyarakat/pihak 
ketiga); 

10) khusus untuk belanja bahan bakar min yak (BBM) tidak 
menggunakan berita acara pemeriksaan 
barang/ penerimaan hasil pekerjaan; dan 

11) bukti pembayaran pajak daerah khusus untuk 
pembelanjaan makan minum di rumah makan/ warung 
makan/ restoran. 

2. pengadaan konstruksi: 
a) sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah): 
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1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,-; 
2) surat perintah kerja (SPK); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; dan 
9) dokumentasi (hard copy/soft copy). 

b) diatas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah): 
1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,-; 
2) surat perjanjian (Kontrak); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke 

PPK; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; dan 
9) dokumentasi (hard copy/soft copy). 

3. Pengadaan Jasa konsultansi: 
a) sampai dengan Rpl00.000.000,- (seratusjuta rupiah): 

1) bukti kas bermeterai Rp 10. 000, -; 
2) surat perintah kerja (SPK); 
3) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
4) berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke 

PPK; 
5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; 
9) dokumentasi (so.ft copy/hard copy). 

b) diatas Rpl00.000.000,- (seratusjuta rupiah): 
1) Bukti kas bermeterai Rpl0.000,-; 
2) surat perjanjian (kontrak); 
3) laporan kemajuan pekerjaan; 
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4) berita acara pemeriksaan pekerjaan dari penyedia ke 
PPK; 

5) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
6) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
7) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke 

pengguna barang; 
8) faktur pajak dan e-billing pajak; dan 
9) dokumentasi (soft copy/hard copy). 

4. pengadaan jasa lainnya: 
a) sampai dengan Rpl0.000.000,- (sepuluhjuta rupiah): 

1) bukti kas untuk belanja Rpl .000.000,- (satu juta rupiah) 
sampai dengan Rpl0.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 
bermeterai Rpl0.000,-; 

2) bukti pembelian/pembayaran/nota pesanan; dan 
3) faktur pajak dan e-billing pajak. 

b) diatas Rpl0.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan 
RpS0.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 
1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,-; 
2) Kwitansi/perjanjian sewa menyewa (khusus untuk sewa 

menyewa dan tidak termasuk untuk kategori bisnis 
penginapan); dan 

3) faktur pajak dan e-billing pajak. 
c) belanja diatas RpS0.000.000,- (lima puluh juta rupiah) 

sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah): 
1) bukti kas bermeterai Rpl0.000,-; 
2) surat perintah kerja (SPK) / Perjanjian sewa menyewa 

(khusus untuk sewa menyewa dan tidak termasuk untuk 
kategori bisnis penginapan); 

3) laporan hasil pekerjaan (tidak termasuk sewa menyewa); 
dan 

4) faktur pajak dan e-billing pajak. 
d) belanja diatas Rp200.000.000,- (dua ratusjuta rupiah): 

1) bukti kas bermeterai Rp 10. 000, -; 
2) surat perjanjian (kontrak)/perjanjian sewa menyewa 

(khusus untuk sewa menyewa dan tidak termasuk untuk 
kategori bisnis penginapan); 

3) laporan hasil pekerjaan (tidak termasuk sewa menyewa); 
dan 

4) faktur pajak dan e-billing pajak. 
5. pengadaan melalui e-purchasing/toko daring: 

a) bukti kas bermeterai Rp.10.000,-; 
b) surat pesanan; 
c) laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan; 
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d) berita acara pemeriksaan dan pengujian fungsi perangkat 
(khusus mesin, aplikasi dan elektronik); 

e) berita acara serah terima pekerjaan dari penyedia ke PPK; 
f) berita acara pemeriksaan administrasi hasil pekerjaan; 
g) berita acara serah terima pekerjaan dari PPK ke pengguna 

barang; 
h) faktur pajak dan e-billing pajak; dan 
i) dokumentasi barang. 

b. belanja honorarium PNS dan Non PNS : 
1. bukti kas; 
2. daftar rincian penerimaan; 
3. keputusan penunjukan; 
4. e-billing pajak. 

c. belanja uang lembur: 
1. bukti kas; 
2. surat permohonan untuk melaksanakan kegiatan lembur 

kepada kepala SKPD; 
3. surat perintah kerja lembur dari kepala SKPD; 
4. daftar hadir kegiatan lembur; 
5. daftar rincian penerimaan; dan 
6. e-billing pajak. 

d. belanja beasiswa pendidikan diatur tersendiri dengan Peraturan 
Bupati. 

e. belanja bantuan pendidikan penyelesaian studi: 
1. bukti kas; 
2. proposal yang ditujukan kepada Bupati; 
3. keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi; 
4. keterangan tidak mampu; 
5. indeks prestasi kumulatif (IPK); 
6. izin penelitian; 
7. nomor rekening bank penerima bantuan penyelesaian studi; 
8. surat rekomendasi dari tim verifikasi yang diketahui oleh 

koordinator anggaran berdasarkan formulir penelitian 
persyaratan/kelengkapan berkas; dan 

9. keputusan Bupati tentang penerima bantuan pendidikan. 
f. belanja bantuan pasca bencana: 

1 . bukti kas; 

2. laporan dari kecamatan / instansi terkait; 
3. daftar / data yang ditandatangani oleh tim penilai besaran 

kerugian; 
4. keputusan Bupati tentang besaran penerima bantuan; 
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Pasal 109 
(1) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, penerima hibah, bantuan 

sosial, bantuan keuangan selaku obyek terperiksa wajib 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang dilengkapi bukti 
pendukung yang sah kepada auditor internal/ auditor ekstemal 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) belum disampaikan, maka akan menjadi 
pertimbangan untuk pemberian dana bantuan berikutnya. 

5. daftar penerima bantuan yang ditandatangani oleh penerima 
bantuan dan tim penilai; dan 

6. foto/dokumentasi. 
g. belanja subsidi: 

1. bukti kas; 
2. kontrak/kerja sama operasional yang ditandatangani oleh 

Bupati dan/ a tau pejabat yang ditunjuk; 
3. surat tagihan permintaan pembayaran dari bank; dari 
4. bukti transfer. 

h. belanja peningkatan kapasitas SDM: 
1. bukti kas; 
2. foto copy sertifikat/tanda lulus; 
3. surat perjalanan dinas (SPD), bukti pengeluaran tiket 

pesawat/kapal laut, boarding pass dan laporan perjalanan dinas 
{kecuali diklat kepemimpinan dan diklat prajabatan); 

4. surattugas;dan 
5. kwitansi dan/ atau bill kepesertaan. 

1. belanja pemeliharaan kesehatan {khusus Bupati dan Wakil Bupati): 
1. bukti kas; 
2. fotocopy resep dari dokter atau keterangan dari rumah sakit 

yang disahkan. 
j. kelengkapan bukti belanja perjalanan dinas diatur terpisah pada 

Bab VIII yang mengatur tentang perjalanan dinas; 
k. belanja pengadaan tanah: 

1. bukti kas; 
2. bukti pembayaran yang sah/kwitansi/daftar penerimaan; 
3. bukti transfer (jika perlu); 
4. berita acara pelepasan hak atas tanah yang diterbitkan oleh 

notaris dan/ a tau sertifikat dan/ atau surat lain yang sah; dan 
5. keputusan bupati tentang pembentukan tim pengadaan tanah. 
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Pasal 112 
(1) Bagi pejabat/pegawai/calon pegawai yang akan/telah menduduki 

jabatan tertentu yang ditugasi mengikuti pendidikan dan pelatihan 
(diklat) kepemimpinan struktural/teknis fungsional diberikan 
biaya diklat. 

(2) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pelatihan 
prajabatan sebagai syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri 
Sipil diberikan biaya pelatihan prajabatan sesuai kemampuan 
keuangan daerah. 

(3) Besaran biaya pendidikan dan pelatihan kepemimpinan 
struktural/teknis fungsional dan pelatihan prajabatan diatur 
dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

BAB VII 
BIAYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN 

STRUKTURAL/TEKNIS FUNGSIONAL DAN PELATIHAN PRAJABATAN 

Pasal 111 
(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan biaya penunjang operasional 

untuk mendukung pelaksanaan tugasnya yang disesuaikan 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(2) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur sebagai berikut: 
a. Bupati diberikan sebesar 60°/o (enam puluh persen); 
b. Wakil Bupati diberikan sebesar 40°/o (empat puluh persen). 

BAB VI 
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL 

Pasal 110 
(1) Untuk kepentingan dinas Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai 

Negeri Sipil dapat diperintahkan untuk bekerja diluar jam 
dinas/kerja lembur. 

(2) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
berdasarkan surat perintah kerja lembur (SPK-Lembur) yang 
dikeluarkan oleh kepala SKPD /unit kerja. 

(3) Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur dalam sehari paling 
sedikit 2 (dua) jam dan paling lama 3 (tiga) jam. 

(4) Waktu bekerja diluar jam dinas/kerja lembur yang dilakukan pada 
hari libur, dalam sehari dapat dilakukan selama lebih dari 3 (tiga) 
jam dan maksimum selama 6 (enam) jam. 

(5) Besaran biaya bekerja di luar jam dinas/lembur diatur dengan 
Peraturan Bupati tersendiri. 

BABV 
BEKERJA DI LUAR JAM DINAS/LEMBUR 

88 



Hkmsetdawktb 0211007 

Pasal 114 
( 1) Perjalanan dinas digolongkan menjadi: 

a. perjalanan dinas dalam negeri yaitu perjalanan dinas ke luar 
tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik 
Indonesia; 

b. Perjalanan dinas luar negeri yaitu perjalanan dinas yang 
melewati batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf a terdiri dari: 
a. perjalanan dinas biasa, yaitu perjalanan dinas jabatan melewati 

batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, 
pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 

b. perjalanan dinas tetap, yaitu perjalanan dinas tetap yang 
dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang 
melaksanakan perjalanan dinas yang dilaksanakan untuk 
pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas oleh tenaga 
penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan 
lainnya; 

Bagian Kedua 
Jenis Perjalanan Dinas 

Pasal 113 
( 1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tern pat 

kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat 
kedudukan semula. 

(2) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip 
se bagai beriku t: 
a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan 

prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan 
pemerintahan; 

b. efisien yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan 
secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata; 

c. efektif yaitu perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian 
kinerja SKPD; 

d. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan 
dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan 
dinas. 

Bagian Kesatu 
Asas Umum Perjalanan Dinas 

BAB VIII 
PERJALANAN DINAS 
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c. perjalanan dinas dalam kota, yaitu perjalanan dinas di dalam 
kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, 
dan pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang 
undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam 
termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam 
rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya; 

d. perjalanan dinas paket meeting dalam kota, yaitu perjalanan 
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang 
dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah 
penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah 
penyelenggara di dalam kota daerah peserta dan biaya 
perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah 
peserta; dan 

e. perjalanan dinas paket meeting luar kota, yaitu perjalanan 
dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang 
dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah 
penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah 
daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung 
oleh pemerintah daerah peserta. 

(3) Biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah 
penyelenggara maupun pemerintah daerah peserta sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e meliputi: 
a. biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau 

narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari 
luar kota; 

b. biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard); 
c. uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber 

baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; dan 
d. uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta, 

panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami 
kesulitan transportasi. 

(4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk 
pula perjalanan dinas dalam hal: 
a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; 
b. mengikuti rapat, seminar, pelatihan, workshop, pameran, 

promosi daerah, lomba dan sejenisnya; 
c. pengumandahan ( detaserirus; 
d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 
e. memberi keterangan atau menjadi saksi terhadap kasus terkait 

tugas dan jabatan; 
f. mengikuti pendidikan tugas belajar setara diploma/Sl/S2/S3; 
g. mengikuti pendidikan dan pelatihan; 
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Pasal 115 
(1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang 

berwenang dan tertuang dalam SPT. 
(2) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani sebagai 

berikut: 
a. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati, Wakil 

Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati; 
b. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris 

Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas 
persetujuan Bupati; 

c. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan 
Anggota DPRD, SPT ditandatangani oleh Ketua DPRD, apabila 
berhalangan ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD atas 
persetujuan Ketua DPRD. 

d. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD, 
Staf Ahli Bupati, dan Asisten Sekretaris Daerah, SPT 
ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; 

e. untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan eselon III, eselon IV 
dan staf dari setiap SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala 
SKPD; 

f. untuk perjalanan dinas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 
Anggota TP-PKK dan/atau Dekranasda yang biaya perjalanan 
dinasnya dibebankan pada SKPD, SPT ditandatangani oleh 
Kepala SKPD. 

g. untuk perjalanan dinas khusus masyarakat yang mengikuti 
kegiatan seminar, workshop, lokakarya, monitoring, sosialisasi, 
studi banding, kegiatan promosi, kursus, lomba dan sejenisnya 
yang dilaksanakan di luar daerah dan merupakan bagian dari 
pelaksanaan kegiatan SKPD, SPT ditandatangani oleh Kepala 
SKPD. 

Bagian Ketiga 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

h. menjemput/mengantarkan ketempat jenazah bupati dan wakil 
bupati/pimpinan dan anggota DPRD/pegawai ASN yang 
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; 

1. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah 
bupati dan wakil bupati/pimpinan dan anggota DPRD/Pegawai 
ASN yang meninggal dunia dari tempat kedudukan terakhir ke 
kota tempat pemakaman; dan 

J. pegawai negeri sipil diluar instansi pemerintah daerah yang 
melakukan perjalanan dinas sesuai nota kesepakatan atau 
perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah. 
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Pasal 117 
(1) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 

ayat (1) huruf a meliputi biaya transportasi laut, darat dan/atau 
udara pergi pulang (PP) dari pelabuhan bandara/terminal/stasiun 
keberangkatan suatu kota ke pelabuhan/ bandara/ terminal/ 
stasiun kota tujuan. 

(2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta 
biaya retribusi lainnya. 

(3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost 
( sesuai bukti pengeluaran) dan dapat diberikan uang muka biaya 
transportasi. 

Pasal 116 
( 1) Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari: 

a. biaya transportasi; 
b. biaya penginapan; 
c. sewa kendaraan dalam kota; 
d. uang harian; 
e. uang representasi; 
f. biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri; dan 
g. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 ( rapid test/ rapid test 

antigen/ PCR test/ swab test/pemeriksaan sejenis) sepanjang 
dalam masa pandemi COVID-19. 

(2) Besaran satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur terpisah melalui Peraturan Bupati tentang 
Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah. 

Bagian Keempat 
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri 

(3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 
mencantumkan hal-hal sebagai berikut: 
a. pemberi tugas; 
b. pelaksana tugas; 
c. waktu pelaksanaan tugas; 
d. tempat pelaksanaan tugas; dan 
e. maksud pelaksanaan tugas. 

(4) SPD pelaksana perjalanan dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD. 
(5) Setiap pelaksana perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan 

hasil perjalanan dinas kepada pejabat yang menerbitkan SPT dan 
terhadap hasil perjalanan dinas yang bersifat khusus dilaporkan 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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Pasal 121 
Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 
huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, 
Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, dan Eselon II selama melakukan 
perjalanan dinas. 

Pasal 120 
Uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf d 
merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pelaksana 
perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk: 
a. uang makan; 
b. uang transport lokal; dan 
c. uang saku. 

Pasal 119 
( 1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

116 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati 
dan Pimpinan DPRD yang melakukan perjalanan dinas. 

(2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah 
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak. 

Pasal 118 
(1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) 

huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel 
atau tempat menginap lainnya. 

(2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan 
secara at coast (sesuai bukti pembayaran/bill payment). 

(3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan 
fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang 
bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30°/o (tiga puluh 
persen) dari tarif hotel atau penginapan dengan standar hotel 
dalam ibu kota provinsi tempat tujuan. 

(4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan 
secara lumpsum. 

(4) Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan maksimal 50o/o (lima puluh persen) dari standar yang 
ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti 
pengeluaran. 

(5) Khusus untuk biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4) huruf h dan huruf i diberikan 
tambahan biaya pemetian dan biaya angkutanjenazah. 
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Pasal 123 
( 1) Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/ rapid test 

antigen/ PCR test/ swab test/pemeriksaan sejenis) sepanjang dalam 
masa pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 
ayat (1) huruf g dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas 
yang dalam perjalanannya disyaratkan untuk melakukan rapid 
test/ PCR test/ swab test. 

(2) Biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dibayarkan secara at cost. 

Pasal 122 
( 1) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 116 ayat (1) huruf f merupakan biaya yang digunakan 
untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali 
perjalanan taksi antara lain: 
a. satuan biaya taksi keberangkatan dari kantor tempat 

kedudukan asal menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun 
keberangkatan ke tempat tujuan; 

b. satuan biaya taksi Keberangkatan dari 
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju 
tempat tujuan; 

c. satuan biaya taksi kepulangan dari tempat tujuan menuju 
bandara/pelabuhan/terminal/stasiun untuk keberangkatan ke 
tempat kedudukan asal; 

d. satuan biaya taksi Kepulangan dari bandara/pelabuhan/ 
terminal/stasiun kedatangan menuju kantor tempat 
kedudukan asal. 

(2) Dalam setiap satu kali perjalanan dinas dalam negeri, pelaksana 
perjalanan dinas diberikan biaya taksi maksimal sebanyak 4 
(empat) kali perjalanan taksi. 

(3) Standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dibayarkan secara lumsum berdasarkan 
besaran yang telah diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar 
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 
2021. 

(4) Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat melebihi 
besaran standar biaya yang telah ditetapkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) sepanjang didukung dengan pengeluaran 
riil (pembiayaan secara at cost). 

(5) Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hanya berlaku untuk perjalanan dinas wilayah luar 
daerah Kabupaten Wakatobi. 
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Pasal 124 

(1) Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam 
daerah maksimal 3 (tiga) hari. 

(2) Jumlah hari perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar 
daerah se bagai beriku t: 
a. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi 

dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua) 
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari; 

b. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah dalam provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari; 

c. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 1-2 (satu sampai dua) 
hari diberikan waktu perjalanan dinas maksimal 4 (empat) hari; 

d. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 5 (lima) hari; 

e. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 4 (empat) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 6 (enam) hari; 

f. perjalanan dinas dalam negeri untuk wilayah luar provinsi 
dengan pelaksanaan kegiatan selama 5 (lima) hari diberikan 
waktu perjalanan dinas maksimal 7 (tujuh) hari. 

(3) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kajian antar daerah 
ditentukan secara selektif dan dibatasi waktunya maksimal 5 (lima) 
hari untuk luar provinsi, dan 4 (empat) hari untuk dalam provinsi. 

(4) Khusus Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan kegiatan 
perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi yang 
kegiatannya bersambung disesuaikan dengan jadwal kegiatan 
sampai selesai dan dibayarkan uang harian sesuai jumlah hari 
pelaksanaan tugas. 

(5) Ajudan Bupati dan Ajudan Wakil Bupati dalam melakukan 
kegiatan perjalanan dinas dalam provinsi dan luar provinsi 
mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dibayarkan uang harian 
sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas mendampingi Bupati dan 
Wakil Bupati. 

(6) Kegiatan perjalanan dinas dalam rangka rapat/ 
sosialisasi/ seminar /bimtek/ diklat/workshop dan sejenisnya 
diberikan jumlah hari perjalanan sesua1 surat undangan 
pelaksanaan kegiatan. 

(7) Peserta diklat/workshop dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh 
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya diberikan biaya 

Bagian Kelima 
Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam Negeri 
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Pasal 125 
(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang 

ditetapkan dalam SPT / SPD dan tidak disebabkan oleh 
kesalahan/kelalaian pelaksana SPD, dapat diberikan tambahan 
uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa 
kendaraan. 

(2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan 
sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dimintakan pada PA/KPA untuk mendapat persetujuan dengan 
melampirkan dokumen berupa: 
a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar I kepala 

bandara/ perusahaan jasa transportasi lainn ya; dan / a tau 
b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas. 

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
PA/KPA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya 
penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan pada DPA 
SKPD yang bersangkutan. 

(4) Dalam hal hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang 
ditetapkan dalam SPD dan SPT, pelaksana SPD harus 
mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang 
representasi, dan sewa kendaraan yang telah diterimanya kepada 
PA/KPA. 

kepesertaan secara at cost ( sesuai kwitansi dari penyelenggara 
kegiatan). 

(8) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Inspektorat 
untuk melakukan pemeriksaan dalam daerah dapat dilakukan 
lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat tugas. 

(9) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Badan 
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk 
melakukan pengurusan Kepegawaian dapat dilakukan lebih dari 7 
(tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat tugas. 

( 10) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan konsinyering 
penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat 
dilakukan lebih dari 7 (tujuh) hari sesuai kebutuhan dan surat 
tu gas. 

( 11) Perjalanan dinas dalam rangka rapat sosialisasi/ seminar/ 
bimtek/Diklat/workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan oleh 
badan/lembaga Diklat kementerian dapat dilakukan lebih dari 7 
(tujuh) hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan sampai selesai. 

(12) Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan reses anggota DPRD 
dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari disesuaikan dengan jadwal 
kegiatan dan surat tugas. 

(13) Perjalanan dinas anggota DPRD dalam rangka sosialisasi peraturan 
perundang-undangan dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari 
disesuaikan dengan jadwal kegiatan dan surat tugas. 
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Pasal 126 
(1) Satuan biaya transportasi luar negeri diperuntukan bagi pembelian 

tiket pesawat udara dari bandara tempat berkedudukan, pindah 
pesawat ke berbagai bandara kota tujuan diluar negeri PP. 

(2) Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
adalah termasuk biaya asuransi, tidak termasuk airport tax serta 
biaya retribusi lainnya. 

(3) Dalam melakukan perjalanan dinas, satuan biaya transportasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan metode at cost 
(sesuai bukti pengeluaran) dan diberikan uang muka biaya 
transportasi. 

(4) Uang muka biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) diberikan maksimal 75°/o (tujuh puluh lima persen) dari standar 
yang ditetapkan dan akan dipertanggungjawabkan sesuai bukti 
pengeluaran. 

(5) Jika bukti pengeluaran (tiket) lebih besar dari uang muka, maka 
akan mengajukan reimburstment (tambahan biaya) kepada 
bendahara pengeluaran dan/atau bukti pengeluaran (tiket) lebih 
kecil dari uang muka, maka kelebihan uang muka akan 
dikembalikan ke kas bendahara pengeluaran. 

(6) Uang harian dan operasional luar negeri ditetapkan untuk 
komponen biaya perjalanan dinas Luar Negeri perhari meliputi 
biaya penginapan dan uang harian (uang saku, transport lokal dan 
uang makan). 

(7) Perjalanan dinas ke luar negeri harus mendapatkan izin dari 
pejabat yang berwenang dan melaporkan hasil perjalanan dinas 
kepada Bupati secara tertulis. 

(8) Perjalanan dinas ke luar negeri hanya diperuntukkan bagi kegiatan 
yang merupakan agenda Pemerintah sebagai berikut: 
a. kegiatan rapat, simposium dan seminar yang didukung dengan 

undangan resmi dari kementerian/lembaga negara dan badan 
dunia/intemasional untuk bertindak mewakili pemerintah 
daerah dan/ atau pemerintah pusat; 

b. kegiatan promosi daerah yang kegiatannya sangat signifikan 
bagi kepentingan daerah dan pelaksanaannya harus mendapat 
persetujuan Bupati. 

(9) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Kepala SKPD, Pegawai ASN 
dan Pegawai Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar negeri 
dapat diberi fasilitas sewa kendaraan sesuai dengan 
peruntukannya dan diberikan secara at cost (sesuai pengeluaran). 

( 10) Besaran satuan biaya perjalanan dinas luar negeri diatur tersendiri 
dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga 
Pemerintah Daerah. 

Bagian Keenam 
Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri 
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Pasal 127 
( 1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan 

dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada 
PA/KPA paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah perjalanan dinas 
selesai dilaksanakan. 

(2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dengan melampirkan dokumen berupa: 
a. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang; 
b. SPD yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPD dan pejabat 

ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang 
menjadi tempat tujuan perjalanan dinas (lembar 1 dan lembar 2); 

c. rincian perjalanan dinas; 
d. tiket pen um pang dan boarding pass (khusus tiket pesawat); 
e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan berupa 

kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh 
badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; 

f. bukti pembayaran biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri 
berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan 
oleh badan usaha yang bergerak di bidangjasa tansportasi; 

g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; 
h. bukti rapid test atau sejenisnya; 
i. bukti pengeluaran riil (jika ada). 
J. laporan hasil perjalanan dinas; dan 
k. bukti kas. 

(3) Laporan hasil perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) huruf j minimal memuat: 
a. dasar perjalanan dinas; 
b. maksud dan tujuan perjalanan dinas; 
c. waktu pelaksanaan perjalanan dinas; dan 
d. laporan hasil kegiatan. 

(4) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau hotel atau 
tempat menginap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf d dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya 
perjalanan dinas dapat hanya menggunakan daftar pengeluaran riil 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i. 

(5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pemateri/ narasumber 
kegiatan seminar /rakor / sosialisasi/pelatihan/ kegiatan sejenis 
melampirkan dokumen berupa: 

Bagian Ketujuh 
Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas 

(11) Format kelengkapan dokumen perjalanan dinas tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 
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Pasal 128 
( 1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya 

pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan. 
(2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan 

biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari 

Kepala SKPD pelaksana SPD; 

a. surat permohonan narasumber dari SKPD; 
b. surat persetujuan sebagai narasumber; 
c. rincian biaya perjalanan; 
d. tiket penumpang dan boarding pass (tiket pesawat); 
e. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; 
f. bukti pembayaran biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri 

berupa kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan 
oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa tansportasi; 

g. bukti rapid test atau sejenisnya; dan 
h. bukti kas. 

(6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan 
seminar/ rakor / sosialisasi/ pelatihan / lomba/ kegiatan sejenis dalam 
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa: 
a. undangan; 
b. daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif); 
c. tiket penumpang; dan 
d. bukti kas. 

(7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas peserta kegiatan 
seminar/ rakor / sosialisasi/ pelatihan / lomba/ kegiatan sejenis luar 
daerah khusus non ASN melampirkan dokumen berupa: 
a. undangan; 
b. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1); 
c. tiket penumpang dan boarding pass (tiket pesawat); 
d. bukti pembayaran biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri 

kwitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh 
badan usaha yang bergerak di bidang jasa tansportasi bukti 
pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; 

e. bukti rapid test atau sejenisnya; 
f. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya; 
g. daftar rincian biaya perjalanan dinas peserta (kolektif); dan 
h. bukti kas. 
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sisa lebih 
dan/atau 

bantuan 

e. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedian dalam 
perhitungan APBD tahun anggaran sebelumnya 
pergeseran belanja tidak terduga untuk 
penanggulangan bencana alam/bencana sosial; 

f. penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat 
obatan, logistik/ sandang dan pangan diformulasikan ke dalam 
RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan 
kegiatan dimaksud; 

Pasal 129 
( 1) Pergeseran anggaran belanja dapat dilakukan apabila terdapat 

keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran. 
(2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 

belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) antara lain: 
a. pergeseran yang disebabkan adanya penambahan atau 

pengurangan pagu anggaran belanja baik objek belanja, rincian 
objek belanja maupun uraian dalam rincian objek belanja 
dengan tidak mengurangi jumlah anggaran yang ditetapkan 
dalam DPA; 

b. pergeseran yang disebabkan adanya perubahan petunjuk 
teknis/petunjuk operasional terhadap kegiatan yang bersumber 
dari dana transfer pemerintah pusat dan/ atau dana transfer 
pemerintah provinsi yang sudah jelas peruntukannya; 

c. pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana 
transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum 
cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD; 

d. pergeseran yang disebabkan adanya kebijakan dari pemerintah 
pusat; 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

BAB IX 
PERGESERAN ANGGARAN 

b. surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan 
dinas; dan 

c. pemyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor 
dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi 
dan/atau penginapan yang disahkan oleh PA/KPA. 

(3) Biaya Pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; 

a tau 
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya 

penginapan yang tidak dapat dikembalikan/ refund. 
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Pasal 130 
(1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat 

(1) dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar 
program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, 
an tar jenis, an tar objek, an tar rincian objek dan/ atau an tar sub 
rincian objek. 

(2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri 
dari: 
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; 
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan 

APBD. 
(3) Pergeseran angggaran yang menyebabkan perubahan APBD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu: 
a. pergeseran antar organisasi; 
b. pergeseran antar unit organisasi; 
c. pergeseran antar program; 
d. pergeseran antar kegiatan; 
e. pergeseran antar sub kegiatan; 
f. pergeseran antar kelompok; dan 
g. pergeseran antar jenis. 

(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu: 
a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama pada sub 

kegiatan berkenaan; 
b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dalam 

satu jenis pada sub kegiatan berkenaan; 
c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang 

sama dan dalam objek yang sama dalam satu jenis pada 
kegiatan berkenaan; dan 

d. pergeseran atas uraian dari sub rincian objek; 
(5) Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a 

dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. 
(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 
(7) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c 

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 

Bagian Kedua 
J enis dan Mekanisme Pergeseran Anggaran 

g. penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan 
disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota/desa yang dilanda 
bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada belanja 
bantuan keuangan. 

h. pergeseran yang disebabkan adanya keadaan kahar dan/ a tau 
keadaan luar biasa yang harus merubah anggaran. 
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Pasal 131 
(1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan 

perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) 
huruf a dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui 
Peraturan Bupati dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 

(2) Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi 
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat 
nasional maupun daerah diantaranya: 
a. pergeseran yang disebabkan adanya penyesuaian belanja pada 

program, kegiatan, maupun sub kegiatan yang dibiayai dari 
dana transfer yang sudah jelas peruntukannya, dana darurat 
yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, bantuan 
keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup tersedia 
dan/atau belum dianggarkan; 

b. pergeseran yang disebabkan adanya penerimaan dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, serta dana 
transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya yang belum 
cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD; 

c. pergeseran yang disebabkan perintah Peraturan Perundang 
undangan; 

d. pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam sisa lebih 
perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/ a tau 
pergeseran belanja tidak terduga untuk bantuan 
penanggulangan bencana alam/non alam, dan/atau bencana 
sosial; dan 

e. penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak. 
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e 

meliputi: 
a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat 

yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran 
berjalan; 

b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat 
wajib; dan 

c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah 
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta 
amanat peraturan perundang-undangan. 

(4) Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran anggaran 
ditampung dalam Perda Perubahan APBD. 

(8) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran. 

(9) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d 
dapat berupa perubahan lokasi, perubahan uraian keterangan, 
perubahan harga satuan berdasarkan jenis barang/jasa, dan/atau 
volume. 
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Pasal 134 
( 1) Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan 

situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan disertai 
dengan alasan dan/atau pertimbangan yang menguatkan untuk 
diverifikasi oleh TAPD. 

(2) Hasil verifikasi oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 
a. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran 

tidak merubah perda APBD; 
b. tidak menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran 

anggaran merubah perda APBD; 
c. menerbitkan berita acara persetujuan jika pergeseran anggaran 

merubah perda APBD disebabkan kondisi tertentu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1). 

(3) Sekretaris Daerah berdasarkan berita acara persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat 
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar objek 
dalam jenis yang sama pada sub kegiatan berkenaan. 

Bagian Ketiga 
Tata Cara Pelaksanaan Pergeseran Anggaran 

Pasal 133 
( 1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan menyusun 

perubahan DPA-SKPD. 
(2) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD 

mengikuti ketentuan dan mekanisme perubahan APBD. 
(3) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. 

Pasal 132 
(1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD 

yang dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 130 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan tanpa 
melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 
terlebih dahulu. 

(2) Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD. 

(3) Semua pergeseran dapat dilakukan berdasarkan perubahan DPA 
SKPD. 

(5) Jika pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam laporan 
realisasi anggaran. 
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(1) 
Pasal 135 

Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggambarkan 
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode 
Januari s.d. Juni pada tahun anggaran berkenaan serta 
menyajikan unsur-unsur sebagai berikut: 

(2) 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertama 

BABX 
PERTANGGUNGJAWABAN APBD 

(4) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan 
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar rincian objek 
dalam objek yang sama dalam satu jenis pada sub kegiatan 
berkenaan. 

(5) PPKD berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat keputusan 
persetujuan terhadap pergeseran anggaran antar sub rincian objek 
dalam rincian objek dan dalam objek yang sama dalam satu jenis 
pada sub kegiatan berkenaan. 

(5) Kepala SKPD/PA berdasarkan berita acara persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menerbitkan surat 
keputusan persetujuan terhadap pergeseran anggaran atas uraian 
dari sub rincian objek. 

(6) Berdasarkan berita acara persetujuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf c: 
a. PPKD menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Penjabaran APBD; 
b. Bupati berdasarkan pertimbangan Sekretaris Daerah selaku 

Ketua TAPD, mengotorisasi rancangan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan Penjabaran APBD menjadi Peraturan 
Bupati;dan 

c. PPKD menyiapkan surat bupati perihal pemberitahuan atas 
perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada 
pimpinan DPRD. 

(6) PA menyiapkan rancangan perubahan anggaran kas. 
(7) Berdasarkan rancangan perubahan anggaran kas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (6), PA menyiapkan rancangan perubahan 
DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran. 

(8) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD. 

(9) Format kelengkapan dokumen pergeseran anggaran tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

104 



Hkmsetdawktb 0211007 

Pasal 136 
(1) PPK-SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD 

dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk 
ditandatangani. 

(2) Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti 
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam 
penyajian data dan infonnasi yang tercantum pada laporan 
realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang 
diserahkan oleh PPK SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku PA menandatangani 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD. 

(4) Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani 
kepada PPKD selaku BUD paling lam bat 10 hari setelah semester 
pertama berakhir. 

(5) Dalam hal laporan realisasi semester pertama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) terlambat disampaikan, maka akan 
dilakukan penundaan penerbitan SP2D Ganti Uang. 

(6) Berdasarkan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4), PPKD selaku BUD melalui bidang akuntansi dan pelaporan 
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 
dengan: 
a. pencatatan dan penyetoran penerimaan; 
b. pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada 

di BUD. 
(7) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 

dinyatakan telah sesuai, PPKD selaku BUD menggabungkan 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD 
menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
pemerintah daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

(8) Draft laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
pemerintah daerah hasil penggabungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (6) disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku 
koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk mendapat 
persetujuan. 

a. pendapatan-LRA; 
b. belanja; 
c. transfer; 
d. surplus/ defisit-LRA; 
e. pembiayaan; dan 
f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 
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Pasal 137 
(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran 

berkenaan dan disampaikan kepada pejabat pengguna anggaran 
untuk ditetapkan sebagai laporan keuangan SKPD. 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
disampaikan pada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan 
keuangan Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 31 bulan 
Januari tahun berikutnya. 

Bagian Kedua 
Laporan Tahunan 

(9) Setelah disetujui, draft sebagaimana dimaksud pada ayat (8) 
disampaikan kepada Bupati untuk ditandatangani paling lambat 
minggu ketiga bulan Juli. 

(10) Bupati menyampaikan laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis pemerintah daerah kepada DPRD paling lambat 
akhir bulan Juli. 

( 11) Laporan realisasi semester pertama sebagaimana yang dimaksud 
pada ayat (4) di dilampiri dengan: 
a. pernyataan tanggungjawab kepala SKPD per 30 Juni 2021; 
b. hasil verifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan 

bendahara pemerintah daerah semester II tahun anggaran 
2020 dan semester I tahun anggaran 2021 dari Bidang 
Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten W akatobi; 

c. rekening koran per 30 Juni 2021; 
d. penjabaran LRA per 30 Juni 2021; 
e. ringkasan LRA Pendapatan dan Belanja Daerah per 30 Juni 

2021; 
f. register SP2D UP/GU/TU/LS /nihil per 30 Juni 2021; 
g. SPJ pendapatan fungsional per 30 Juni 2021; 
h. SPJ belanja fungsional per 30 Juni 2021; 
1. STS pengembalian pembayaran per 30 Juni 2021; 
J. STS pengembalian TU per 30 Juni 2021; 
k. buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah per 30 Juni 2021; 
1. jurnal penyesuaian per 30 Juni 2021 [jika ada); 
m. jurnal koreksi per 30 Juni 2021(jika ada); 
n. bukti memorial jurnal dan pembukuan per 30 Juni 2021 (jika 

ada); 
o. SP2H untuk pengakuan pendapatan hibah dana BOS; 
p. SP2T untuk pengakuan pendapatan transfer dana desa; dan 
q. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan 

JKN pada FKTP per 30 Juni 2021. 
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m. daftar piutang pendapatan per 31 Desember 2021; 
n. rekap penyisihan piutang pendapatan tahun 2020 yang 

terbayar pada tahun 2021; 
o. daftar penyisihan piutang pendapatan per 31 Desember 2021; 
p. berita acara rekonsiliasi persediaan per 31 Desember 2021; 
q. rekap berita acara perhitungan fisik persediaan 31 Desember 

2021; 
r. kartu persediaan per 31 Desember 2021 (metode FIFO); 
s. rekap persediaan per 31 Desember 2021; 

rekap piutang pendapatan tahun 2020 yang terbayar pada 
tahun 2021; 

per 31 STS pengembalian akibat kesalahan pembayaran 
Desember 2021; 

k. buku pajak, PPN/PPh/pajak daerah 31 Desember 2021; 
1. 

J. 

Pasal 138 
(1) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 

ayat (1) terdiri atas: 
a. laporan realisasi anggaran (LRA); 
b. neraca; 
c. laporan operasional (LO); 
d. laporan perubahan ekuitas (LPE); dan 
e. catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

(2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilampiri dengan: 
a. pemyataan tanggung jawab kepala SKPD per 31 Desember 

2021; 
b. hasil verifikasi atas pemenuhan kewajiban perpajakan 

bendahara pemerintah daerah semester II tahun anggaran 
2020 dan semester I tahun anggaran 2021 dari Bidang 
Perbendaharaan pada Sadan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Wakatobi; 

c. rekening koran per 31 Desember 2021; 
d. penjabaran LRA per 31 Desember 2021; 
e. register SP2D UP/GU/TU/LS /nihil per 31 Desember 2021; 
f. BKU bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran 

tahun 2021; 
g. SPJ pendapatan fungsional per 31 Desember 2021; 
h. SPJ belanja fungsional per 31 Desember 2021; 
1. STS pengembalian sisa UP /TU per 31 Desember 2021; 

(3) Dalam hal laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terlambat disampaikan, maka akan dilakukan penundaan 
penerbitan SP2D Uang Persediaan. 
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Pasal 139 
(1) PPKD menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah dengan 

cara menggabungkan laporan keuangan SKPD paling lambat 3 
(tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. 

(2) Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam 
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

t. rincian barang persediaan per 31 Desember 2021 (khusus 
persediaan obat lampirkan obat program dan obat kadarluarsa 
s.d 31 Desember 2021); 

u. mutasi penyesuaian aset tetap dan aset lainnya per 31 
Desember 2021; 

v. laporan rekapitulasi penyusutan per 31 Desember 2021; 
w. daftar mutasi aset tetap per 31 Desember 2021; 
x. daftar mutasi aset lainnya per 31 Desember 2021; 
y. daftar beban pegawai per 31 Desember 2021; 
z. daftar be ban jasa per 31 Desember 2021; 
re. daftar penyelesaian utang jangka pendek lainya s.d 31 

Desember 2021; 
0. daftar utangjangka pendek lainnya per 31 Desember 2021; 
a. perbandingan prestasi pekerjaan dengan realisasi keuangan per 

31 Desember 2021; 
aa. daftar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengadaan 

barang/ jasa SKPD per 31 Desember 2021; 
bb.jurnal balik per 31 Desember 2021; 
cc. jurnal penyesuaian per 31 Desember 2021; 
dd. jurnal koreksi per 31 Desember 2021; 
ee. bukti memorial jurnal dan pembukuan (jika ada) per 31 

Desember 2021; 
ff. register data kontrak per 31 Desember 2021; 
gg. SP2H untuk pengakuan pendapatan hibah dana BOS; 
hh. SP2T untuk pengakuan pendapatan transfer dana desa; 
11. SPB dan SP2B bagi laporan dana BOS, BLUD, dana desa dan 

JKN pada FKTP per 30 Juni 2021; 
lJ. Rincian penerimaan dan pengeluaran dana BOS s.d 31 

Desember 2021; 
kk. Rincian penerimaan dan pengeluaran dana JKN pada FKTP s.d 

31 Desember 2021; 
11. rincian penerimaan dan pengeluaran BLUD s.d 31 desember 

2021. 
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Pasal 141 
(1) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 

keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan 
kepada Bupati melalui PPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi 
keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan 
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada 
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 140 
(1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat 

(2) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK), paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 
berakhir, setelah dilakukan review oleh Inspektorat Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri 
dengan surat pernyataan pertanggungjawaban Bupati yang 
menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya 
telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

(3) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian 
terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK. 

(3) Laporan keuangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
terdiri atas: 
a. laporan realisasi anggaran (LRA); 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih (LPSaL); 
c. neraca; 
d. laporan operasional (LO); 
e. laporan arus kas (LAK); 
f. laporan peru bahan ekuitas (LPE); dan 
g. catatan atas laporan keuangan (CaLK). 

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 
dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur 
standar akuntansi pemerintahan dan dilampiri dengan ikhtisar 
realisasi kinerja, laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah, 
dan laporan realisasi APBD. 

109 



Hkmsetdawktb 0211007 

Pasal 145 
Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 
dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. 

BAB XI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 144 
( 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah 

dilaksanakan oleh Bupati. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam 

bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan pelatihan, serta 
penelitian dan pengembangan. 

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam 
bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis, dan 
bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang 
undangan. 

Pasal 143 
( 1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

142 ayat (1) dan rancangan Peraturan Bupati sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4) disampaikan kepada Gubemur 
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan 
rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
untuk di evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 
dan Peraturan Bupati. 

(2) Dokumen Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah 
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan 
kepada DPRD. 

Pasal 142 
(1) Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang 

pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 
dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan 
keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. 

(2) Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama 
DPRD untuk mendapat persetujuan bersama yang dituangkan 
dalam berita acara persetujuan. 

(3) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 

(4) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. 

Bagian Ketiga 
Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
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UPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 7 BERITA DAERAH 

Diundangkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal '50 - 1 -2021 

SEKRETARIS DAERAHKABUPATEN WAKATOBI, 

Ditetapkan di Wangi-Wangi 
pada tanggal ~ - 1-2021 

;; ~. i·~ r. ~ :- \ .-,, :· . I .. ~~ ~-; ;_7_·. ;. .. • 
• t "' .,. ' . .._ ! • ~~ - - • .. I • .• ' ; • ., t •' ~ ., 1, 

.. ~- .... -~.- ... ... .. • p - ... • "' "·· .... - .. • • .. ! tiJ, , . • • " \ c ' ·,,: :' I ... ' .·: ": .. I 

', ~~<( (}~ • • ·- ', •• ~JIJ :.:.--· ~ 
.. t ~) 

\:"°:')\~~~ r'-<t,\4\A-<IV--.'- '7- r~.-~.. ··--; 
. '.:'.'\ ~-. (b(J"'-.,,0 • ., -t 
~/~_- µ-~~~ . 1 . 

. I 

Pasal 147 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Wakatobi. 

Pasal 146 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Wakatobi Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2019 Nomor 
27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 
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NIP: ... ·-···· 

Oisl.,pkan ol.,h, 
BU 0/l(ua,., B UO 

No. Tanggal No. Bukti Ural an Penerimaan Pengeluaran Sal do 

BUl<U KAS UMUM 
P.,rlode: ... -· ... -···· ... 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ···-·· 
BENDAHARA UMUM DAERAH 
TAHUN ANGGARAN .........••. 

1. Buku Kas Umum BUD 

KELENGKAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN 
KABUPATEN WAKATOBI 

APBD FORMAT 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI 
NOMOR TAHUN 2021 
TANGGAL: 2021 
TENTANG:PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 
2021 
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G PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

REGISTER SP2D 
ce-cee IC 

No TANG GAL NO. Sl'lD .ll!NISSl'M UIIAIAN NIW SPlO 

TOTIU. 

.. ~ .. .;-:,.,...,,.. 
-.. .... auo 

',!) 

:::i:..rr,s.·:..: ~~~-; :_9,~ ~ 

2. Register SP2D 
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c;, f'ENIRtNTAH U8UPATEN WAKAT08( 

REGISTtR SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SP21> 
..-~ " 

f4frlGG.U. I IC>.IUUJ I "o ''"' I .. ,.,,,..,,. I ...... t .. ........ ............. 
l I -i I I 

"''" I 
.............. 

........ o 

.•. 

.. ,...... ....... ; ...... ,..., .... , v,:: --~. :,¥ • - 

3. Register surat penolakan penerbitan SP2D 
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•roro/ Soldo Kas /'tJrus somo dengan Posisi Kos (H) 

Nama 
NIP: . 

Disiapkan oleh, 
BUD/Kuasa BUD 

Rekapitulasi Posisi Kas di BUD: 
Saldo Bank 1 : Rp 
Sal do Bank 2 : Rp 
dst. : Rp ~-- 
Total Saldo Kas*: Rp 

No. 
No. Bukti Transaksi Uraian Penerimaan Pengeluaran SP2D STS lain-lain 

Jumloh 
Perubahan Posisi Kas hori ini 

Posisi Kas (H-1) 
Posisi Kos (HJ 

. . . 

Hari 
Tanggal 
Peri ode 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....... 

LAPORAN POSISI KAS HARIAN 

Tahun Anggaran . 

4. Laporan Posisi Kas Harian 
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Nama 
NIP: . 

Benda hara U mum Daerah 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp . 
Rp.......................... Rp . 

Rp . 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . 

Hkm.setdawktb 0211007 

Rp . 
Rp . 

Rp . 
Rp . 
Rp . ._ . 

ap . 
Rp .. 
Rp . 

D. Pengeluaran yang tel ah dicatat oleh Bank, 
belumdicatatoleh Buku 
a. Nota Debit No ..... 
b. BiayaAdministrasi Bank 
c. Bukti Lainyangsah 
d. Ost. .... 

c. Penerimaanya~telah cicatatoleh Bank, 
belumdicatatoleh Buku 
a. Not a Kred it No ..... 
b. Pendapatan Bunga 
c. Pendapatan Jass Giro 
d. Bukti Iain yang sah 
e. Ost ..... 

B. Pengeluaran yang tel ah dic-atat al eh Buku. 
bet um dicat:at oleh Bank 
a. SP20No .... 
b. Bukti Lain yangs ah 
c. Ost... .. 

Ketera~n Selisih 
A. Penerimaanya~telah dcatatoleh Bulw, 

belum dicat:at oleh Bank 
a STS No ..... 
b. Bukti lain yang sah 
c. Ost .... 

1. saldo Kas Umum Dae rah menurut Buku 
2. saldo Kas Umum Dae rah mentiut Bank 

Seisll 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ····· 

REKONSILIASI BANK 

Tahun Anggaran . 

Periode : . 

5. Rekonsiliasi Bank atas posisi k_a_s_h_an_·a_n ~ 
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lim .\n~11r1111 Pemerlutuh D11er11h ( I Al'D): Pihal.. SKI'D 
•1a1,~un 

'.\1111111 SKPD : ................... 
So. l ....... JeamlabA•apru 

l. Rp. 

, Rp. 

.lumlah Rp. 

.vdapun hi!.5!1 ,entil.a:;1 m,:11~~l...u1 bi!ll'.\"- :)i'A·SKP:) Te/air ,-c.,11ul / T/duJ.. Sesuul dengan 
Peraturan Bupeu rcmang Penjabaran AP!JD ~ang d1uruil,.an sebaga: 1-~nl,.ut: 

'\; lllit2 Leng"~ 
'-"IP 
Jal,atil!t 

Pat.1.1 Hin u11, Tanggal •.•••..••••. Bulen u u Tahu11 ~aug bertandc 1.2 . .11ga11 

d1ba\\.lll 1111 Tun Anggar.cu Peuseruuah :)ac-r;,h 1TAP:)1. den sesuar dengan Surat Sekrctens 
:).,erah Kabupaien \\"cl.a11)b1 \"o. Tanggal penlial pen~ usunau dau 
penvampalan r1111clln{llln DPA-SKPD Tahun Anggaran ., telah melakukan \ ~11il.a,1 
terhadap DPA SKi':) Tahuu .\ngg.u-il11 ::!O::!O y ang lli.:Jul.an ul~h· 

Bcrita Acara Hasil \'crifikasi 

6. Format Berita Acara Hasil Verifikasi Rancangan DPA-SKPD 
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:-lll::ta 
:'.'L:': .. 

:-,/llma 
:-1!?· .. 

.. . .. Tan gga! . 
.):Sll:ika:1 ole h . 

:>:'h.~ 
:J;se!u~:t..:.: ole n , 

Sek:e'.ll:ts Uae:a:i 

!Je:n:k:a., d:sa:npillkil:-t dan d:pergu:-iaka., seb agairnan a rnesunya . 

Rmcam Anggar an ?c:mbtil)'ll.il-""1 !.lllc::il:J SK?~ 

Rln cian :\.,gga:a.n Pe n dapatan SK?:.> !J:':\-?£:,i.);\?:\T:\:-1 SK:':J 

:,iama. Fo::11u!:.:- Kode 

:ncnye:u·ui un tuk dr.aku ka n pengesa:1ll., atas dokurnen pe!aksll.-ia11.r1 a:-tSl(ll:an 
Sll'.ua., :.Z,:j ii. perungkat ciae:IL'i Pernerm '.ah ?:cn:a: 'Kabupa'.e:-t 'Kot a ..... seba.gw 
da sar pelaksan aan a..,gga:ll., daerah Tahu n An ggaraa . 

c. Jllbatan 

ll. :-lll:nll 
b. :-1.? 

SedilSIC"kiln :11u:; ·.-.::,i:kw.s: T::n :\ngge.ra., :'e:nec,n'.il:t :Jae:a.'1 il'.ilS selu ru h 
doku me n pelaksan aan a.,ggil:-ll., satull., ke:;il perungka; daer ah: 

TAH'..;:,.: :\.'lGGAR:\:"li . 

?ERSET'...:J•..;.\:-1 REK:\?:T1..-_.-\S! 

OOK:::1.1£:,.: !>E:..:\K.S:\:-1:\:\'.'I :\.'lGG:\R·\:'l 
S.\Tt::\'.'I KERJ.'\ ?£RA:--lGK:\T O:\ERAH 

t:J:'A-SK?:.>; 

?RO\' .:-IS.' K:\B':?:\ TE:-!.: KOT.'\ . 

_OGO 
?E~.1ER.:-IT.'\H 

D:\ER.:\H 

7. Format Persetujuan Sekda atas Pengesahan DPA oleh PPKD 
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.\'ama 
:'\IP 

... , Ta:1gga: ... 
Pe:1gg·.ina A."'lggaran 

iJ 
D:sahna:1 o.e n, 

PPKD 

Kade xcma Fo:-nn::: 
D?A·PE:'\DAP:\TA:'\ SKPD Rmc:an A .. naaaran Pe ndaoatan SKP!) 
DP • .>,.-BELA.\'JA SKPD Rl:1c:an A:111,20.:-an Be ian-a SKPD 
DPA·PE.\~BlAYA.-\.'s SKPD .R!nc:a.."1 A:112':!0.ran Pe mo.avaan Dae:-0.:1 SKPD 

Pe:1gg·.mo A:-.ggn:ai1 · 
a xama 
".>. :'\!? 
c J aaatan 

. x.x.x.x.x 

:x 
x xx 

URUS.-\.'\" PE.\~ERl:'\TAH.-\.'\" 
B!DA:'\G URUS:\.\' 
ORGA:'\!SAS! 

DOKU.\!E:'\ PELAKSA:'\AA:'\ A:'\GGARA:'\ 
SATUA:'\ KERJA PERA:'\GKAT DAERAH 

,DPA-SKPDi 

PROV!:'\SI/ KABUPATE:'\i KOTA 

LOGO 
PE:-.!ERl:'\TAH 

DAER AH 

8. Format DPA-SKPD 
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C:Sl 
•1 Ses·.Ja: de nga» ;xr.od:sas: SPD 

2 

Nama :-.!IP J abat an ':antla ':'anaan 
-:11:: Ancaaran Pe me r in t ah Dae rah: 

No. 

R:> .. ... . .. .. J'..l:n.a~ 

Nama 
NIP: . 

Menceaahkan, 
PPKD 

Nama 
NIP: . 

.. :a:-.gga. 
Penccuna Anccaran 

lb ...... 
Ro ....•. rb .. .. .. .. De se rnbe r 
R:> . . . !{::,. . .... x ove rnce r 

De se mbe r 

R:> . R:> .. ...... .. Okt oze r O.c:o::x::- 
R::, .. !{::> . . . Sc::r.e:nbe:- 
!"'!::, ....•..•.. :S::>.. . . .. .'\g'JS:'..JS 

!{::, .. .• • ... J'.l.: !{::> .. 

!{::, .• .• .. . .. !{::, . J·..1:-.: 
!{::> ...••...•.. !{::> . . . ~\le: 

!{::, . !{p . ,\::,:-: . • \i:r:. 
!{:>, ..... .\la:-e: 

!{::> ...... H:> . . 
Ja::·..:a:-: !{a . R:> ... 

Fe':r·..:ar. 
:\la:-e: 

Jar:·..1ar. 

Re ::,ca:1a Re a.:sas: 
Pe:1c:-::naar. :,e:- Be.a:: ~1 

Re .. c aria Pena:-:=:-. 
Pe m :X B\'BB!': :\ C :o 

Per:ge.ua:-ar: Pe rnzx ayaar; 

i'er.e~:naa:-: 1-'e:n::tavaa:".:. 

l:lc.B:1'8 

Pe:1da;:ie:a:1 
.3 2 

U:-a:a:: 
J·J:n.a:: 

Rm gk asan Dokumen Pe.ak sanaan Anggaran Pe ndap aran . De:a11.1a clan 
Pe n.brayaan Saluan KerJB Per an gkat Daer ah 

Kodc 

. x.xx.xx 0:-!la!'l:sas: 

Dl'A/ SKPD P.-ov:!'ls: I Ka':,,.,;:a:e!'l; Ko:a •: .. 
Ta'.::·.,::, A:1aaa:-ar: ..... 

Fo:-:n'..l.::- 

DOKl.."\.IE~ PELAKS:\~AA'.'l A'.'IGG:\R,\:"i 
SATI::\'.'l KERJA PER:\:"IIGK,\7 DAER·\!! 

9. Format Ringkasan DPA-SKPD 
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Ta:-:c.a Tar:~an 

Hkmsetdawktb 0211007 

·: Scsus.i per ic ct sas! S?:::> 
Cst 

xc. 

2 

Ttr:1.\ngga=s.n ?cr:ienn:ah :)sc=ah: 

Jaba!an S!? 

'.\'.!1~.a 

~:?· ...... 

.......... tani:ita: . 

?enitgu:,s. .\ngi;a:-a:, 

~ 

.Jurnl ah 
Rp . :::>esc:-:iber 
Ro . 

:«' . Oktober 
Ro . Septernbe r 
Rn ..... Agu stus 

Rp . Jun1 

Ro ...... :,.1ei 
Rn . 

:a> ..... :,.ta:-et 

;'\:?: . Ro . 

Juli 

Rp . 

Ro . .J anuart 

Ju::-,lah 

Rcn:sna Realisasi ?enc.soata:i oe= 3ula.,·1 

Satuan 
.Jurnlah 

Rcken::,g 
Kcd.e Rincan ?e=hiru:i~an 

1Rpl Vclurne 

Rincian :::>:ikur:ien ?elaksg:iaa:i Anggaran ?tnc.apata:i 

Satuan Ke rra ?e711nizkar :)ae=ah 

?:'.S :::>.\?.\ T.\S 
SK?:) 

Cnzan,sar.: · x.xx.xxx 

?:-o\i.nst; Kabupate n. Kota . 

Ta:, un .\nggaran. 

Forr.1utl:- ::>?.\· 
:::OKl":-.12., ?:::..\KS.\.,.\..\., .\:',;GGA.'i!.\.'I: 

S.\TUA..'11 KE:LlA ?ER.\SG:<..\T :::>.\='..'V\H 

:-iala:::an . 

10. Format DPA-Pendapatan 
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.111.m&. 
NIP! . 

111.1:11.L. 
NIP: . 

l1ataplr.ao oleb, 
PPKD 

ti 
lXsttujui oleb. 

Jttcc1u.c.a Ai:c&aran 

.·:ir.;;:a. 

Hkmsetdawktb 0211007 

J\...l 

R::. 

R:> \:r .. 

Ji..-. 
~.· ! . 

:s: 

:.1.: 

P::.:ra:":", 

::S: 

::s: 

' . 
l:~::l:-. Ei: 11 •• 

~! H::t 

J-l:::o.·:;s; ~A!:l.l?G~:':'", ~::-;.Q 

fa4~r. ".!":~:.1:-. 

F'::-.:...i,:: 
(.)IJ\.BU ,:.J \ 

~-.PD 

COf,;t:ME~\ rCL\KS"''\\~, \\G~~R\:. 
5-\"71:\'•. 1-CR.i, rcR.,~:.K,7 o,ER,1: 

Format DPA-Belanja 11. 
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I 

I 

I 
I 
I 

l 
l 
I 

dst 

-'o. I 

~,ec.gcacl~kct~. 
i,f,,.;.J 

@ID 

I 

><n. 

.-<o. ~<>"-'= nvbe r 
Okro,be r 

,-Ir,. 

><,. 
,<o. 

.. Juc.1 ""· .\1e:1 
,<p, 

.\1c.ret 
r·e bn.JW-1 kn. 

., ... ,gsc1. 
Pe1:ggu1:c l\r.ggerc.r.. 

~ 

l«pl Horgc Sl),uc.r. K:litiis1e1: · 
\..,lun:~ 

:'\,.r>d~ 
.:-tekc1':.11:g 

\\ i:.kru r'chs.ksor.cc1: : .\1ulot. Scr:-.oc.a. 

: )(..XX.XX Sub xe "1~tcr. 

11-tp1 A.Oetlster: • 
\..)lurr.: 

L'r.c.h:u: 
A ode 

Ackcr:ir.5 

: ~1ulc1. 

... :>k.Ja1 : 1i>rotu:s.1 scr::pc.l Ke-:cn:etQr.. ~cbue~1er. .'.-<ou:, scmoc.1 ..Jcs.o:j,.,,:h . .;.rc.l:cr:1 
l'\.etu.:ircu: Sub ~e~hitw: : t~uai:t1ua. d-ea:l:Qf: s.cauQJ: dtscrr.ck,g,r. :ter.ani:.;s.ub kcC"IC.tQJ:) 

Sumbe:r Per.dcu:co1: 
Sub Ae ~,.:,.er. : x xx.xx 

Hcsli 
t<.clucrc.i: 

Tol.c.k Ll<ur !'(etJc 
~\csukcr. 

Rn .. tterbtlocal A lok DSl 1\\J·. U t", • l 

AlnkQS( Tu!:ur: •: 
x.xx. Li-.11 

)(.XX. Orll.01~issa1 
X.X)f.. 
x.xx. 
x.xx. 
x 

. '\mr.nr _,..,A :. . . . .. 
l"'ro,11-:s1: :'\.AbUp.cter. ,'"".:no. 

"'!'A.l·.u1: Ar.11:a1:.rm':. . 

i'.orn:uUr -'""'A· 
• ..t.t:".C~ .. :\:\ 

li2~:\..JA Sl't.t"U 

JOAL.\1f-i\ r'i.-A1'.SA!\AA:'\ AZ\CCAkA:\ 
S.-.1\.AI-. ,<E:R.JA l'li.R.A:S.Q,{AT !.JAE:,<AH 
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ds: 

Xo 

2 

y) Scsuai dengan pcrrcdrsasi SPD 

Xarna \'IP Ja':>a:a:, Tanda Tansan 
T::n Anggar an Pe mer int ah Daer an: 

De s ernoer R::i. . 

~ie nge sa :-.;..an, 
PPKIJ 

Fe tr uar: R? 
.\.'.a::-e: Ro 
.-\:.r:: Ro . 
.\.!e: ~ 
J·.in: R:>. 
J·.i'.: lb ... 
AE:.is:·.is R::i 
Serxernbe r Ro 
Oktober R::, ... ... .. ... 
'.\CT;e :11 '.::le: Rp .. 

J·.i:u:an Ro ... 
:'\a:na 

'.\IP: .. 

,:a:1gga. 
Pe:1gg.1na Anggar an 

i) 

Re ncana Re a.isas: Pe ndapat an ;:-e: 
Bu.an") 

Ur a.un 
.Jurn.ah 

I~?' 
Kode 

Re ke n.na 

. x.xx.xxx Organ.sas: 

Rmcian Dokurne n Pe laxsanaan Anggaran Pe nerrmaan Penge.uar an Pern'xayaan 
Satuan Ker· a Per anaxa; Daer ah 

T o.h ·.in An ggo.r o.!'l . . . 

Forrnu.ir DPA 
PE.\.~1.-\Y.-\.-\.'-: 1--~~~~~~~P..-.m-.-.:-n-s:_/_K_a_b_:.i_!Xl~:e-n-.-,K~o--.a~~~~~~~~~~ SKPD 

OOKt.::\IE:',I PELAKSA:',!AA~ A:',!GGAR.\:'11 
SATI:A.~ KERJA PERA:',!GKAT OAERAP. 

13. Format DPA Pembiayaan 
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_,,~ .... ;i'l~~"ltU-HA ....... if'? _,.,,.r- .. •'c;.r 

....... .._"',,.,~--.....,. 
m .... 111w 

' ' =-+---------~-- ...... -- ... :--~~::.;.-: ...... · _.._ __ -_-_-.;.· ----==- -~~·-~:;-~~--=_-- __ 
1"o;.-"""" .. ,.~1.:..•k~)"i't 
~,·~·:th;#'! 

""41Jlll~.-~Jr#V'J1 <1t•,...,,r """ ... , ................ 

14. Format Rencana Anggaran Kas (RAK) SKPD 
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- ,., __ 

- ------------ I 
·.i•.1ti.,..,..,.,..,~.....-w .• o ....... ..,..,".-"';o,-._.~ ! 
,,~IWl""'"'.r"""""'""'"''',... I 

··----r--·-- -··-· 
I 
l 

[----1·-·----- 
---------------------~'-~-- 

·---------·--·---+--!I-- - I -1--- -+ ·- ...,. .. "',...,~· . 
l . IT- 

i : I I ! ......_, .. ,,.., I 

•--W.,yw11t•-•fr!-r-------+---+- I I I ' -+·-..--.;'--+--1 ....... _-+-+--i1--11-- --; 

1 1 LJ i !_:_LJ 1-----+-•'-------~t-- ~: ,-->--·+----+-+---,! -j I ' 

1 - 
L ...• 

I 

- ... ·--..--·----· -·-- ------ ·- - - -r- L·--·-- r;;;;;-,.. ''f:;;;h~.:;.·~ --- ·--- 

15. Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah 
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!'.!!.!!!! 
NIP:---· 

i'6Jf'~~ 6U'"IJ~~J"t ill0 •. 

t i'IJ;,tr.uf 

!'PKO SOAICU 8UD 

O,tetapkan d,: .. 
P~Ti!r\&&al: 

.J 
:1111-------··--·-------- e. Sisl>lumlah Dann OPA· 

SKPO/Perubahan OPA-SKPOyanc 
btlumdlSP0-1<411 

Ketentuan-ketentuan lain 

d Jumli,hOorn,v-,i:diSl'O-k.sn,oot~i :l\11----------------- 
(T~rl111an9-. ---·----------·--·" ·---.I 

. ' 
.. , 11P-·--··-··----------- 

(Ttrb,.1ott9 .... - ...... ...... - 
:l!P---· .. ------------·· 
(T~lona. _ . 

b AkumulesiSPOSebtlumnya 

(TetbJong. - - -.............. . • .• J 
S Untul< Kebutuhan !Sul.lA-------s.d-·------ 
6 lkhtisar Penytdlain Dana: 

a Jumlah DanaOPA-SKPO/ Perubihan 11P--·----·----------- 
09A-SKPO (Tttbilon9 . • • ... .. • - ) 

:RP----··----··-------- 
... -------------- ... 

-·---·· Mcnctapkan/menvediakon kredit anepan xbapi bcril<ut: 
1 Oasa,r Penved111an Dana: 

OPA·SXPO/Pcl\lbanan DPA·SKPO 
2 OtunfJ~ ktpada SKPO 
3 Ktpala SKPO 
4 1umlah Penyed1aan Dana 

MEMUTUSICAH: 
Serdasarltan Peraturan Oaerah Prov.nsV-:al,,.J?M•n/Kota ....... - .... , TanggaL ...... Bulan ........ 
Tahun ........ tentang Anggaran Pendapatandan BellnjaOaerah Prov,ns,/l(abupatel'I/Kcta Tahun Anggaran 

twrnrianNte"1rl•n•J1nm,n,,rhirk.,.,,~1n1t O,~rlt.Un 0#'1:A,"i.POl~ 
1. Perotvron Doerllh ... .. ...... tcntone per,cti,oon AP80/PAP80 Provinsi/Kabul)btcn/ 

Kota.. .... Tahun Anu«an 
2. Pcraturon KcPOlaOacrllh Nomor T!lhun ·-· .. tcntan:Penj!lben,n APBO 

Provinsi/Kabupatcn'Kobs ....... TohunAnui,ren .... - ...... 
! OPA·SkPO/Ptrubahan OPA·SKPO•t Provinsi/Kab~n/1:()ta...._Tahun .. - ; 
4 _ 

Men1mba'lg · b;,lw,a unruk melaksanakananggaran btlanjasub ktgilbn Qhun ilf\liir.ln ... berdasar1tan 
OPA SKPO/Ptrubahan OPA·SKPOdananuaran kasyangtttah d4ttapkan, perfu d1s,apkan 

PPKO SEIAICU IIUO 

PEMERINTAH PROVtlSl/l<A8UPATfN/KOTA 
PEJA8AT PENGElOlA KEUANGAN DAERAH SElAKU BENDAHARA lMIM DAERAH 

NOMOft •. --·-·-·-· 
T(NTANG 

SURAT PENVEOIMN DANA ANGGARAN 8£1ANIA OAERAH 
TAHUN ANGGARAN 

16. Format Surat Penyediaan Dana (SPD) 
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PPKO SSAIOJ BUD 

01:etapbn di: ..•..•. -. 
Pad a Ta11gg.tl: ..••.•.•.• 

J11nlah ~nvtclNl dam Rp _._ ... 
I tetbilong ·-·· ··-·· _ - ·-·-. J 

.,..__;_ ~....JIIMIJlan_._,..._,. ; --- .kllllbStJD S,a 
fie ... -· Afttpilll .... s: . - .__ 

Jiml'1 

Nooior5PD 
Tanmiat 
SWD 
Peri ode 
TWnMl Angpran 
NOll'IOf dan Ta9 (i,A 

Sl(PO/Perubahan OPA· SKPO 

17. Format Lampiran Surat Penyediaan Dana (SPD) 
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::...:.!a:1 
O:ra::Le.µ:s.n J-1~,lflt: SKP·Ce:r&h :.li:l.&.:111.rk=.11 µ:i..:.Li n:Jb ;;e:dnt-nga.n :tc:.:~g.!il: :!a~:u pe ne tep an µisj::..k. 

Yar.~ ~kr.crir::11. 

7'°st:"..S 
.>Js.r::at 
;\?\~.·p:; 

.......... , tar.gi;al. 
1sr.:1a Ternrta 

:'.:, 
·_:rut 

~l?. 
···························· 

?e:o'oa: Penge.o.a 
Keuangan Daerah 

.. tangga; 

2. 

Hsrsp pa·.yct:,rs.:: dilakuke r, pads Bar:ki3c::dahs.rs ?c,·.crin:aar: 
Ap3.bil as:...:?:::: u:1 ti:isk a tau kunu:s dibayar lewat wakru pain:~ lsr::s 3') r.an 
sctclai·. SK?:: diterir.:a at su 11a,·.gF;al jatul: terr.po: dikcn skar; 531·.ksi a:k:idstrasi 
tcruoa bur.c a scbesar 2": eer bular, 

?s::;.;.; • .u:>.:-. 
I. 

a B-.i:1go 
o Kenaixan 

J:.i:n:ah 
Sanks i 

NO. URAIAN PAJAK DAERAH KODE REKENINO 

:'. a r.·. s 
Ala,::at 
:-,;on:or Paknk \\"s11b ?ajak '.)acrsr. 
r:'.?\\'?:J1 
Tsq;gsl ja,ut-. t<:i::p:i 

:,Issa 
Tar.ur, 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH 
ISKP • 0.U:RAHl 

NO. UROT: PEMERINTAH I 
KABUPATEN WAKATOBI 

JUMLAH 
(Roi 

: . S-.J:-a: Ke:e:a?a:1 Pn:a;._ Daeran 
C. Forma: Sur a: Penarausahaa» Pe:1e:::1111a:1 

18. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) 
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Cat.atu1: 
~r:!:::Ut;.:~ J-r:.::::.h SKR·C'.t!:::na.h :Ji~.tu;~rkan pa:!::. n:>lli ;.:crhi\-r:;.&.n ie~ai. :J~::.r ;.:cw:hs.;::iu: 

l-t:U'HJL..11. 

Ysr.g :-.tc1:crn,:s.. 

'.\'sr.:s 
. .\lar:·.at 
:,i?\\'?:) 

?:::r.; :.. ,.:- .. 
:'\.:i. Ln .. t 

:'>IP. 
......................... 

.~e~aba t ?e~gi::o~ ~ 
Me1.:a:iga:, :Jac~cL, 

s . 

:-lo.rap penyzt arar; dilakukar; pads Bar.k ; 3tr.dsl·.ars :>c1·,crir.:aa1: ....... 
.'lpsbils s;.:p::i ir.i tidak at au kurst:R dibayar lewat wakru pslii:;; larr.a 3C· r.sri 
sctclar. SKP:J dit erirna at au 1uu:1,Ral jatul·. tcn:po1 dikcn akar; ssd:si 
adr.1.ir:istrssi berupa bur.;;a s ccesar 2'·a per bular; 

1'2:l;HAT~.\:,i 
l 

Dengan hu :- .1:· · .. 

· a B·.1:1ga 
: o. Kenaikan 

J'..1:n.a:1 Ke:e:a?a:1 Poxok 
Re:~:b·..1s. 

JUMLAH 
fRol KODE REKENINO I URAIAN PAJAK DAER.AH NO. 

~an: a 
Als1:-.at 
:,i:n:::>r fuk!lk \\'sj1b ~ctrisusi 
::iacrar. 1:SPWR:J1 
Taq;,~al jarul; tempo 

NO. URUT: SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH 
ISKR • °"ER.AHi 

PEMERINTAH I 
KABUPATEN WAKATOBI 

2. Forma; S..1:-a: Ke:e:a?D,:-. Re:::'::r..1s: Daer ah 

19. Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D) 
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;.., 1,; •,\• S'"'l;. ..: .2:2 .. 

•J: 

1 I•. 1 . 1 . :2. :2 :1 

,_,.. .. 
I 

.. : .... 2:2 . · ...... ,2:2 

"-.3"<; _ ·:.< Ti!"H' 
...as :;_e; s:!·.Ta-:1 Tr;, 

:ie:_;-1! :e .. -!'.,..a 

;;_ 1• . Ti'\." 2:2 

:C<.. ""t~ ;-c·.-..1:1· 
'Ilia >aJ~ 
C3'! :'!"'l":J,4'5'" 

~a·, :;r,• -;, S~.;·1- 

J·u- 

•• 3 .~l 

2::2: 

......... /SSf'D/ .... /202. ... 

\":,\·,~: 
,,:: ... ,z:.:::, :e,:Ha'<.a- 

'i·ilT~ Jia,.i 

A1T.a: Js,ra 

Nomot 
Tangoal 

SSPD 
!SURAT $!T01tAN PAJt.K DAU.Alt) 

PEMERlNTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah • 

20. Format Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 
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.... 

·-, 

B. OIJSI OlEH WAJIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK Sf1.f ASSESMENT 

l 

--a .. ;a :,a;a,, 
-, a s:a· :11· 

r: .. ~· T!'"a,;.e 
;'13.T;·j I-" I 

A. OIISI OlE.H WA.JIB PAJAK / PENANGGUNG PAJAK 

1. •a,,.::: cs an ":r,;<31: 2 .,::_:f,:3" ::_ s:~"';3,. <r :' ::rA, 
2. 5e' '.:~· ::r:31 <.,:,c.,~:1'"; :e--;~ '-'"'=-<Jt,,-a=.t,, ,&'";: :!'(3'"' 

3. se:~a· :15 :!· : :a· :a:!· ;a• "3'a:: : ~-i,·o• =:a ,e:11:a Bacsan Pengelol• Pa)ak can Retrtbuol Daerah. :a ·; 
a,,:a: ::1· ;;a 30 :. .. :1"' :,e,o c, :· ~3 . 

.:. <.::t":11':r..a .. ::,r:'3"31" :¥ J";;J :e"'i::.:: 3:ai a<i· : ~-tr ::i!"':': :l"' 5_ .. a: r:;_;3· 

PERHATIAN: 

'P,-,:-~ 
'JT.a Ju·a 
\ama :aT\ «. 

,~e"a"';a,,. 

) . ,·.:. ... ;·,·,)c.,.; 

<.a:a:a : Y:·. 
~"A..A SA:A\ '!'.\i!:_:).A :A.»\, S. ~CT:USJSl =~~- 

SPPD 
(Surat Pemberitllhuan Pajak Daerah) 

Pajak . 

sa:.a· ::,..;:c :1 =-a,a< :a'" =tr."=-> ::3':'a"' 
i. rz:: ;.· J .. ~ "" :; ....= ··>.·:z:: ::: <.a: e. ~·,;··~·, i.:>.,. u:: ~~..:z 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) 21. 
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•. W-1 

, .. ) 

Nama lluhil 

TANDA TERIMA 

It>, fotntullr 

(, _ --····-) 

•,1: 

:: :!' I~ Ta1";;3 
\l'Y"c) :-e:: ... ;ti 

O. DUSI OLEH PfTUGAS PfNfRJMA 

'.am Je as 

:le'"i-3'" T-e'"f:t:Y s.-:::'" .. "'-~3 i<r ;.2;3.a k::a: :e"nii-<»·,u..g .. <,;. s.2S.a :a:;3- e:.e·:_a,., :~ ... -:a·;-.r:a-;a- 
.a. ; :r 3<_, 53 ,a a:i .... 1·; u~·.i :e-- <..~ N"' ,·a:a<r .a:3 ,;ri :-! 3- <.a""· :.f':a·· -<a- :~s.e:-: : r.a; :esi':3 
a : ·:r-aT: •:r ... 3 a::3~"' :i-.3"". ~'";o: :::.- Je.J:i 

C. PERNYATAAN 
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',I:, 

:.~~·-'.:;"1; 
-~~ ~-~:,.,,,.,.,.~ i~e :,._.s See-e .. 

PrBHAH&N I 
D"~ :,e.-..1e-.::;;n .. e .~.., ~ s _ le"'C!·"'-ll"".!- se-e- '""\»,"I >:.~ .. u.s ~~.. IIANK SULTRA NJ. Rdt. 10SOJOJ1'00"'1.J6. ~-,;,- 
-e"fi';..t'\:!.u"' S..:-r. ~o·,.- :,~~"' )..:.~:..· ,Si>): 
J..:»,~ S<:,>·J - ::~ ,-.....,.,. <J".e."'i :.::uir~· SC:.)"' e-.,~:. .-.~~:.- :i-"~ s-e l) -e- 1";.>-" s,:i:,o ... -=r~ :<e-~•"' s:,···o 
~:-,- ... s:·" ~ .. ~:,---;»s~:,as·lh)t:" ,_r- 

" ;_ .-.. s- ·~.i.·a,;r :,r~-~-.,.- :,;x:;111, ;i.:;.sc. i:·k: 
S.,-i,s ,);,,..--i ... c-r.' 

).i.;: 

:, "~" ... 
,:: .;_....,_, .. ~~.,:;."'l"t.S:-~:-.t·:i: 

~, ~, 
D: 
)X 
: _:\) 

~, c » 
~, 

J): 
b 
~, 

-e-·6"' 

~ .. ~-,.s&,.""!I:&..,~$~~- ,...,~~~:r..11 :JiP""i-.:-~.,,...._.,, .. ,,.~ -es .. ~-_.,.:~,~-~!."'tie»-.,: :>e""-~: 

~-:J~~..u- 
;,,_~~ ,~-r,. :e-"-V::...,.; 
v~-::.i.,;-i,o(. 

.s o(:t"'l~ "-t~!J -e- -:.:.· : ....... - e::,e --rr1 
~ :ir:.:Y6'"' t~ = M-....V 

I·.., I ~~=-""i- :i.,;_,., I je"'! I ).t)S,'( I A»· ~~.,.:.~-:~:i: I :>.a,.,., ir:-...,.-: .. --i;.~,: l 
11 I I 1 l l 
I .:l'°'ir. I I I 

Je,:.u,s•cr ~ :!) -~"1i.,.."'C&.'",; "IO"""O'" a ~"1..r 2))9 ~,,.- :-6,(...<b- ~-,~·,s.u- ~~. '-~-="iv ,9: .. a:" :>e.!,•·l~~.,. 
<: ... t;» .. ; 

·~,., -1~'1e 

J..!.~:_:e.-.!. 
\.,,·,:,::, 
T,-~ J:-_ .. -e-.,oo 
°'.0,--,:Y \-x:3 ~ ... :_ .,....~ 
.re.~.t ... ;~.., 

\s.t ,'ia;:i>1 . .s, 
-.~:.,.,>$.~ 
"-.!""U: 

Tahun: . Nomor ""H Pajak 

SURAT KETETAPAN PAlAK DAERAH KUR.ANG BAYAR 
(OlTETAPKAN SECARA lABATAN) 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

BAOAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAE RAH • 
Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
(SKPDKB) 

22. 
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... ,.-; .... ,..,. 
•.e-»& lo:t.· ~7-~a :,•;•• i=te :,_s ~~a-. 

P(AttAlIAN I 
a-·&, ;ic;-r,~--: <!.~,_..- -e e , le.--c:-..,.--, ce-e- ~ ... ,::.= .. -u ~&"' &INK St/LTRA /VJ. RM. JOJ01.020tJOIJOJ6 :.~:, 
~---Uu"l S.J:f:. S:':.<Yr ::r.=~.:.._"" )~·:· .S:S>): 
~ ~ S<::r.>-) ... :2,( ~~ .. c .. ry;; :~,e-· ~).- e-":C f\M.": .. :,.,,.,.; a"'U l: -e- ie:~, S··:,:x:, ., ~~-""' :"-~~~'"' D-"N-t 

$=,"lc·u x--..::;i,a:i.ia,,;.as~ £:-:x- :1-..s- 

~:,~'"\.!,, 
:,~;sc ">~ ':~'"'-':~"'; 

·-:~:>.s;.s" 
,. •...:rl,e"""2S <.e~~"I~- ":&'*l:'te::ae.-r,Ji 

' r.:T ... ,.,."'i:: "'"-·~-- 
.:,--6,- 

) ... -, Y' r$~ .:C,!).9! :' <"~::,_. .. 

~, ,, 
)X 
:i-r 
:i l: 

'o 

'o 

) )~ 

'); ,., ,,, 

" : ... -.$-"' 'le,4--"'&.~"'IX~,,--s- !)Oi\.()t,. :ie .. .:K ,l·!:; 
St.~~:i.~"fta:.: 

• l...:--.;J; 

~:u.-u., ~ :7) _.,::.J-'"'7·-,..,;•""'i ~ 4S ::,...,._ ... ,)), :~.s- :<,S,(. .. ..V :x:~ ... ~~ .. r.a .. "'t':.e-a.-;,.1., .sri r.u xl.tl»-u. 
<.r-1,a),»-: 

Tl>'y;,o ls::..· "e-ee 
~o,:r ·a.: ~,: ..... 9- 
<fe':~,9t;:i,- 

·.::.,,>:-. 
\.!Ii~-·=~ 

Aa"nl!-b'"l.l 

, ,,_ -202 1.d - ..•. ·l02.. 
1ehun, 102 .. 

SURAT KETETAPAN PAlAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RfTRIBUSI DAERAH • 
Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
(SKPDKBT) 
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',!:I 

.·.~,; .... ~'"'!; 
·~~ .h.2-:>e-,g~·:>!.;,~#' i:te:,...s ~-4 .. 

fltftH.AllAN i 
ty,&-, :>e"'"',~- ,: ~<.."4 .. -,c-' .. )e~'\! . .94 ~~· ~ ,a .. "--" )~~ .. ,&ANK SIA. nu /lttlo, Rek. JIJSOJ.OltJDOOCY ~""? 
~·.,,1.~U,'"'! S ... ·r. ~'>"r :r,;~ ~.,- ,SS;,): A»-.,, 5,..._;,.:,.:!,.. :.:.t.c. :r.!I.. ~ .... ·•""i. c»r).' ~~- -!"1,=,: ,,.?..,: .. »'"'S ~~ :o -.or t!.,)' S·~;.t)-.) - :.~-4\S :"'~-,:.,,~ .... 1$- ..... 1 
sc-.,s:-u ~~:i~se:,ua.""£t,:;)C" ,_~ .. 

) )J 
:..r,a.- u-.,. -~"!S::',:: ,,. .... ,, 

.:,_....,,-,:~ ""l:'S.,"U ... .,.l,~r.!.~ 

... :_-.& .. "'~.r~--i:;.,- ;,e-ca,~·:-,~ ~)to" )·l-:: 
:io'"'IU ,:..,..,s:·.,: z 

a l-"'19• 
:, -e-e ce- 

:, !:e.:rrr rYl'i: ,1.<e..,t~.., 

..,:.-,,. .... 

~, 
ae 

:.): 
c » 
.) )~ 

"° 
"" 

) x 
c » 

"" "" 

~~:,~e~., 
>,;,., ,~-;:er- .. <:•"'r; 

·:~::::t,~ 
.S ....,..-,Xil:S"'~eo~-~-:~-,...--~ .. ""rte 

I I 

rasv'-A-i >1» .n -""C~~--...-cs..,; ~ 2:i ~""'J' 2)~ ee e- ~•" .. ~ ... :.:,-."*"' .... ::-:t .. --e-:~•~ .. M" r.u ;:,e.a..us.-ar 
'!',\£.,:a-: 

I 

•,-,-i, .. IJo'"IS 

J...fl-ir.,_DU 

-, :,,,,:,:;i 

Ta<t;;.i A:.. .. 'te-ee 
.. o-a · .. ~.=: ""':"'"' :_ ""'"'~ .. 
<t':C'"'#"v;)- ... 

';..:i.-u :,.s; :,:t:c:.:.or. 
,..,,~: 

, .••.• ~ •••• -21l2 ••• u ..... - .... -21)2.. 

SURAT KfTETAPAN PAJAK DAERAH LE8IH BAYAR 
Taihun, 102 .. 

j x 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RflRIBUSI OAERAH • 

Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) 24. 
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.-J »~ ..... ~. ~----· ,_,,~ •.•.• , ... _ ...... u- - 

I I 

=~.:~·.a i "·~·o'-: ~::: 
~:r -c:·C"-: .1·.; ..::es.: Ro .. 

e P£M£RINTAH KAIUPATEH WAKATOII 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN 
NOMOR IUKTl .. 

-------l 

t.llUilAH JUHOAJrcOIYUC Ir() 1 MOD[ R.lK£h(h-G I 

25. Format Tanda Bukti Pembayaran (TBP) 
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~: 
Fc...-.:.l::r ;1:! d:g:..i r: .akan :;r::Jk r-.~n":,Je~r p:.;.r.q:-.x..n daera): 1PO}G.k daerab. .-e!":h:..'S! dan 
per,e•-:r:.a.a.r: :a: .... :..~.,c.1 

Cars ?ci:;;isist: · 
"°!or.. :...:n:ic :.ckct:11'.g ,:liis1 :!cr.,;s1: ko::!c rckc.:i1:i; sctiap rir.ciar, obyek perdatas«: 

2 ,...:,:,101:: :.:raisr. Rll'.cisr. Obyek :!iisi ursiar; 1·.a,::s rir.ciar; obyck pc1·..'.!s1ss1:: 
1. :..nlot:: Jur::la!: dtisi jurnlal; dial i:or.:ir.al pcr.ctir::ur: sctiap rir.ciar; obyck per.daparar; .. 

·1 Corel yaq; tidak pcrlu 

:...c,::bsr ..\sli :_·,·.ruk ?er.:bs;-sr:?c1:yctor1?ir.sk ,-ctii;s 
Salinar; 1 :·;,-.tuk 3cr.dsl:ars ?cr.ctir::ssr .. 3ci::ist:sra Pcr.cr imaar; ?ci::bsr.11; 
Salir.ar; 2 : Arsip 

3cr::!al·.sra Pc1·.c1ir::sar./ 
Bcr.:1st-js.ra Per.erimaar; ?cr::ba.r.tu 

:,1cr.i;cu1r.ui : 
~r,!.!;Lr:a ..\t:AAsrar .. : 

~ssa ?cn~t:a ..\r:.AA.arar. 

l'ani; icrs ebut ::literir::s pa:la taq;_',al . 

JUMLAH 

;,::,::le~ckcr.ir:i; ·_·rs,ar. :lii:ciar. Obyek 
Ju1::lal: ;Rpi 

c!arap ditenma 1.:ai:;: s ebesar . 

I. . . dCr.RlH: r.urun 

::Cr.i;sr. rir.ciar; pc1:ctir:·.asn scbsi;ai be rikut : 

Bar.k 
:';o. Rekc1:iq; 

STS ~o . 

(STS) 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

SURAT TANDA SETORAN 

3. Fo:-:na: Surat Tanda Se:0:-0.:1 

26. Format Surat Tanda Setoran (STS) 
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- ""'--- 

::\i•l!)A. .. 01-• 
.._.,-,_; 
letwNl!la PeM!imaA 

:: .. 11~j\,:"'4:tl, 
,.._.,...,..at<WVlllll•~ --- 

,.,.. ..... ,,. r . ... If l!iilN ....... ....... ..... ... ...... ..... ~ ··- 1 
2 
3 
• 
5 
6 
) 

I 
! 
10 
11 
12 
n 
H 
15 
1, 

LAPOIWI P91W-H DAii PiNYETOIWI ~-:---- 

27. Format Laporan Penerimaan dan Penyetoran 
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u ....... 
WP. .... 

!ks11DUl'O tt. 
e.n.t.,,,.,:ir. • .....,./ 
itndatera P,n..-,JN.1n 

!)->ft .... , ... ,. 

P91U"III "'"'"''V 11.i ... 
Po,v,,ru olt,ann 

... Ne, SIS r,,..at ·•-t•111 u..;. Ju!l'la Stldo •• I 
j 

t 

I 
! 
l 

i 

l . 
I I 

lf<ilS'"UISTS 
p.,,_, --·~····· 

'IMU!NTAJ< ••ow,Sl{«ABUUTIN/KOlA ... 
SOD 
TA HUN ANGGAUN .• - 

28. Format Register STS 

140 



Hk:msetdawktb 0211007 

11- 
Ut~ ...• 

011t1ettn~lt~. 
Bt1\Jl!ll<1 ~n111111uof 
""1olll,J<> °"""'.Ji'> 

Oitttuj',l,IQ"' 
Pt,!f cu,a 41\W• tni 

fb>Sf Ptl\QUI' I 

·,·: .... , 
~·.., "· :1 
i - w""fl :.: 

lie. TaitUJl t«>.Md lode lhlMI htterltiwr. Pe1t1c1:u11 ~do 
Wtdl:J 

IUKUWUVI.IM 
Puc..~'···-······ 

PtM!RlltTi\k PkOffiSl/'A&ll'Amt/KOrA .. _. 
SKP!)..- ..... 
TAHU~ ,01GGWH- -··-· 

29. Format Buku Kas Umum 
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MP: _ 

Ol<iapun olrh, 
&.nd41w,• Pe,..,i.....,v 

&encHh4tr• Penerim.n Peml:Ne1tu 

Rp ..... ·····-·· 

Rp. -········-·· 

Rp ..... '"" 

Rp. -········-·· 

Rp . 
Rp .......••.•... 

RP·········-··· 
Rp .. 

Rp ..........••.. 
Rp . 
Rp. ·······•·•··· 
Rp ......•.•..... 

Hkmsetdawk:tb 0211007 

,..,,,. 
NIP: _ 

Oi<ttujul ol~h, 
Pel\a:un. Aru•r,n/ 

Ku•w P'tnuuno """.,.., 

O Saldo K.s d• Sendah.ira 
l. Beocta'>ara Penerimaan 
2. Benda hara Penenmaan Pem~ntu . 
3. eendanara Pener,maan Pem~ntu ·-··· 
-'· d~I ... 

B. Jumlah pener,maan yang harus drsetorxan (Al •Al•A3) 

C. Juml,lh pcnyMoran 

A. P~ner1m.t•n 
l. lura, melalu1 bendahara penenmaan. 
2. Tun,), nv>l~~,i b('n~1har~ penenm33n pemb,Y11u 
3. \Jl('l~lvl kc •c•enmg bend.Jh,IIJ p('n('11n>J<1n 
4. "1e1,1v, ke 1~<en,ng •di umumd~erJh 

'i.KPO 

PERIOOE 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BENDAHARA P£NERIMAAN/BENDAHARA P£NERMAAN PEMBANTU 

30. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
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~ -···· , .... - ...... 

- - 

,,-.,~ .. =:r:· - loW.M>l'ol ·1 ., ...... -. ... 

i 

... .....,._ .. __ 
~-..._. ... - .... ~·- .. ' 

D. Format Lapora» Pertanggung awacan Bendahare Penerimaan 
: .-'ldm::1:s::-0.:::· 

31. Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
Administratif 
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4-.0.~- - ~ - I ••-·- ... o" ----- 

<« 

__ ._I ----- 

.... ._,.._ .. ...... _._ ..... _ ..... _._ ... .... _ . ......,_ 

U.POaM P9:lAN'GQ..NCil•-Al.tiN UhO.t.14.d.A "hfUMHhi 
fSPJ PI.NDAl'A1AI\I • ""'®ONU) 

2 Fungs.ona. 

Format Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan 
Fungsional 

32. 
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K.:t.!" .. :...k . .r".:.:f.3.:.,;;.f~:i; :"::f. 

·,·_.~&-,, 
NIP. MP. 

................................... 

:: ..... 

,-..,·.;:,·..;..,· t.r.~~ ·.-.>2'. ·,~ . .ut. <-,:· l·.i><·r.;,.,.,~ h,· . .r..;:.::..c.~o·,,:-,r.:s:-.flmdlPllmOl'D --*palode_ ,f!_ ZJllI-.nm 
wwwtt '•• dlllNdtlnmSlnl.,.._..,..,._CSPJ>~dtnl12I i •,llllmnlD:ntiilltl)llllldlmacWI 
.......................................... i..11 ...... bml&la: 

. ..: . .:..:· . ..- .... :-. r.::r_:::.dt ...r.:..rt:.~·.:::dr . .:.;:-..:!"'~4.Q....f'._.; ..:·,,~:. ~:..'..:...~ -=.:i-.r.:.t. ,-.:: . .:h . .-.4~.-.t<..r.~.3 :- . .::-.1~.:,. r.:.r. lid.o.lf. 
1~'-'~:,;:Kf-:.~.:4!'~.;.:!' .• ,:;~! ~'-1*".:.."' •• r: l<jiw-.·.;:-!~t.:k! ... ·PIKAKKBDUA. 

2. Nlml " 
MP . 
~ : Kmstid. Allllllai 

.".: . .:..::-: :- ... ,. .r; l~.l:'"t..d.. J::....t ~~ . .:::.:3 rz~ .. ~· .. ::-~~.r . .;::,.:.•,\!!.l:: ~.:d JIL!'.~.:e _.::...: .'.i.7.1.r(:k:J::- :i!,,:H.'.i.":.1· ~·.:...it :t::~.., • .-:-.:.:: 
,.3d:,.: PIHAK Pl!RTAMA 

: fltjMl'lfi-uw,-~ 
: oo·oooonouo-••••••••• 

: _ 
i".)!"~21".cl" . s :.:i:,i.z.:t:: • tL::r. •· ··-·· :,1."" .• :· •·. t.f:t"'~"\""•1, :-. U.:-...1f • ..:.-.k...:-;.:.r$. :.~.::.f~;!:;.-:r.:r hl·K.;..'., ~t: 
., ~.:.t .. ,,t.:.:;:. ':'".:l.:L::!",~r:...: ~.i,.:::.:r.:_ ~ .. .,!·-~~:.: .. : 

BBRITA AC.AP.A llllKONSl1JAS1 euu.N ···-- Ul 
ANT'ARA ~ AKtNl'ANSt DANPl!LAl'ORAN Bl'ICAD lCAB. W AKAlOII 

DBNGAH ·•· " lCAB. W A.KAlOII 
NcDcr-: /MRJAK-PU .. ·.J'ifl/J 

Pl!MllllN'nU{ KAIU'ATI!NWAKATOII 
BADAN PJH.BLOLA KBUAGAN DAN ASErDAERAH JLAllll't-NO.aW-AIGa.A'llllC1-, _ 

..-, ....... 22$ ·- 

33. Format Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan 
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tt;,n,., .... ····,-·· 

Oklt1Plotn d" t,. "'"'"'* ro..1a-a .,.,_,j, ""8'"'..., 
1)1,.., ....... .,,. .... .............. ,.~""" ... 

Pttt .. una .-,,..an 

· ~ .. ·--· 

:O P•nfar J.-ntsNrO 
.... Tl( p- 
lll'Afslat.>n 
...... oc.g1,. .... 
No.OPA 
T aihun A,..._,...n 

,.0.fA IJIHCAIRAH OAHA (HPOI 
N.c,: _ .• _ l~q._t: _ . 

St<PO ••. - ..•.••..•. 

34. Format Nota Pencairan Dana (NPD) 
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... .,.-ii;,•.' • .9,.-.; 
Peng9unaAn99anon 

PAGU lt!NCAN& P!NC&IR&N 
IC)Of RtltfNING Urwian JUMlAII .INGG&ll&N U'fGU TU LS 

l z l • 5 a 7=4•s ... , 

JUMlAII 

PEHERlNTAH KABUPATEN WAKATOBI 
9<PO . 

RENCANA PENCAIRAN DANA 
TA HUN ANGGARAN . 

35. Format Rencana Pencairan Dana 
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- 

J. ·, f ••••• , • =· J 

:, s-a , ( 
~ .• .. <I·•. 

........... 
:..;a· '• .. ~• •.;...c ';t·:.a,;, 1¥.r.,, ,•,;a:a ••~n· :.,• ••• • •. u,,· •r. 
.. '\.l#.:'"• t~• •' ••• •<' ~ ! ,,..., , :•...-....:., "'' 

-..:.·1 ••::,-,. •.ai·r«.·r ~-::• r .,..: 
~ •.,.a. 

SUMT PlRHINTAAN PIMIAVAltAN UANCi Pf11$101MN (li"P•uP) 
nNUl:JNfAMU.1.WI\T'tNWAUfC9l 

2. Fo::r.a: Sura; Pengarnar S??-·_-? 

36. Format Surat Pengantar SPP-UP 
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l.omlNi<' Asll : Vntuk Pcng9u11., An99oron/PPK·S1(J>O 
Sallnan 1 Untulc KJas.1 BUD 
Salnan 2: Uhluk 6,mdahar• P«ng..!uaran 
Salnan 3 Untuk Arsrp Bendahara Pengeluaran 

•lcar~t yang ttJ~ pe,lu. 

Wan<;J .. watnq1. 
••ndahara Peft9eluar1on 

Pad.I SPP ,m dltet.apkan lam1>1rar>-lamr,iran yang drperlukan sel>agaunana lefte<a pada da~ar kelengkapan 
clokurmm SPP.. I 

N SP2D Sebelumn • 
fan99"1 Nomor 

No Uni an 
I SPD 

uano Penedlaan 
SPP.UP 

1. 1111ma SICPO/UM Ke<Ja 
2. lllllllll Penq9urn1 

Ar,ggaran/Kuas.l 
p~ounD l>.Mnar11n 

J. Nama Bendahara 
Pe"l)<II uoran 

4. NPWP Bendah.lra 
Ptonn<!lu1u;Jn 

5. t.ama Bank 
6. Hornor Rekenina a~nlr 
7. Unt...., ~erluitn 
a. Das.1r Pe"9eluarnntu 

KAR. WAKATOBI 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

Nomor. 

37. Format Ringkasan SPP-UP 
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Wang~wan91, 
.. ndahara Pengeluaran 

lt!<bll~"ll · empat raws iuta l•ma pulul> delo~n "bu rtC);.t, 

Me,,getahu1/Menyetuju,: 
Pet190un• A099aran11tuaH Pe1199un• 

A119g•r- 

Total: 

Urallln No 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

T.shun Anggaran: 
Nomor: 

KAB, WAKATOBI 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

38. Format Rincian SPP-UP 
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b2 

..... P . 

•v•!r ;eur _ 
P£r ;ii.."i .~rg.gu~r .• KL iii Per.gg~r1J :~SfJfi r 

:. --1"' at _1ar; Pttit~tii'" .JP' :e,1:bt.1 ~tatai a(.if :10i'!i-ri~ir LftL~, '-tctr _Jr gt..rJ 
l""!i-b11.,.1, <!i1iltlf ~ ar; kaf""1 :lf'.ur.ikar, H:.L.Jt [)P.\-5KP:. 
2 .cr- ar _iars ~er1e:,11r ;_,p· tttUC1..tt,::al Jk1r ~li.._f'ak:ir t.n ... •.f'"tl"""O•J,·J cerg1 L.irar 
-Otr<j!·i..Jrar 't'Jfj l"""!f"'h.:: r.etErti..3r ,ar; t>f.f'\J<:.. t-u ... 1 ~,1,1.li..H :..er;ir ?tt""'bi,3rar 

...ar;;s1..r; t:..S 

!lib 'A>kHob l•r.r -·-·-·-·-·· .. -··-·-·-·-·-····} _tr:t.lj, .:.eotrtt.ar. S.:.PD . 
• \r1.;s1rar :•r~ir 1r,1 f""ff·l'iti~ar ,:,£r~1r ieber,ur,-a ::>.-it-,\a: 

Set'Lb-ri3r, :!r;1r S-.rat Perr·nrnar PEf"""b3,·it3r, L13r~ Persec.:ur S?P·JP' 
,,o ,ar; ,.a,.., i!J-Or ~b!ur llp. ---·· ,· /Tub/long: 

..,orsor. . 
SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP·UP 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

39. Format Draft pemyataan pengajuan SPP-UP untuk ditandatangani 
oleh PA 
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- 

... : ri 

4 ..-,:..-,au"•~-•• 

~,,: 

-"Uo' .. ;.-t.11·,·.'lot·: 

:.r;r •r:1-c..a· .• ,_., :.:,,:: :rT"J "rJUr ,·::IT ·r~r a- ;..er, ;:ur •JC. :;.1 .:.•, 
-r. '3 .• _.~ •1,:;.i, ·>• •,ua·, ,.._ ·•ii .. -.. •. ,· ._, ··~ tr·1.-~ .a,• .;i,; ~•ucu u·.a,::, 

.... M.1"•1:tt •.M"t'a.;., .. ·:,1• 
:--·: 

2. Fo:-:-ru,'. Sura; ?eng11..,:1i:- S??-Gi.: 

40. Format Surat Pengantar SPP-GU 
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Lt:mblr.ltiii -·~< :!'~)- liJ..~;!"i' ::-,.y,.:-: 
Stilfl&.i 1 ;~-: <..Ui ~-: 
S.in•.n 2 _.'"':,.( Si"Cl 1.-;::~ :t.1~2 
Se.t.-,ln) J~.c J.·~ °:,!'"Cl a-j:i-~-! .. a•.t" 

·r..s.lfl!'. I: r:5ks~1 
:-.1?. 

\t.;;.r::is t&r:.;ar:1 

. ..... t:.r.\\5:1. ... 
Bendahara Pell&eluaran 

O;: ... 

II SP2D StbtlUDU1Yl 

?l~'l.J.: R;,. 

:\~:~,::~ R~ 

~:· R;i. 

~i-,,:r. R;i. 

\~~~ Rp 
tr Rp 

us: 

I SPD 

l"r~h.a. 

Se be sar: R~ 
,:"'trn:1e:r~. 

SPD. 

:,.,,-,i1 SKPD 

!PP-CU 
O.C.ti Om& Per1ed.iu.n 

PEMERINTAH PROVINSl/KABUPATE~/KOTA., ..... 
SURAT PEJUUNTAAN PEP,1BAYARAN (SPP) 

:--::irr.:ir: . 

41. Format Ringkasan SPP-GU 
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::tP . :.lP . 

Be ada.hara Pe age luaraa Peauuna Anggaraa 

~e:t:L!l.';g: == r..ipiaf. == 
10TAL •....•......... 

~- ::5: 

5 . x.. xx xx xx xx xxx 

3. :S: 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*j ....•. 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAA.~ (SPP·Gul 

'.\~:::or : . 
Iahur, . .:..r.ggarar. : . 

42. Format Rincian SPP-GU 
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\;IP . 

............................................ 

\~Er;e:a~,.. 
Per~;'"",..a •~rg~a,ar f Ki..U.a P!llSi'--f•I ,\rg;arir 

: .. 1.,l""'t3r ~Jrt«~ir~ .,e,it::11ar, ~;..1 :truo •. :: :.ltu a\'.1r. :.~r;1..r1\'.ar, ..;f,t~k ~tptrh.ilr,~ .. r a 
r'l!1""b,ha i.£; atar \'i'i t.3r-,1 ikur.ak:Ht iHL.3 tPt.-S<."ti. 
2 .t.r""'tar Girt,Uifi ?Hit: iif 1:3,,.t' !US£DL! :ieR atar ~q.r.Jkif· _r:...t. 1"'"£,....0 )!Jil Ct"gflLJ!'if. 

per~! _a,a~. "ar.; r-erL.r .. : ~!:ert_ar or; b-tf\l~ .. t-in.s ~1\J'l:..i(Jr :.er,;ar Pt,..b3tJr3r 

.. !f1~l1.f~ ~· 

Se~t..b1..r,;1r, ~trg3r 
.. t1rgga 

5Lt3t Per- r tasr ~f"'b3't'Jr3r, G!r.t1 L'tr~ P-ene:1a3r. ISPP-0_1· 

..... ,1c; ... ,... aJ.<iC HMU' l!p. -·········-·-····· (Tublkmg: 
Lrtd: ~e?§n~ar. S)(P:> ~c, ·.\a~at::,b T1r 1J -··-·· ····- .•••. -·········· .J 

'l::>l"::>f: .•. ············- ····· . 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP·GU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

43. Format draft pernyataan pengajuan SPP-GU untuk ditandatangani 
oleh PA 
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:'\JP . 
····················· 

Kepa.a SKPD . 

Demrk.an S'..1:a: Permcncnan ::1: semoga Bapax dapa: 
:11e:1ye:·.1:·.1: dan atas i.e:-:asar.1a:1ya i.a:n: ucapka» :e:,:na 
~s:h 

.. Rp 

R? 

Program . 
Kegm:on . 

, ,·· dengan R::1c:o:1: 

·- ..... ~· ..... ,• Se)eSO!" Tambahan 

SeiY.1 sungan d engan ,;:e'y.i:·.1:1n:1 i.eg:a:a:11 karn: maka 
dengan ::1: morion Kepada Bapa:.. ,;.::-a:1yo dapa: d; )er:,-a:: 

Kepada 
Y::1. Pej aoa: Penge.o;a Keuangan 
Daerah Kao \\'aka:o':>: 
dr- Permohonan Pe:1go.pa:1 

Ta,,1ba'100 ua,1g 

Xornor 
Larnp.r an 
Pe:-:ho.'. 

. ...... 20: . 

Jln. 
SPK.D . 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 

2. Forrna ; SL:~w.·. ?::~:no:10:111..., ?t::11,w.;1..:11.:1 S??-T".. . .' 

44. Format surat permohonan pengajuan Tambahan U ang Persediaan 
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Kepal a 13PK\ll 
Selaku IH I), 

s. Tcmbzhan L ~·~ ?~rs~tlti!aJ) t.!rserut Ll1gunaki.:11 untuk p&1ltug i ama l I satu: bulan ~Jak 1.a.ugga! 
Si'~:) t.ltterl,,!l.: . .n . Apabrla ra1:!haha11 L".:.11g i'.:r,ed1oll!l1 li:r,.:i'ut udek h.-.1'1;; dalam satu bu.au, 
1nt1.li! !t:~a danu ~~ng ada rJ.di.: B~ud~h'1!"a ?~og. ... -lueran r.J1 .. ~tt'rlai, l~n:1'~:l ke Ka~ :)ltr.lh 

Kabupat en \\".:I.mob! Rel.."\ ,,1:10r: l 05.0 l.0~.(>00003.f. p.!d~ Bwl. Suit re. C:.l'.!11[! W al.atnb1. 

' T.:.ml:-ahw l"wp. I'ersed.aan terscbu; udak de.po!! i.l1gun.!1a11 untuk m.:m1,,a;,,!1 pcugcluerau 
;ang n.cnurut ketentuan h.:.ru, d1lal.ul..:11 dengau r:mb.:;ar~n L,n{!sung 1:.S;. 

- 
Kude l r11ia11 Jumloh 
Rel... 

Jumleh Rp. ,· 

Sehubungan dcugan buur . tersebui d:.,ld,, d.:ng.?.111111 i.!11'-cnl..!!1 r,er,.:luJuc.n Tembahen l."wg 
i'.:r,~ltiw ,.:i'e,.!l' Rp (lcrbilani:), uutu], l.eper: uan n:i:ni.l.:s.!1 SKi''.) 
LJ~n~att nncien: 

1,. Surat Pcnuohcnan T.!!ni'ahan l.".i11g Pcrsed.aan den i'A Ki'.\ \N::nr 
. ltnla?.ug Pern~PhL>lh:..11 Tambehan l:~ng i't'"ri.:tbaci1. 

l , :):Ul!r: 
,L Peraturan vlcntcn ilel""'-11! '\'.:g.!n '\'n1nor .. _ Tahun ~O~O t entang ?~dm:~cl1 i'.:ngc-h,~i:.att 

Tekrus P.!ngelofa~u Keuaugan Ja1erd1. 

\\" l!JtG•· \\" .!IILll 

Kai:.\\.",!. katob: 
J!· 

K:!pei.li Yih. 
?~11ggu11.1 :\nggart111 Kuc?..'11! rcugguni!. Anggcran 

,·ouKir 
ll,!I : Pcr~ctuiu1111 T11111h11han L11ng Pcrscdl1111n 

\\",!J1g1-\\ .!..11!!1. 

J:11. Adh;,.:..l..sa :-.·o. 30 \\ru1g,-\\"a11g1 Selatan, K,,dci'o,: <;3-9: 
Em oil: dpul..11d "11l.11tobVif, mail.crun 

PDIERI\ I ..\II K.\lll'P.\ IL\ \\ .\K.\ I 081 
IHU." Pl~GlLOL.\ K[l.\\G.\\ 

U.\\ .\Sl:T D.\l:IUII 

' 

45. Format Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan 
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-.i~.' ... -..;:1 1 • 

;.;.·..;1· -,-:c ·::,1· :, :: •. 12- :.:a: :c·:.i·: :,:- 1:1 a- .a..·;,:::·,.,·.::::::·-::· t e :· 1 :u 1• 4.l: ,• 1,,,::.:: -:·.- .,·;:: :· 
,: u·,.:-.: -l·-· l:u :.;.•:1'",: ,.,··1:1 r .t.::: :.;. 11-1 • •l- -,-,::.,.a·>-:~:, - ·:n'" :c-:1,1 r ·1-:1·1· .. .2·,: 
~~ :u- -~l :.c. .. <..~ 

··-.: 

PfHfRJHTAH KAIUPAT!N WAKA TOI I 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN 
(SPP·TU) 

46. Format Surat Pengantar SPP-TU 
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LemDarAJlt _-_,-:e~;.·.:..:..·:;;.2":· =-,.9<.~:: 
Ssknan 1 .r~ ... '-ll.l ~~t: 
Sa.tt"U ... "12 J":..<k::-s"1':e·-;c.1"'J· =-,.,' 
Sltma.n) .. -':.. .. •·s: ~--:.2·s-i-;t·;c.1·r .... , 

:-.a~.~ ..e~·i"-::a? 
:;:p 

:.ai~gg:a, 
Dtcd.abam Pcnaclu.arao/D-1:ad.aha.ra 

Prn.aeluarai:i Pemlaar..tu Pejil.l>at Pela.Juana Tek.a.ia Kc11atan 

ll SP20 SC:bdu en,. 

l<o 

~· :,::::.r 

IPP·Tti 

th.In 

~)"':"): •• 
~.:,:;:,: ,<;: 

..:11 .<;:: 

'.\:.:;::>r ·°'F 
;\.)~JI:' •• 
_:,? "F 

I SPD 

PEMERINTAH PROVJNSI/KABUPATEN/ KOTA ., .... 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

'.\:>r..:>r: . 

Format Ringkasan SPP-TU 47. 
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:,~r . 
:,arr.a Lengi<101 

\!P .. 

Penuuna AnggaraniKuua Pengcuna Anggaran 

:irr.;iat. :an~5a., 
Beodahara PengeluaraniBenclahara Pengeluaran 

Pembantu 

':e,..=i,a.. ~. == ;u;:;ill~ ::r 

T01AL .. 
:J. :st 
~. X.>..X.X.X.:«.XX.X.U 

5. :s: 
' • X.JIX.).."(,X'{ XX.Xll 

6. X.lCO'X XX XX.DX 

5. x.xx.xx.xx.:a.xxx 

3. :st 

:·::.a: R-.::i:ah Ira.an 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PROVJNSI/KABUPATEN/KOTA•I ...... 
SURAT PER.~ll\i AAN PEMBAY ARANT AMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP·TUI 

~ o:::oi : . 
Tahun .\nggaran: . 

48. Format Rincian rencana penggunaan TU 
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Catatan: 
Co<ur- an ,n, oieh Ban:la'ara Pa'>3e Ll3ran pp-K :lan :11an::131:an3an1 o ah ::>en;i;iu,a A,3gara,. 
Ku3Sa Pan;r.i~,a .<.n;i;iaran ?&:ia &aat pan;iaJuan :>an&t:,rtan SP2C <e:iii1a K.i;is3 BLD 

11\arra Lan;i~ap, 
\IP 

l,'eTI;illlahu,: 
i"!!n;i;iu,9 ti.n333·31n Kun.a Perg;iun9 :.n;i;i3ran 

Derukran Surat Keterangan 1n1 dibuat untuk rielengkap1 persyaratan 
SPP~~ 

No. Kode Rekening Uraian 
Jumlah 

Urut (Rp) 

Juml•h 

Sehubungan dengan Surat Penntah Pembayaran Tambahan Uang 
Persedraan SPP-T\.J) yang karm a1ukan sebesar Rp 

\1211blallgperluan ) .. SKPD Tahun Anggaran 
l*nglrtelain dengan sebenamya bahwa jumlah tambahan d1gunakan untuk 
keperluan: 

SURAT KETERANGAN PENGAJUAN SPP-TU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

3. Format Sura: Ket erangan Penga::Ja:1 SPP·TU 

49. Format Surat Keterangan TU 
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........................ 

Ver;t!i ... _ 
Qe.r~~~ri ,•,rglarar: k.i..aiHi Peris'-r,3 :..ri;irtr 

: .• 1..f"llat Ji,....t3t3r '-ar~ Peru:,3.ar f1..I' t!:rsebLt OlJU5 a~3r, j1periLr3~3 .. LrtL,: \eoEr!.ar ;1..r3 
t""'!r"bl.3~31•.~i·ltlr \'3r; k.3f"".• 3Uar,ar.ar itis..ai:~.- •• 5,;,,~c. 
2 .• i.. ~tar T3,... o3tJr, i.'J'"i P!rI!!:i!lr IT ... · :!rs.e:b:.:tt :.at !,!r ~1;1.rakJ,. .. r !.-:: l""!r"b1! ,•!1 p!rg! _arar 
·Pffjfft,.)r3r ._,3r~ r""i:f,:..~ .. t \.ete:r,: .. 3"' ;Jrg btr13t__ t!rL .. i :11!h.,.l .. :~r~3r, Pef""b.a\•3r31"" 

-lf,GiLf~ us: 

............................ / 

Stt11..b ... rgilr: ~er,1ar, 51..rat P.err""1ruilr. P!l""t3,-1r1r lar-bit'.U .. 'ar,j Perte~aar, tSPP·lL1' 

\,i:, '3f6~a1 .. 't'lr.g ._3r"""c 3,.-•.3f. ;eb:;ar Rp. -··--··-· .. ·-····· {T~rf:,llar,g: 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPP·TU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPO ................•.......... 

6 Forma: Pernyat aan Pe:1ga.1·.10.:1 S?P-TU 

50. Format draft pernyataan pengajuan SPP-TU untuk ditandatangani 
oleh PA 
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- 

":1:1: 

J"'",..,-:.,·.n·r:,,.J--r 

:..-u- •r:,·1:q,· ·,r-'1 :.;c '#T't ·r .:.,r ,•;;.-.- •r.uu:r :r :,rt :i.,r 
r.- ~~- •r Ji:..1-r "''•- :nr, · ..,- -v:.i • .r ... -. .- -:Jr •r:J»ll· ..r.a.,;; ;.- 

"tt-4. •· , . 
"";. 

lUIIAl PllU41NlMN il'fMtAYARAl'H.ANliSUNli CiAJI OAN TIINJANGAN 
Cli'P-1.S.<.IJI-Y\N)ANGAN) 

2. Format St:.~a·. ?eng~ttr S??-:.S Ga;: da., T~,: a.,g11.n 

Format Surat Pengantar SPP-LS 51. 
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- ----------- -- 

.• -r·ra:s:r ,:;r·,2 

: r. ··•~~ s- 

:.e-t.r •r-:c'"'r....- '•E..'9 t.:s: w7't •r a:1 r ··:a·r ·rur:1~ :r :.,. t :;...,... •c , . .....,::;;: ·., ;;. .:s·: .... :: .,..., .•.•••.. ~ .. .;. _ ,_ •. ··-.·t- -.-a.. • .- ~ , h ..6 - . 

: r:•· 

........ , '_ . :..·: 

SUIIAT PfRMINT.U.N PlMIAYAJIAN lAN~G URANG OAN JASA 
(Sl't'·LS IAIUoNG a.AH JASA) • 

2. Forrna; Sura; ?e:iga.,ta~ S??-_S !3a:a.,g d a: , Jasa 
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l.em:llf.A.:161 :":.( !e,·-;;. ·:J.•;;:~· --,-~-= 
~Milfll r..<<..JS.!:I-·: 
SIMa..112 J:.·dt·::1·,2·,::r-;t.1,· :r, 
S.Nnln) Jt..• :.·s:: Sr'..c..e·..!•!::-e-;-e;,.J:, ...... -, 

:-1a::1• .~;-.£~•? -,~~:. .~:,~l(,:,?' 

:i:lP 

!..:t.~aP· 
Bci:.d.a~a Penae.luarai: hj•hat Peh.luua Tekc.l• Kes{atac. 

~·,, 

~'J!::-.lr R;: 

S>.-r:,; ?.;: 

:-u R;: 

~: ')..'T ::i~ R;: 

~i"i".:'.l." R;: 

:..,: ~;: 

!PD 

SPP·U 
Lu.puc1 Gajl dua fu,Jacpn 

~IP 

PEMERJNTAH PROVlNSl/KABl:PATEN/KOTA.,. 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) 

;\or..or : .. 

52. Format Ringkasan SPP-LS 

165 



Hkmsetdawktb 0211007 

t..em:,a,J.,li J't .. ,C =~·;: .. ·..iJ..·?;.r.t• !!4,..i,;.!': 
Sawn 1 .r! ... • ... ui ;1-c 
5a.~2 -'"!.<~- • .r..c·-:=r;! .. .t".:·-:.:-, 
S.linatl) ..J'! .. \t.·t,:. .e-, ....... :t:•i;~.1,· ::-oe. 

t.1-;:tS .!!'.~.ii,) 

~IP. 

:..anep ... 
Bu:d.u.an Pt:e.pluaran[Bec.uh11a P9"&tluaun 

Pu:iba.etu Pej a lat Pel aka&l1 a T eJu, la Ko pat a e 

,... l"n.l&..D 

lsPD 

:'":.:- .. ~~ ~' !I::" :i:- R;: 

:r.e~ ~; :,:-:- ::,: R;: 

:s.: :~: K;: 

a iSPlD S.belam11:,a 

.r..~~ ~, :l."T :r. R;: 

:~~E~ '~~:i: R;: 

:1! ~! :1;: 

5:th·,r 
:cr'::1!:::"'f 

IPP·LS 

~lP. 

PEMERJ"''TAH PROVIMSI/KABUPATEN/KOTA01 .... 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ISPP) 
~orr:Jr: 
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~mtrrarA.tlt _-._<:·•r;;-·.sJ•;;r:1:· ~-v9'..·: 
s.ma..,1 -'":..<,.!s.:~.: 
Sa:wtu2 .... :..<;r2·1·1·r;e.,'1- •• -, 
$a.Sru.n) ."!..<I' ;.-s,~-c.4•,1•,1-c•se .J~-,c;-, 

~:r 
:--.:a::.:a ,'l:!",~~:S? 

~\;p 

PejG&t Pelaltuna T•lmil K•1latan 

:)st 

i:r&Ju 

;!=!n:- 
:c-ci.:...-.; 

I SPD 

SPP,U 

X:,:r:,: R;; 

~JTJ:' R;: 

::H ~,. 

'.\'.:i,:r:,: ~;: 

S:,rr:>r ~. 
:.,1 R;: 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.,. 
SURAT PERMINTAAN PEl'ttBAYARAN (SPP) 

X:,r::or: . 
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~3:":1.3 Le:-.~~32 

\IP. 
\ 3::13 Le::g,ta:l 

:,JP .... 

::c:a:. T1:.~~ 
lltodabar1 Peoceharao 

!,1:;.~:.a.:·-· ~.1~=--~~::;.·:.! .. 
Ptouuo• Ao"trao 

. :"'i.:OiC!t: • • 

TOTAL .. ~ . 

::. :s: 

Ix. xx, xx. xx. XX.X.'C< 

! . ~XX.:'CC.XX.JO'.XX". 

:, .. a. H-_:iat. K:l<% H:~e:.::.g :-: 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

'.\om~r: . 
"."ar.i.:r .. ~J:_ggara1:: .•.. 

PEMERINTA.H PROVINSI/KABUPATEN/KOTA•1 .•.... 
SURA'T PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG !SPP-LSI GAJI DAN TUNJANGAN 

53. Format Rincian SPP-LS 

168 



Hkmsetdawktb 0211 007 

>Ir " '.,![' . 

Bendahara Pengelaaran/Bendahara Pengeluaran 
Pembantu P,ngguna An&garan/Ku111 Pengguna Angaran 

. . r~iah 1r• 

TOTAL . 
'.'.J. cs: 

~- cs: 

6. X.'<.X.XX.!CX.XX.XXli 

4, .'tXli.XX.lO(.>.,"(.XXX 

5. X.'CX.lC(.,c;;.l\X.XXX 

3. :s: 

2. X..U . .XX.X'C.,c;;.JCOC 

X.'ot.lC(.XX.x:t.JCOC 

Ir a.an 

RJNCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERJNTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA•t ...... 
SL'RAT PERMINTAAN PEMBAY ARAN LANGSUNG [SPP-LS) RARANG DAN JASA 

\~t:'.:J!': .. 
Iahun .\ngga:an : . 
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:,.P. \IP .. 

T !::;n:. Ta~.~a. 
llendabara P,n,,luaran 

• e"'C:i.a,g. == _p:or. e e 

TOTAL .. 
: : . :s: 

,. :s: 

Y.XX..XX.:0-.XX.XX..X 

:s: 

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA'I ···· .. 
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP·LSI PihakKetiga Lainnya 

:,; ~!!!Jr : . ... .. . . . .. . .. . . 

':' al:t:r. .\r.55arar. : . . .. . . 
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\l.:1t{':&hu1. 
1'.~o;J"SKi'!> 

rou.: 

r'i'h r .. ~..i i'i"'h ~.ba: r?h Pa.. .. -.; ..i 
"'"' ~; 1:: 

l.ri.l.itl '('. 

Format Rincian Penggunaan LS Barang dan Jasa (untuk rutin 
pendukung) 

54. 
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Nomor claa Tanual SPP 

Sl'lol Yanc Dibayarlnn 

jKo. 1u1<,nin11 
No. Krterancan Jumhb 

t:raian 

Juml1.b SPP Yan, Dimima: Rp ......• 

J:.:::iar. H;:. ... 

No. Jumlab &trrancaa 
Uraia.D 

(No. Rel<eoin1I 

l 

Ptmb,baaan Pacla Keciatan 
h'TLAI KODE KEGL\TAN llllWAN 

PotoD&&D - pot ocean : 

;,: K:":n::.~53:.i< 
\a::1:1 B3:iit 

SKI'D 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA 

!lo. SPM: hbun Anuaraa: 

P EM ERINTAH PROVINSI/KABUP ATEN/KOTA') 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Uang Penedlaan (UPI 

172 
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'JP ········ .. 

r:ergeah.1. 
::it-r&gLrcl ,\r.;giti'": KLlU Pt""i~i..f3 :,r3; 1<ir 

\,JMI, 

:. .c..r"" :1r ._13r; P!ti!Z1aar 1._1p terHb-: : U:11! 3t3r ::,c,!r;i.r31'-.!r- 1..'"!t.~ ,eP€.r'L3f: il.f·J 

f""Cl""'C,hi11(eg.a:ar ,a"'; kaf""1~ur.a~ar. sei...11 ::,::...s<.o:, 
2 .Lf"'1Jr • ..IJr:i Peri1:'tJir1 ~·p· terabL: tt:ik at.1r :tj-'i~Jr. 1..rt1.k ,...er--0•1v·a,0cr11i1.1rir • 
ptr~!L3f3f"· ·or,g ,.....frLr .. t ~eart1.Jr• i!fj t>f-rtJ(L t'1rL1 :-1!\.:..lar. :-er~Jr Pef""'t..h•Jru 

.. ar~SL"'i ..S' 

,\r;;a"ar ... 

S:t-i..t_rgir ~•rgar s_ra: Peri,:1i- t/t-f""'b.!11r L'an~ PerH~ Jar. s:-v .. ~1p· 1'~~- 

.......... Ur-i;a1 ;lfli Uf""i a;i..J".J"' Scb:iif Rp. --·· .. -·-·-··-···· (Tt1Dfkm;: 
--····-·-·-·-·-·-····a. J , . .lr!L k p,,,EO-!r'Lit"• S<.P:i •. ..... i<at!. •;\ra\1:~o., tar , r 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-UP 
tJ~l"'~I: . 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPO .. 

56. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-UP oleh PA 
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xama .engkap 
:--:P 

. .. 191 
Pengguna .~?1ggaraniK·.1asa Pe:-::gg.1:10. 

~gga::a:1. 

L___j ,:Oi 

Demi-c an sura: pernyaraan ::1: d:::>·.10: dengan sebenarnya. da.arn .ceadaan 
sadar. dan ::do..,.; d:':>awa:1 :e,m.no.n. 

s·_1:..::·'o'..l,c: dan dokurnen as.: :e::se·.n: t e.ah d:\·e::::::..as: o.en Pe:aba: 
Pe:1a:a·.1sahaa:1 Keuangan f PPK·SK?D d an dis.mpan sesua; ;..e:en:·.1a?1 
yang oer.a ... .1 pada Saruan Ke:::a ,8; ·.1n:·.1;.. xe.engxapa» 
adnurustrasi dan .,.;e;>e::·.111:1 ;,e:ner..,.;saa:1 apara: ;,e:1gawas :'-.1ngs:ona. 

Dengan ::1: :nenya:a.--m.."1 d engan sesuoggubnya oanwa : 
: Pe::h::·.1nga:1 .... 15} ... sece sar i6, .. (dengan :Y.1r-.1:1 :e'.a:1 d::-::::·.1ng 

dengan 'oena::. 
2. A?ab:'.a d; kernud.an har; terdapa; i-:esa:a:1a:, dan , a:a·.1 :.-:e:e·'.).:1an at as 

pernoayaran 17 terse out , secagian o.::i:.1 se.ur uhnva. xam; 
t:.e:-:a:1gg·.1:1g :a\,·a'.:) sepenunnya dan ber sed;a rnenyetorxan atas 
'..;esa:a:1a:1 dan z arau .,.;e:e·:x:10.n ;,e:11.:>nyo.ro.:1 tersebu: ke Kas Daeran 

:--JP 
.Jaoat an 

............ 12, 
...... 13; 

Yang bertand a tanga» d: ':,awa:1 1:1: : 
:--0.:1111 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJMI 
xomor : .\ :) 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . 

A!amarSKPD 

R. Forma: S-..::at ?c::nyata>L-i Ta:1gg1..:1gJawab '.,hJ.::llk 1S?TJ~.1: '-'-,:uk ·_-?_:G:.: 
1. Fo:~..at Surat ?c:::iya: ..... , Tunggu ng .Jawab \lc:'.ll.k 1S?TJ\I: u ntu k 

· ... "?."Ci~ 

57. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh PA 
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!\IP. 

~,: ... PPK-SKPD . 
' 

Cemikian surat pernvatnn ,ni Si!v'i buat dalam kea:liiil'l sadar da'l tanp;; paksaa'l :lari cinak 
mana::,un. 

t.'envauka'1 :!l!nga'l sesungguhn,a bahwa :!~kumen :!a'I amporan Surat Permintun 
Pembayaran LP l\::m:r -,mgg.a . _ telah lengl<a~ dan sah ses~a, ketentuan 
peratura'l perun:!ang-un:langan. J,k; :!i kemu:!ian hari pern,atnn sa,a '"' tidak beMr. 
mai<a Sol'i! berse:!1a dioerikan sanksi sesu21 per;aturan y;ang berlaku. 

PPK-SKPD 
!\IP 

Sa.a v•"i tert;;ndi tangan di bawih l'li: 
f\am; 

SURAT PERIWATAAN 
VERIAKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAII. OOl<UMEN 

DAN LAMPIRAN SPP·UP 

KOPSKPD 

58. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD 
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:Lntuk Pe,gguni :..,ggi•an .' PPK · SKPD 
: Untuk Ku.sa euo 
: I.Jntuk ee,:ianara Pen,eluaran: PPTK 
: :,mp een:!ihira Pengeluaran ! pp-K 

Lemtareri :..Sit 
Sa ,nan 1 
Si .nan 2 
Si ,n.n 3 

r,..1p 

PENELITI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

D ,urat peng•nt.r SPP-LP 

D nngk..nn SPP-UP 

D rin:,an SPP-UP 

D SK eucati tenn,g Eesaran UP 

D utininSPD 

D :!raft Pern,ataan pengajuan SPP-UP untuk :iit!n:iatal'lg&.,i oleh P:.. 

SPP • UP 

SURAT PENEUTIAN KELENGKAPAN QOKUMEN see 

yang SPP-UP dokumen 59. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 
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Nomor ciao Tanual SPP 

..:...~ ... ,,..:.1 

L:J:a:·. P~::.~. F,;i. ... 

J.:J:a:. Yi.~.~ D.:~.:,:.. R;:. ... 
!l'M \'ace Dlbtytrluo 

(lio. Rtktolc(I 
lio. Jumlab Ktttraacto 

t:raiao 

L:J.ii..1 R:. 

Jumlab SPP Vane Dimlnta: Rp .... 

jlio. Rtkeoi.acl 
No. 

I 
Fi;:. .... 

Jumlab Ktterancao 
t:raito 

Ptmbebaoac Pau Ktclatan 
l«LAI KODE KEGIATAN IU!WAN 

Pob)D,ID • potOOCID : 

\.:.::.,_ K~::t::.~a:-.: 

~;i::i9 Ca:1~ 
\"f",\ p 

Sf.:PD 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PEMERINTAH PROVINS!/ KABUPATEN/ KOTA 

Ko. SPM: T1bu11 An"aran: 

PEM ERINTAH PROVINSI/KABUP A TEN /KOTA •1 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

G&nti Uang (GUI 
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".tP 
·- .. ···················-···· .. ···· .. ····· 

-.,,er;e:1"' ..... 
?!rgg_r3 ,,r,a~anr: Ki..au ?er;~i..r,J w.;;ir:rr 

: .• 1..,.... Jr ~r:1 1.-ar,g ~!f!!:.!!r i:3,/ t!f!!t ... : :: nu Jkar :. p1rs'--r1•.1r _,.,:d, ~:!p.!rh..1r. ,1.-r,! 
r"!f""ti:s, 31 k!~i!tJr. -J!f"; lJr"1 H.H1r,1kir !!!L!1 :~A-S<.t>O 
2 .t.r"l3r ~rt1 Uari Pene:,1J:r ':ilJ' tffi!b1..: t.C3< J:l:.Jr, :Sij .. r3l3r .. r:1.ik r"!f'"O.iTi•Pt'"if LJn1r. • 

p!r,s£ .. 1rar var.; i-er~r .. t ;.ftert .. ar ,•arg OE,,Jli.. rolti..i ::,,:a,u .. car ~ErfJr P£f'""ba,·ar3r 
-1r.~s1..rg r.s 

Ser1..bi..r,;ar ~tr.;a" S<-r3t Penr.tar tv•!f""D3,•3f G1rt1 LiJr; P1rse::,a1r SPV-GL•· • .. ~ 
. tl'"iJII.. . ,.f,i tar-. 3JLklf, S&bH.U Rp. ··-· .. ·-·-·-·-··i· {T•rl:,ltang: 

..... _ , .. - ) LirtLe. K.eoer1LJr S~Pc, . ;:ab ·~\1kat~b ra~1,..r 
;\f~iJrlr .:'en~Jr \f.1 l"""'!f'o'Jtilir :er~ir Hctrarrv3 b:ar .,1: 

'>iOf"!ll'. ...••••..••....•••• 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM-GU 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

..i,:.v:,~,:. 

Format Surat pernyataan pengajuan SPM-GU oleh PA 61. 
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Xama .engkap 
:---;p 

..19,. 
Pengg.1:1a Anggaran,' Kuasa Pe :1gg.1 na 
Anggaran. I :\!a:ero.: I 

,:o, 

Demikian sura: pernyaraan ::1: d.oua; dengan se aenarnya, da.arn ;..eadaa:, 
sadar. dan ::da:..- droawah :e .<a:10:1. 

B'...l:.-::·Y.1:..-:: dan do;_.1:11e:1 as.: tersecu: :e'.a:1 d.ver.fikas: o.er; ?e:aba: 
Pe:10:c:-1sn::ion:1 Keuarigar; , PPK-SKPD) d an d!s::n?o:1 seaun: .,;e:e:1:·.Jc.:: 
yo.:1g ')e:-:a;..-.1 pada Sa:·.1an Kerja ,s; ·.1:1:·.1,,:: .ce.eng.capan 
adnuntst ras: dan keper.uan peme n ksaar; apara; penguwaa :•.1:1gs:o:1a:. 

Dengan in: rnenyat axan d engan sesungguhnya bahwa · 
:. Pe:h,:"-lng£l:1 ..... ,51. . s.eJCsQ: . 16·, .. .dengan :1·-1:-.1:'. t e.ah d::1::·.J:1g 

dengan benar. 
2. :\?ab,.'.a d: kemudian har; rerdapa; xesa.ar.an dan I n:a·-1 ;_e:e'.):i1an aras 

pembayaran f7, rer sebu: . seoagian arau se.urunnyc. ;_a:11: 
certanggung :awa'::, se;:ie:-:'.l:1:1ya dan oer sedia menyetorka» at as 
~sa:n:rnn don; a:au ke.eoihan ?em::iaya:·an rerseou: ke Kas Dae ran 

... 1t:, 

................... ,21 
........ ,3 

Yang bertanda :ango.n d; '::>a.wa:1 :n: : 
xarnc 
:'slP 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
.:--o:no: :.. . i: 1 

FEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . 

A.!arna! SKPD . 

62. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 
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I: : 1 
xama .engkap 
:'\lP 

:\la:erm 
6000 

. .... :01 
Pengguna Anggaran,' Kuasa Pe nggu na 

,------;:'.nggara::.. 

De.n.kran sura: pe myataan ::1: d.oua: dengan sece narnya, da.arn xeadaan 
sadar, da» ::do,- dibawah te kanan. 

B·.l:...--::·Y.l~: dar; doku men as.: ter se.rat d; atas :e'.ah d:Yer:::;..as: o.en 
Pej aoa: Penar ausa nenn Keuangan 1PPKl dan disi mpan sesuai :.-e~en:-.ian 
yang ':>er'.ak'J pada Satuan Kerj a .. 19• ... ·J:1:·.l:.- ;._e:eng;..o.?::ln adnunistras ; 
der: ;.ie?er.·.la:1 pemerixsaan apara: pengawas :··J:1gs:o:1a'. 

Dengan ::1: menyatakan don ':>e:-:angg.ing j awao _::>e:1-.ih aras sega.a 
penge.uaran SPD2 .. i5)..... sebesar ..... 16, ... idengan :Y.l:-J:', re.an d: 
.)e'.a:1:a;._an se besar 17, . rd engan h:..iru:) o.en Saruan Ker:a 18' 
!(a:) \\'O.,W.'.0.'.)!. 

141 

Yang ':>e:-:a:1da :angan di bawah :n: · 
xama . . . .121 
:'\IP 13, 
.Jabatan 

SURAT PERNYATAAN TANOGUNO JAWAD BELANJA ISPTB) 
::'\0:110:' . I: t 

A!a,r,.ar SKPD . 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . 

63. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) 
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~.~.~;:."' ... :. 
MP. MP. 

••• ,u , . 

l'fl{()f[) 

: -:=:""-1<..,:::.l>d".:.:.- • .:..:-.:1·.~ . .r.:e. •• .:....-l.. .!" •. ; __ :-.1.~: .::: .... 1<. : • .:..rd.-:!'. :k:';.;d' •• r.:-~ ..:4. ~ . ....: : .. ~·: .. :.. . .::r. :".4. ·-:r: . .:.JJ; r:.~.r .. ~: d.if. 

: .... wJC.".:.(.;.it:f". • .i.J(.::'.M..\l.:,j!.i..;::....:..::.:.:·-.d:.:".:·-1 

; I • • I·" 

':: . ::: .. ' 

;:: . 
::r, ;:.,: . ;:._ ... -. H ::-.::....:-; ; ;:.-:." 

:,.,-.,:,:du: : . .c.n '"""·· ·""'·o<..k_r. l·.t><.-'-'-··"" f..,.-d~r..:_,·.~r..,,-.~OPD .-dtpsiade_ ,e_JIOII cm.-m11 
IN •• f .............. lus ,....,C!iPJ>,...... .. M, $ ,ban ........ )Nllcla9mcWI 
.................. s-111 lldu: 

tz: . .:..":'::'.;.;.. .r; t!:f" .. rt.a .r:_i<. :.~ . .:..-~i:: ... :~;.~.I-a.l:J ... ..:'P..:!', ~;.~.:3 .. ~,.:r.:.."'. ,.~'1b.: . ....'.iZ.;rt..r.:~ . .r.:t : . .!!·.P~:: • ..:,..r.::.1:s~.4. 
l~· ... ~:.-.:::.t\::". ~ ... e:. •. Ji: •• .;~: -2~1.L.1.r. •. t.&t=.~ ... .:..r.:.:::- •• k'! ... tPIHAKKBDUA 

2. Nllm . 
MP - .. 
,.... : K...s.Allmmi 

.:.;:....:..-: !":;... .r; r.tr .. r:..d . .:-.:.Jc. ~~.::.a:.JA r.~:'.;.: ;:~.::".tJ;:-.!"..C ,~v·';;!_ ?'f·; . .:J ~.r.:.:r., .. i:t"-~ .".i.73.$ 2' .. it"A.·~ .i:c'Hs"i3' .:::.;_,<. :\:. .:f., •• :r.:::. 
~<et .. : PIHAK PIRTAMA 

MP . 
,.._, : flljlbltl'a--.~ 

/\..;''.;:J . 

1~-- ::..:.."' .. :- .. •· ·· .. ··. !.:.f....i .. "" · •• • .1...:;;. •·•· ··. :;..:.-!" ·• ··. ::!:!"'..:!~:-::.:::-.IS:'.:.;.: .:..K.r::::3. ;.~. l't::~:r.:r. li.11\.- •. ~t. 
','.";:Y..:.:.J ..• ,:.~~~ ~~ .... -t:1'".1:.:'L:, !~.,:;:r. ( •.. .:•.1.-;::· •• I. .. 

Bl!RJTA ACA11.A Jt.BKONS1UA518ULAN ···-- llm 
Am'ARA BlDANG AKUITANSI DAN Jlll.AfORAN BFKAD KAii. W AKA1011 

DINGAN _ KAii. WAKA1011 
Nemer : /BAA./ AX fl.I .I 'l1ll 

l'l!WDINfAH ~A'Jl!N WAKATOS 
SADAN Pl!NGBLOLA KBUAGAN DAN ASrrI>Al!RAH JL.Alltff-NO.IOWMG-9AIGa.\,_,_ ... _ 

.,...:...,. rs,_ 

64. Format Berita Acara Rekonsiliasi pendapatan dan Berita Acara 
Rekonsiliasi belanja dari bidang akuntansi 
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... __ 
:·.~-~~-1.. .. ttP. 

Fl'KOl'O 

:.::~~.k.~. U::r-.:.: .... .:.r.:h=<..r.~ .... !.'- .r .. : .. r.t.,:: ..;::...t{ :- • .:..r .. :.K.:."'. ~ J.~.:.. ~.:r . .:;.::: ..• : :"~ ,.~: .. -.~- :.::r: .~ . .::;-...,: K~~.:'~~·. ,..t4:". 

: ... :v...,c.~-.,.~.:.rt.1J: :\i,.a.;..,.;,.:r .•• r . .i :':'id:.:-.:~ 

88'dlldlnllllll ............ llltclllldillltMdlln ..... bdu! 
.. s.ldo K.11\ai 
b. Solmllldt ..- SIMDA 
d.s..t>hi* 
e.~~ 
TcuSeldo~ 

::'.c .. ,;!,;P~-.~:1::::1.: 
.V •. 'f.-:-·;;.::::,'( ·~"f1, 

= :1~-;e!~":"'":... ~ :te a-, :'l 

-. :~~ .• !'.:,;:.."'.,.'.:( 

:- :.:-:.::.:$'"~ : ... ~r.-'!.:":'Z.~- :1:: :u 

· .... - . .:.,.~·· ~·.r.-, 
.' .. ::.- ·7- .:· - 

.; :t~-,.;,r.::i,.-: ~..:-:: 
:: :.s -.i:: 

2 ~.!"c.\•,:. >: ~ 
:: H:.:i.:.s::~ :\:'£: 

: S..i..:'l:: .~. \t1 

: ,,.-.,:.: ·"-": t.,;'.0>; :~ . .:-. :::,,. ..c-><.:-. h.to<.r.a ... ~'l h,· . .,,-,:.:..,-..,;, a.•:ar.:.dt1baia OPD aikpaiodt - -'1- JlJ/ll ..._ ma 
II t 1 .- dilla~Slnt,.,._..J...,.<9'1> dcallll I blbmr*nilllli 11111'--dolb 
........... __. ..... pmi,.--.....,.._45- 1-ilaa: 

;.;~. __ ... ., •·.:i .• r. ~ f;!"'.r.:'.:!.I< :· '.. k :.J.j' :::...~ r ....:~~.a ... ~~· • ..:..r.,; • ..:~,-::: ::r.:· .;..1- .,.::..,,~~r..:-. ~...:":;i l1i . ..::,: r\,c..r ;;,.:·.:l "' . ..:· t~.:r,r.1!. It.::.~·. 
l~.i..=. ~.:k.~:a...::.~:A:-,::t:;:.:~.:!' .. ,.r:_k£:.-:-,,..:r.:--:::-.:..~.- PIIIAKKBDUA 

:,11, 
'.:!'..:'4. 

:-~ . .t:"': :".,1 r .. ~~ ... r: ~ 1!''~.,t :.J.!'.£.:...\f.!1:'"..:: ;..~i:f.Q,:.!"Z ... N~ ~.· ~ Jk..:·.:.:::·.:c, z s:« :,:·-.;.,; .B:x;.s.•;,. .~"'tJtl r: ::1· .t : .t !r ;;.:' ::·:9,: 
:..~.,~ 11i,,..KJ~:h'7"A:.~; 

'J.t:i:~r. 

I~:.;, ;a:- .:·.J K.:..~~:t. ·.::~-: ... rt.,. J!' • ..i,..i. cl" ... r. : •. :::. r~11. :- •.• .: P.- .• r .. : E:""~·;...:: :- .. It;.:.:::•.~.:-·.::-!.. ; • ..r r~.J.;. r.u-· hl+.:..,,i. ~: .. 
·: . .:.t.i ........ •• ,:,,c_ :,".ot:.r i ... ~ . .:.:·:.'3 .:c~.ir .... :.;:'"~· •. :- ... 

S.i.:'~ 

BIDUTAACARA RBK.ONSIUASI 1U-\N ···-- 
ANTARA BID.A?«. AKlffl'ANSI DAN Pl!UJ'ORAN BflCAO KAB. W AKATOS 

DBNGAN ·----KAB. WAKATOBI 
~: '»J/-·····/BAR./ AJH'L/V /:ml 

l'IIMDINOO( KABlFA'JllN WAKATOS 
BADAN PBNGBLOLA KBUAGAN DAN AS.rrDAl!RAH 

JLAlllff-HD.mW-AIGlmAUM,-.--h&-- 

-:..... s:o ·- 
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>l.!> . 

~le:ige•.a..'-lu: : 
iu=p11.:a :) •. d~:i~ _?1;ngc:o:11.a.-i Ase; 

Kao. ,\ llKll.tou:. 

:>.'.P .. 

?il·.ak Kc d u a : 

::Je:t::k:a:i 3c:::a .'\a.:-d ::,: i:::b!.!.lit untuk d,gu:iaka:i se;::e:'.u:iya, apab:'.a d: 
kc:t:ud:a:1 na:1 te:dap11.l i<ckc:ir.!a."l ai<a:i d::aku;._a:, pe:ba:k11.:1 sebuga cnaria 
:r.es::r:yii. 

.. Ew.s:l Rekcnsraas: !:lJ:1.til ?t::-scdwa..r1 1Daf'.J:J.r Ter!arnpi.r1 

... Ea'.-:ia: periung '.11.1:1:,y11. mc:ige:iw data :e:K11.:: pe:iy1..s1..:111.., ...api:a:1 ~:sed:aa:i 
d:saJ:k11.:1 da.arn !..11.:np::a.-. :3c,:a Acara t ru. :-·11.:ig :nc:upa;c11.:1 bw.~.._, y11.:1g t:r.ia.k 
•.c:;:::sa'."1ka:1 dar: De:,:a Acara ::::. 

:nc:1va~aka:-1 b.w.:lww. ':.c:IIL'-1 ene.akukan =-~~u:1sLtl:ls.! data ?c:set.haw.:1 de:igw.:1 CH:-ki 
:nc:r;ba:11.h:igka:1 r.iata ;icscdtlill.., pada .aporan y .. ,g di susu n o.e r: ·~·:1:t 
Pengguna !la:a.,g de:iga., ...a;x,:-a:1 Rca'.1sas: Keuangan pw.da l3?K.:\D Kao. 
\\akaw::i: t.::1'.uk periode Ta n gg a . s.d den gan :tas:: 
seuaga; be:tk\....t : 

Narna 
:-.J:? 
Jaua '.il.."l 
dw.:a..-r. :ia: :n, be run dak u.-i~uk c.J11.n il!.lis :1.11.:r:a b:d11:1g ;ie:ige:o:a.a:i asc: 
pada 811.da.-1 Penge.cla Keuangan dan Aset Daerah Kab. W11.k11.•.oi.J: u:,:uk 
se:a.,;utn~·a d.sebu; ?::w.k Kedua; 

'.liama 
":.? 
Jabll.ta..-i 
UW.:a.-n :ia: :.-i: bc~::idak u ntuk dan a~as :111.:n11. ?t:ngu:us r.J.a:ang 
Pe n g g u n a pads Dinas KY.b. \\"akatoln u.:n.WC se:l:l..'1.~ut:iya. d1scbi..:.t 
?:hlik Pert arna; 

?1tdH 7\Y.:"! ~:tt Tu:iggl:L Ut.!:a.., . .. . . . ta..',u:1 . . . . . be:te:nptt. •. 
d, 3,..1.._,g ?e<ige:o:lila.., :\~"~ &d .. ,-, Pe:-,ge:o:.. Ke1..iL,gll:-. dil<i :\~e~ D .. e r .. ,: 
J..'..w.bupa'.c:1 \\'11.i<11.tob:. i<a:t: ya:1g bcta.,da ~"-"11,!14:t d: b11.wa:1 ,:::: 

BERITA ACARA REKONSILIASI PERSEDIAAN 
PADA DIMAS •.......... KABUPATEN WAKATOBI TAHUN •........... 

Nomor: ···········-················· 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 

JI!: .-,:lhyskss :-.:0: 30 \l.'aq;i-\1:sr:!;i. :(o:lc ?01 :'i2 79. 
Tclp.; Fax 1C,.:.::l-1 2222 .1G. Ernail: :lppk!.d_Wsk!.tobi!~:,·r:ail.~.,,~ 

65. Format Berita Acara Rekonsiliasi persediaan dari bidang aset 
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I\IP ... 

PPK-SKPD. p 

Cemiki;m surat cern,ataan ,ni s.va buat dalam •eadaan sa:lar :Ian t;;npa p;;k.saan dari c,nak 
rnanaaun. 

l,'envat,ki!n :l!ngan sesunggu'invi! bah,~a dokumen :!;in ampiral'I Surat Perm,ntun 
Pembay;;ran GL Mmcr . .. . . Tanggai .... 11! an lengkap dao sah sesua, ketentuan 
peraturan perun:lang-un:hngan. J1k; di kemu:l,an hart pernyataan sa;a ,,,. tidak benar. 
mal:a sa,• bersed,a dioerikan sani<.si sesua, peraturan yang berlaku. 

· PPK-SKPD Jab.Un 
I\IP 

Savi ,ial'lgcertanda t;;ngan di ba,,an ,ni: 
~amc 

SURAT PERNYATAAN 
VERIRKASI KELEfliGKAPAN DAN KEABSAHAI\ OOKUMEN 

DAN LAMPIRAN SPP-GU 

KOP SKPD 

66. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD 
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: Untuk Pe,gguna Aigga•an I PPK • SKPD 
: untuk Kuasa BUD 
: Untuk l!en:lanara Pengelu.ran I pp-K 
: .:..mp eendanua Peng•luaran i PP-K 

Lemcaran 11.sli 
Sa ,n.n l 
Sa ,nan 2 
Sc .nan 3 

-.nda -rangan 

NP 

PENELITI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

lapcran pe-tanggun&jiwiban ILPJ: cenggunnn LP disertai :leng;;n bukti-cukt, 

trinsal'.si yan61engka p dan sar,, termuuk dol<umen ce<pajakan terk.it 

D :!raft surat cerrivitnn c•n&ajuan SPP-GU untuk :!itanrl1tan11n1 o •n Pll. 

D sa,nanSPD 

rir,:•c, SPP·GU 

nngl'.asan SPP-GU 

,urat pengantu SPP-GU D 
D 
D 
D 

SPP ·GU 

SURAT PENELmAN KELENGKe,pAN OOKUMEN spp 

yang SPP-GU dokumen 6 7. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 
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Nomor dan Taaual SPP 

Ul~.g Se. :.::1.a~ .. 

J~::ii:1 ":1::~ D. ::i.r.::.a P.;:. ..... 

Ktteraacaa Jumlab 
Uralaa 

lio. 
(1io. Relttalatl 

Jumlab SPP Vane Dimlnta: Rp ... 

L::ia~. R;:. 

!No, Rekeniiul 
No. 

KODE KtGIATAN lt,'RAIAN 
I 

Jumlab Ktterancaa t:raian 

Pe~banan Pada Kiclaua 

Patoa1an • potoacaa : 

E.t:1:Ja:.i:~ ?~..ii\. .a.r, 
~:. R=,::~.::~ &a~ .. 
\a::ia &a~.~ 
\P',i. p 

51-:PD 

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 

PE MER INT AH PROVINSIJ KABUPATEN/KOTA 

Ko. SPM: Tahu a Aauana: 

PEM ER.INTAH PROVINSJ/KABUPATEN / KOTA •1 
SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

Tambah Uang (TUI 

186 

68. Format SPM-TU 



Hkmsetdawktb 0211007 

Kcpals lll'K.\ll 
Selol..u nu). 

T '"'1n~t.i.hilt1 L"i!.fl[!. !'er:i.~t.h~, t.:rs.:"~ul laJ~~ dapat drgunakau uniuk r:~o.'n~~ti!~1lt p::o~~lu&!.rr.;.n 
~ ,lllf! menurut l..atentuillt h..ru, dilakukan dcngan P.:1::t-~~ aran l..111g,ung l LS 1. 

:;, Tau.bahan L'illl!! Pcrscdiaan tcrsebut digunakan umu], pahng lan:a l l•illui bulan ><!Jal.. twgg~! 
S:'2:) L111erb11l..::.n. Apab.la Ta1::t-ahan l:ang :'.!r;;e-J1aill1 tersebut 11Llo!I.. habis da lan: saiu bu.an. 
n~J..11 SijJ. Jani! ~ang i::.J.i pi1di:. il~tH.li!hr::.ra ?~ng;.;luuran dt !<t~lorJ..an l~n~bl!~t le Kai :)i:.~rJ.lt 
Kahupdt.:n \\ .,,i..aiohi Rel..., omor : 105.01.0::.000{>03.b pada iknl.. Su.tra C al'i!.llf! W.!1..atoi':. 

- 
Kudc l'raiau Jumlah 
Rel.. 

.lumlah Rp . ,· 

Schubungan dengan buur 1 tersebut Ll1.a1is, dengan 1n1 L11!senl..w pcrs ctujuzu I .irnh:.hw t. ang 
Per;e-J1a.a11 sebeser Rp ..•..•••••.•• - (1crhllen10. uutuk kepcr.uan rnendesck SK?:) 
deuean rm.:-1 an: 

. t~nt.aug Pcrn:ohonul Tambahan t:~ug i'L~i.!1.hw1. 

I. :)~~i1.r: 
e. Peraturan vlentcn :)als!n! ,~g.!rt , ... nnnr -- Tzhun ~o~n iemang P~<lon.,.;..11 ?~ng-.·lt,:~i!.11 

Tekms Pcngclol aan Keuaugan :)e.cril1. 
1'. Surat Pern.ohonan Twit-,:11.1.11 t:an!_! i'cr,~Ll:0211 Lian PA Kt'.\ :"\'01::or 

K.ili.\\'il..210!-1 
:)1. 

Kcpad.: Yth. 
PeuggunJ :\ng~ilr&:n Kuu..,,a i1euesun1! Anggaran 

,omor 
Hal : rersctuluau Tambahau l 'aug l'trscdii1au 

\\ ang1 - \\ angi. 

l'DIERI:\ I ..\II KABU'.\ IE:\ \\.\KAI on, 
IH0.\;1t. Pl::'.'\GELOL.\ Kll.\;1t.(;.\;1t. 

0.\:\ .\Sl::T U.\ER.\H 
.'111. Adh:,al..sa \',). 30 \\'ang1-Wa11g1 Se.atan. i<.Nki'os: ,;3-g_ 

Email: dpj>l..ad "al..a1obi"a0\ mail.cum ' 

69. Format Surat Persetujuan TU oleh PPKD 
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'IP . 

._,,er;£:H- 
A!r3:i'--,..a :,r;~arir t K1..-u1 P!r.~;l.r1a ~"t.rSiiH3'" 

: .. 1.~iar- lilr"''·tlt',1r. '-'ar; Ptttt:taJr r s: :trstoL>t ::::a:.u h.ar ~ipergLrh,Jr L.ft1..•. ~tCtl"'I_Jr 91,.r1 
r-ef"lbi.i ,a, k£;\:tUr, ,·.1ri.s ka,....1 3tS--ar akar, setu DJ>,•, .. 5tt,P: 
2 ... i..r""'ill" tat""0-ar1r L11rg Perst::i11r flU' teneb1.:t-:1k 3\.1r ~;1..ru~.J"1..'":1..t:r""'e,....b11y11 otr~t _1r1r 
· Ptr,;e~-3:rar ,•ar; ~tr Lr..:: k£ter:i..ilf' '0"·2 Otra ...... rJr ... s Z· a,_<Jr :.cr;a,.. ?t,....~al•Jrar 

.3(~5Lfi j~' 

Sttt.tH ... rgir :tr;ar Si.."a: Ptr,"uh ~/!f¥C3Jif lar-tat.lmr.s ~!fl!:01!3r1 SP'./rh..' ..,~ 
..... .ir,jQJI ,., l.11"'1 •.,or, ;e~ur ~p. • ,· fr*""'°""' 

..... ,_ .... ., .• _,, .• _ , - / i.rt1..-.: ~!~riLir SKPO <ae 1AiKito~ Ta" Lor 

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPM·TU 
'i!)l"':)t': . 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
SKPD . 

, . Format Pernyataan Penga:·.ian SP~'.· TU 

70. Format Surat pernyataan pengajuan SPM-TU oleh PA 
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Xama :eng'.o:a? 
:'\iP 

... I :O• ... 
Pengguna Anggaran i Kuasa Pe:1gg·..1:1a 

l
:\:1gga:a:1. 

\!n:e:-a: 
...._ _ 

Denu-can sura: pernyataan ::1: d:'.:r..1a: dengan seoenarnya. da.am n:eada.::.:: 
sadar. dan ::da'.,,: d.bawa» te zanan 

B·..1:..::.-c>·..1'.o::: dan dckumen as.: terseo.r; :e:a:1 d:\·e:-:::;._as. o.en Pe~a'oa: 
Pe:1a:,r..1sa~aa:1 Keuangan 1 PPK·SKPDI dan drs.rnpan sesua: .:e:e:1:·.Ja:1 
yang oer:a,_.J pada Sa:·.Ja::1 Kerja 19,. ... ·..111:·.J'.o: ke.engkapan 
admcustras. dan '.o:epe:-:·..1a:: peme nxsaan apara; ;,e:1gawas :··..1:1gs:o:1a. 

Dengan ::1: menyataka» d engan sesunggucnye oanwa · 
· Pe:-:1t~..1nga:1 (5, 161 . sebesar 17• .. rd engan :1·.J:-..1:~ 

re.an dia: :·..1 :,g dengan oenar. 
2 .~;:,a·::i::a d: kern: .. idran har. :erda;,a: kesa.ahan dan, atau '.o:e.e:::i:ha:1 atas 

pembayaran .. 18 i. :erse1:r..1:. se oagian a:a·..1 se.ur' .rnnya. ;mm: 
"::>er:a:1gg-..1:1g :nwa::. se;,e:1:J:1:1:1,·a dan ')e:sed:a menyercrkan a:as 
kesa.ana» da:1/a:a'...I '.o:e'.e:):ha:1 pem aayaran rersebu: ke Kas Daer ar; 

•..•..••...•••.. ····•·•··· •... ···•·• .•... 13i 
. .. . ... 14) 

:'\"JP 
Jaba:a:1 

Yang oertanda :anga:1 di l:lawa:1 :n: : 
xama 12) 

SURAT PERNYATAAN TANGOUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
xomor : i':) 

FEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . 

Aiarna.! SKPD . 

71. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 
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f\lP ....... 

Msterai 

PPK-Sl<PO ....... 

Cemikian sur;;t cerny;;t.an in, sa,a buit dalam kea:!aan s;;dar :la'! ti!'IDi p;ksaan :!Hi cih;k 
manacun. 

t..'en,aukan 2ngan sesunggU'1nya t:ah~,; :!:kumen :!an ;mcoran Surat Permintaan 
Pembayara'I -u f\:mor ..... i,milga . .. te ah lenghp ja'I sah sesuai ketentuan 
peratura'I perun:!ang-un:!a'lgan. J,ka di kemu:lian hart pernyatun sa;a ,,,, tidak benar. 
maka sava berse:!,;i dioerik;n sanlui sesua, peraturan vang be•l;;ku. 

· PPK-SKPO Jal:iotan 
f\lP 

S;·.,a va1"1g certenda tingan di be\",iih ir'li: 
~cm; 

SURAT PERII.YATAAN 
VERIRKASJ KELENGKAPAN DAN KEABSAHAI\. Oot<UMEI', 

DAN LAMPIRAN SPP·TU 

KOP SKPD 

72. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD 
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: Untuk Ben:lahara Pen6e•uarcn I PP-K 
: :..rsic ee,d:har: Pengelu,•an I pp-K 

:UntukKu.sa euo 
: Untuk Pengg.ina :..nggaran; PPK · SKPD Le-nbara~ A&li 

Sa man l 
Sa in;;n 2 
Sa .nan3 

NP 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

D Surat P&rsetujuan -u o,en PPKO 

D surat cengantar SPP·t.J 

D ringkasan SPP· ru 

D nnc,an ren:ana cenggunaan TU 

D saiinanSPD 

D :lraft sur at cern,·unn cen1ajua, cen1ajuan SPP·TU untuk drtand;tan1an1 clen r:.. 

D sur at keterangan -u 

SPP ·TU 

SURAT eENEUT1AN KELENGKAPAN DOKUMEN see 

dokumen 73. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 
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Komor dao Talll&tl SPP 

.. L.i. • .:. ..... y.&. 

P,11u11111.'Jlepra.a1K11U1 P,nuu111 Anuua.a 

SPM Yaq Dlbayarlur. 

(No. ReitDiql 
Jumlat 

Uraiac 
No. 

l!io, Rtitckct 
No. 

Jumhb SPP Yaq Dimicta: Rp .... 

Jumlab Kettraqac Uniar. 

KODtK£GlATAN !URAi.AN NlLAI 
I 

Potoqan • potoqac: 

s;.:?D 

l(l)ASA BtN~HARA UMUM DA£RAH 

FEM£RINTAH PROVINSI/KABUPAT£N/KOTA 

No.SPM.: Tal:1111 Angarac: 

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA'I 
SURAT PERI NT AH M EM BAY AR 

Lanpllllg !LSI 

192 
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xama .engxap 
:'\lP 

. I: t), . , 

Pengguna Anggara» f K uasa Pe :1gg·.1:1a 
~!.a:e rm f nggaran. 

I: : • 

Demrkran sura: pernvat aan in: dioua: dengan secenarnya. dal arn ..:eadaa:1 
sadar. don ::da,;: di oawah :e;ro:1an. 

B·.1:,;: .• y..1'.:c: dan dokurnen as.: tersecu: :e:ah d:\·er:::;ros: c.eh Pe:a':>a: 
Penat ausahnan Ke·.1angan I PPK·SKPD! d an d.st mpan sesua: ..:e:en:·.1ar. 
ya:1g oe::.:,.,.,-u ?ada Sa:·.1a:1 Kerj a ,9,. ... ·.1:1:~1:.. :..e:e:1g~?a:1 
adrrurustras: dan :..e?e:.:Ja:1 peme nksaan apara: ;,e:1gawas !·..1:1gs:o:1a .. 

Dengan 1:1: menyatakan d engan ses ungguhnya oahwa · 
· Pern.tungan 15i. 16, seoesa.r .. 171 rdengan :1·..1:-.1:~, 

re.ah d::1::·.1ng dengan oenar 
2 Apao..a d: kernud.an ha!': :e:do.;,a: kesa.ahen dan , at au :.<e:eb::10:1 atas 

pembayaran .. ,8,.. :erseb·.1:. se.:>ag:a:1 a:,r.1 se.uruhnya. ;.;a:n. 
je:-:a:1gg-.1ng : awao s epenuhnya dan bers ed.a menyecorkan atas 
..:esa:ahan dan,' arau ke.eoihan ;,e:n.:>aya:-an rersecu: :,;e Kas Daer ah 

Yang bertande tangan di bawah ::1: · 
xama 121 
:--1p ····· •··· ········· i3~ 
.Jabaran 14\ 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) 
xomor · r: I 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
Nama SKPD . 

.-1.!am.ar SKPD . 

75. Format Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) oleh PA 
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I\IP 

PPK-SKPD. 

""'"' 1 

Cemik,an sunt oer"lyatian ,ni sava bJat dalam kead.an sadar d;;" tilnPa p;;ksa:"I :lari cinak 
ma"'liPUn. 

r..•enyatakan denga" sesungguhnya bah,,a :lokumen :la" lampirin Suret Perm,ntaan 
Pembayara"I LS Mmor -,ngg;; telah e"lgkap :lan sah sesuai ketentu;n 
peratura"I perunda"lg-un:la"lgan. Jika di kemu:lian hui pernvataan n-;a .,,, tdak benar. 
maki save berse:1,a :licerikan sanksi sesu;;i peratur;;n yang berl1ku. 

PPK-SKPD 
I\IP 

Savi ,.ng certinda tangan di bu,an rru: 
l\am: 

SURAT PERIIIYATAAN 
VERIRKASI KELEr,..GKAPAN DAN KEABSAHAr,.. DOKUMEN 

OAN LAMPIRAN SPP-LS 

KOP SKPD 

76. Format Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD 
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Si'IOiO :l 
Sa,inan 2 
Sa ,ncn 3 

: Untuk Pen&guna t.nggaran I PPK · SKPD 
: Untuk Kuan euo 
: Untuk Beo:lahara Pengeluaran ,, PPTK 
: t.rsip eendahara Pengeluaran .' pp-K 

Lernb;;r;;n As'i 

MP 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

lampirin SPP-1.S 
pemCiYi ran &iii ,n:luk 
g;ji susu an 
kekurangan gaJ• 
iiji terusi'"I 
surat <ecutunn peng;ngkiltan n en peg1,•,11 negera s1p1I 
surlt <ecutunn pen,ang~atan pegawai negeri s1pil 
surat ke;:utuHn kena,kin p1ngl<it 
surat <ecutuszn pengang«atan d1!1m ji!bcUn 
kenaikan iaj, cerka1;; 
sur at cern11taan peantik.an 
surat cernvitiiln men:luduk1 j;;catan 
surat ::ern,atun me a«sa,ckan tugas 
SJrit keteringan pe'Tibiyirin tunJangan ke uargalka·tu cer'11oh:nan cenamb1,.n 
cengnu, an ceg;,,,a, neger1 s,p,l !KN; 
!=to :::cv SUriH nikih 
f:to ccc., ;kte ke ii"liril"I 

sur at keterangan pemcerhentian pemc.varan \SKPPi gaji 
surit keter;n!l•n m.sin sekol1n/ku ian 
sJrat c,n:la11 
surat i<emat,an 
e-bill,ng den 
ceraturan perun:lang-un:hngan mengenai ;:eninasilan p,mcinan 
:lan anuota DPRD sert. il•i' dan tun;.,,a, euc.t1/Wakl' eucat 

SPP - LS Gaji dan Tunjangan 
sur;it pengantar SPP-lS 
rin1kas1n SPP·LS 
nn:,;in SPP-LS 
sa1min SPO 

SURAT PENEUTlAN KELENGKAPAN QOKUMEN §PP 

dokumen 77. Format Checklist kelengkapan 
ditandatangani oleh PPK-SKPD 
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L .. t .. ,i-c-;,-- .. ~-iil"a- '~;:~·i.:t'O 
... "! ... , K ... 1h Qt.C 

.·:., !!•·=····· ··-~ .:·•· .. -, 
i-i:; i!.t-:,-1·a tc .. ,c ... a·a- ::--.. 

..c- =···- ~ 

..... l 
s.., ••• 2 
s. ••. l 

- .... ~.- .... ;.- 
•.' 
,,,-. 

PEhELITI KELEhGKAPAh DOKUMEP, SPP 

,r,,, ~-j :;e•~t••a •:ta.'fa,t .. • ,rg:: :r:IUl'"SJ'"'I : "'i,....:tei :i" ;:.,_ U!':.IC ~t ..... ; e .. :e-;: .. "t 
l"'.;i.i"!- , u~e'""·"'••-a:Sa"JI"' 
s.·.1:t ~- :.11-, ~..3 ,.,. .. !$: :e·u- J:Y .. ,a-,:: ,t .. .s·u-: :"':a·,.,:, .. e-:.:~ ,: .. ., ... ~- -:- ~~ .. , 
l.."al.a"'~, .. ta .. 1:... .. ~ :,,..,c-1.:1: 1:c"'~:.1.1"' ::1•.1 .. ,: 1u1·a,.1"': .. ..!' ,, .a,a .. ,1:·._.tr 

, .. ·at :e-:c· t,1-1 .. 1., :::!:-;r =~-:1,e!e• .1-i:tt.Ji- :e,e·.,a" :t• :.:, 1:t: ! :e~e·.aa- ~ .. ,-, a 
cte· .,-;.,:..- 
~= :., ... :: ..... -: .. !:, t "'&,.a!'-,.-! .r :r,se ti,~ .. ::,:·.,, .. 

x~= .. i-'"' . .2-l:l!e, .:::: .. ,s- SeL! ,et:"'t ... r ,·,-~ c~· a,. s .. ·~ ::-:c• to ... ., ..• a-1:1::,· 
, .... i-.S .... t .. , :e,e•.iu· ,:•i ... t,,. ,!"'i :e• .. t .. "'S,,- .. l•er,•.a ~-ii .... , ....... : ,h! :e•s:- ,:.; "'3 •.ate' 
:.ie· ~• •~1·.a:·u:.111 <-e-.a .. .a- =~c.e·_.aa"': J-: · ::e"i.a"' : ... c.! ,e .. ~:: ·1- :r t~"'t,1 '--:""· !a" u~i .. a 
::e•:ra:;, .. ....,,..t_ :.:,:·..u"' .:a .. : .. ,! :..c"',:"Nu- ':.c-:.e , .. aa! :~ ..... -_,i"'_;i::·:! t. ... ,! Yi :r : ... ,! 

x: .1: t~ .. 1: :c·- -ta 100: :•-:•,•·•-a•...,. .. :a- :c·...,. ""1.H"' :e:-:l\·1•100: J::'*""i; .1.e•1! .. 1 ce-re- .. .1._, 
-e-e 2-.-: -ca- :.t:, .. : =•~• ,1:-1. .. a- "ti j.n .. aJ :e~· .u- 

J::t: :=:, 1..a- , .. ·•t .,1- ....... .t"i - .. u, =~ 1-.1 . .-a.- :a- )!.I .... a- .. , .. :e-. .. .1·11- ::.· :a-, a: ... 
,a .. ae =~·1.e-a-..- "'""&: ,~ .. 1·,a .. = :'" 1.r, at.a .. ,,., :a~a ,e .. b .. ii" ··.e .. :r, 
:e• :t t::·a ~.,,e eu1- :c,e·.u .... -t .. veece- .,i- ~-1.t· .. u 
:x· :.1 a:..1·1 u•a"' te- - J .t-Na :.a"' e c- ·:.a·•-•~ .... .da 
::c• ta a:..a·1 :c-:a,a· ., .. 

,_·2t ::·iru.- 5,;.:;:._s 
· .. iuu- s:: ... s 
• "! .... SFF-..S 
a-:·.- >P•·lS 
.. •a-s•o 
w -,- i.·r.. ·c,:~"':.:1 .::2· S~FO !e·u 1 
e-:. •s :J;J, ::'J"" '~w.:t_• Ct>'' ,i.,8 te fl .. : ta-:aU""§:4'" l'WIJ: :!,1,!t. 

, .. ·a: :e·1a-,. , .. ,: .. t·a, SPIC :c"'p:a, .. :.a·a-,'·au ... 1..1·4 i:, .. ,, ...... :s"';.a·r ''l ... hi 
:c-.- .. -a ., .. ii•·• .. :t:'"iJ"': .. h '-!!1 p u·ta-,e .. u00: ... -,r 00:--:• 't'-e" '"i :s•, c .. ,, cet ,_. 
, .. ·M ::· ·:.:i- - .. J ,:·,, ,SFJ.'IC' 

':t: :::, -:-,:· ::,:,"'*·::a;.., :r· .. u·u- :c-,c: a 
f:t: -::;:~ ·e._, .. "'i :.! ... ,, .. :e· .. s..ru- :c""~·c:, 
, .. ·st Pe·1.t"', e- '!c·_11 >.t·--!1.~JS' ,-1.11·1 c:e-r -t s .. :ae·1- ::-~-: .. ,, t..e: ;a 
ee- !: JI:.&'! u-, .... .r ce ce- .u· ,!'"I: tr:1u-;,- : e .. , i-~ : -:s, ,e! jJ :,· ~ .. , .. ta- :e-§t;..u 

ce- .s:s .. : ·:u te c .. i ~J"'i: t .. • ... ,::'"il'" ,c: .. !-u- \;C;a I S,.F:; 
t.~-i- ,. ~---~' :.a~t: , •l= , .... s:: !.t"":.ltl"i.t'" c t .. .._;i ~. ,: .. ; .. ta- :e"';a "" ::. .. i< ,'It s• :a .. 
:·t:u te c- i:; a 1:1 

D 
D 
D 

§ 
§ 
§ 

SURAT PENEUIJAN KELENGKAPAN PAKYrtFN see 
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Sa ,nan 2 
Sc ,n,n 3 

: untuk Pe,gguna .:..ng:•an I PPK - SKPD 
: Untul< Ku.Si euD 
: Untuk Bendanara Pengeluaran; pp-K 
: .:..rsip eenrlahara Pen5elu;;ran fpp-K 

Lernbara"l :..Sti 
Si nin: 

t\lP 

f\a"Tle 

~NELITI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

Oc~Jme, <e e,gkacan ,ain cerdasarka, ceratunn cerun:lang-.Jn:li!ngan. 

Bukti Kas 

Fote ::;pv I\PWP penenrna hi ban lket:ua1i ,it:ili\ kec,da can,tia cembangunan m;,sjd: 

Fot: :cpf K-P Ketua dan een:lahar• penerima hit:ah 

Fote cccv re<en,ng cenerlma nib;;~ 

Pakt; ,nt•grttas 

Pr:pos.al penggu!"taan 

t\PHD 

Surat keputusan bucati te'lt;;ng pene·im;; h,b;;h 

sa·•nan SPC 

n,c,an SPP-LS 

nigkasan SPP-LS 

s.Jrat cen,antar SPP-LS 

SPP - LS Pihak Ketiga Lainnya t_Hibah Berupa Uang) 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

SURAT PENEUTiAN KELENGKAPAN QOKUMEN see 
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·L:ntu~ Pe,uunaA~gga•an /PPK · SKPD 
t.,ntuk Kuna euo 

:Untuk B•~:hnara Penge uara'I I PPTK 
: l\rsip Ben:hhar;; Penge ua•an I pp-K 

L!!'Tlbaran -'Is, 
Sa na~: 
~ nan2 
~ ,nan 3 

l'JP 

PENELITI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

eukti Kas 

Bulcti Kas 

F:it~ :op'( reken•"lg penf!r ma bansos 

Pr:coul 

Surat teputusan buPati tentang oener,ma, bansos 

n,: a, SPP·LS 

n~gkasan SPP-LS 

S.Jrll oan11ntar SPP-LS 

SPP • LS Pihalt Ketiga Lainny• 1Ban101 Buupa U1ng) 

SURAT PENELIIIAN KEL ENGKAfAN QOKUMEN spp 
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D 
D 
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· .Jrt..i• Pif'l~S:Lr'i :.n;iifir' .'PO<· SKP:i 
· Jrt.,.,: K~u: SUD 
· iJr,t ... « Serj:,.f"-ara De,r ~e- L.Har i PPTK 
: .:..rsto Bef'l:!ir-:~a Per.;etuarar I PPTK 

_e,rrbar:r. ~h 
Sall!'°'3f": 

Sai<~,r 2 
Saltr,3r 3 

PENELJTI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

Seki< Kas 

SC>T.~ 

sn.M Kep.1a De,a 

Per:ucrar bupatiteN;n; tau car. perrb;;i,;r :!ar pe,,~tapaf'\ benran a :>!'iii 

!!Ina ~eu :j1 5.E: 10:ifU j1 ~1buo1tef'\ ~\Jk1tob1 

r r~kinr SPP·.5 

r r:,in SPP-.S 

SPP • LS P1hak Keuga La1nnya (Bantuan Keuangan) 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

SURAT PENEUJIAN KE\ fNGKAPAN DOKUMEN SPP 
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• ~rt., Pt'j!iLN ~f>illi'J!' PP(· hP:) 
. ~rru .. l(_.HJ :JUD 
· ~lrt-k B•r-~1,..1,1 P•r,.9a 1..1rar • PDTK 
· :.n·o Be"'j!"'Jra Pff'li~'"'afar'I: r>P,ff( 

-..t-rrbJ"ir :...SI 
Salooa• ~ 
Sal.ror l 
Sa ••• , 3 

NP 

PENEUTI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

SPT. \1 k.epala :iirii tir<J1 

s.·at PHgaNar SP?- ..S 

r,rakaur SPP·.S 

r r:·1!' SPP •• S 

SPP • LS P1hak K&uga La1nny1 (Sli>11d1) 

SURAT PENEUTIAN KELENGKAPAN QOKUMEN spp 
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D 
D 
D 
D 
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: ._:.rit .. A P,e ... 9g ... r1 ArgterJn., PD< -SKPD 
'..>~:., CHI ~L,'..) 

: Jrt., Ber:1•1r1 Ptr~• .1,1• · PPT!<. 
· :.rs o Ser~it'Jra Perg_e .. 3rari. t>PT,c. 

_errba#Jr :..iii 

Sifr ... r : 
S. •1r l 
S. 1•1r 3 

''.i""i 

PENEUTI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

SLl.t Ql 

Peati..rit" b.;patrteru"'~ uu :.r3 OtrTb1g1ar j'ar,oenetap.an benran bi~ ras oaJlY ~•r rttr·bu ~••nr 11:LJo jt._u. =!f'ID .... outr \\J,1t:>bl 

r rgk1ur S?P-.S 

r.r:<1rS?~-.S 

SPP • LS P1h1k Ktt1g1 u1nnya (Bagi Has111 

SURAT PENEUTIAN KELENGKAPAN QOKUMEN SPP 
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D 
D 
D 
D 
D 
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D 
D 
D 
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..... rt_~ t,=,.~~1,,if"i :.rgji'ir IO>-;.. S<P:, 
: urto• ~.Hi &u:, 
· uM.< S~r~a•an P•r ;i• c111• · PPTK 
• .:..rs o 9c~:11 .. JfJ Per-~•''-a·ar i PPT< 

JIT0i'3f" ;.5 
SJ :n3r : 

S.I ~ii· 2 
Sil ~ii' 3 

PENEUTI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

D 

Swat i.ete:1o.ir p~r11LrJJr BTT urt .... ~ri!-ff'Di ~r ,e Eb<l"ar pette.r t'T"Ji" ,-:ar•s tH~i:> 
pi;i tit"i 1.1r ir'j!jit i"' 1ab111.1,,..,.. .. 1 .. irj : Jrtir, J t>1-rs1.1 rr eer :,a, OLJit :Jr or:, ... rs.1 

Sari! KHttilp;~ Leb h !II, 11 ISIC..3: 

n no SPO 

,.·.t 0trg1~u, S~P---5 

r r1~Hilr• Sl>P-LS 

r r: ir SP?-.5 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

SPP • LS P1hak Ketiga Lainnya (Btlanja Tidal< hrdug1) 

SURAT PENEUTlAN KE! FNGKAPAN DOKUMFN see 
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• .Jf"':..i• t>Erii~ra rlr£iifil"': PP<· S<P:> 
· .JM., K.111 av:, 
· Jr-: ... , Ser:i11"1ara r>er,~e ... a,a~ .• PPT< 
· !.t's·o gafl:ti"'i'i PErga-!L..i'ir •· PPT<: 

~•rro.;,;r :,_;1 
SD 1r1'" : 
S;ihrir 2 
Si ~J~ 3 

PENEUTI KELENGKAPAN OOKUMEN SPP 

D 
D 
D 
D 

Si..ru \ •t1:101r t•r:1ri Pf:"'" 01, arar , •··.1;tbJr Ot:'T' :n 1:11 OL :..iu .. 01rg1:l,lJr. 
::Jir re~:>rrt,..CJSI ~DP ~I"" /ita:... rt~ O""e'"':'HI 9~1\. 

r rgl;;;r SPP.L5 

r •:lin SPP .• S 

D 
D 
D 
D 
D 

SPP • LS P1hak Ktt,ga La1nny1 lll Ptrrb1y1r1n kewaj1ban ptmda atas putu&an ptng1d1lan, 
din rekomend111 APlP d1n11tau r1komend111 BPK) 

SURAT PENEUTlAN KEl ENGKAPAN QOKUMEN SPP 
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: Llrt:..< Per11~ue, ,V£~•'•~ ! PP<· S~P'.) 
: u~'..< K.Ui BU'.) 
· .1r:., Str,1hara Per~t car.r · PPTK 
: :."1U) 9rn-:laf"la'i Def"l'--!-t-h .• i"il"' i PPT!< 

-flTb:rir "1Sh 
5.allf'ar ~ 
Sal1•3• 2 
Sali'"'i" 3 

'J p 

PENEUTI KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

i~'at t1..;p1s, SPPD: ~an 

b1.1H1kH: 

r r<:!Jn SPP,.S 

,.,at per.gar,t,r SPP·..S 

SPP - LS untuk Pengakuan belanja pendukung betanja modal 
Nrta kegoatan opuoaoon1l l1onnya yang talah dotatapkan dalam 
R&ncana Pencaoran Dina dtbayarkan melalul mekaniame LS 

SURAT PENEUJIAN KELENGKAPAN QOKUMEN SPP 
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~Ur! .... .: P!q1i:'-ra Ar~g;rar i PO(· SKP~ 

: Jrt~< ~~"~· ;u:, 
· Ur t..1( Se,..~a"':H; t>e-r ge 1..arar : pi,TK 
: !.rsto 9ert:li""ifil Pi-rECh.iJ'if' I PPTtt 

Lerrbanr :..-1ti 
531 ~i" : 

S,l1r1• 2 
s.,, •• ~ 3 

'JJf""'i 

PENELITt KELENGKAPAN DOKUMEN SPP 

ba:kuP :li:J 

u;,:>fin n-.lftii,.Jir \ iri :lti.n~•Uriir= ~,,~ PP(. t1rr oe,1.itur::1. :un tirr perii..\U: 

\1~r,.tr,h C.rrttft:ite 1\1r: vii.r~ :11tJl"l=.itirgar1 :>Jet, PP,<, nrr DEli..,nr-ii. :!'.iii tirr oer~a,,u: 

Surat KepLtunn P.; tertat'li perrceMLi~lfl nrr per:"" :1naan. peJa.:Mnaal". ~ar1 
oer ia\,•aun Keg1 :1ur oerrt .r,u 11r ~i11Jr asr , trrbaur: 

r.r:anSP~-.S 

SPP • LS Swakelola P.in•t1haraan Rutr, Jalan 

SURAT PENEblIIAN KELENGKAPAN P9KYMEN §PP 

205 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
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SP20 TERlillM 

\ a 

SP2D UI.NG ',IUKA 

A1-a: ~;·x :•J! 
:.,e,1·.u· 

T; ~-::, 

'<:-,· =-::, 

R,NCIA.N ASET 

~S \JTJ 

PERU SA HAAN 

· <:!a 3ra~; :.t S '.~:~ 3'l: 
· \r:· ~•; 1:1·) s-1i 
5'.': 

D D 

KONTRAK 
RESUlilE KONTRJ.K 

P£MERNTAH KABUPATEN •'IAKATOB! 
NAMA OP!l 
A:1m.1t O?D 

U Forma; Resume :Jo,,:·..1:ne:, Ko:i::-o;.: 

78. Format Resume kontrak 
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• JJ11i1 J1n11 l'Dlftr.giln K1plli1USil11.111 !rode Oilrtng d1n rtg1111r Oilrtng HIUII SIMO.A Br.ID 
• Jib meng11u-,n ,,_rminrun SP20 rennir. 1eoefumrya hilnJI sud1r. rens, 

\i:) 

SP20 PENUNJANG{J..TK, HONORARIUM PERJI\LA'IAM OINAS DLLJ 
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Kepala OPD, 

Oemlklan surat keterangan lnl dlbuat untuk dlgunakan sepertumya. 

benar-benar tldak menguasal Ba rang Milik Oaerah yang tercatat pada Kelur ahan 
Patlpelong, Kecamatan Tomla Timur Kabupaten Wakatobi. 

Nama 
NIP 
Jabatan 
Ala mat 

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa : 

Nam a 
NIP 
Jabatan 
Alam at 

Yan& bertandcl tan1an dibawah lnl : 

NOMOR: 
9.JRAT KETERANGAN BEBAS ASET 

KOi' Ol'l> 

79. Format surat keterangan bebas Barang Milik Daerah 
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·.~ 

PPK Sl<PO 
l: . • ., .;-u 

(tot..• SOI> •.... 

ve •A,,-GOA1. -.,0 S,.H .X"-U~H uuu._, "«.AI SPH :U"/GUITU/L..S 

PfMfRlh'TAH KAIMJPAUN WAKAT081 
REGISTER SURAT PfRINTAH MEMBAYAR (SPM) 

)if"Qtt s c 

S. F'o~:t:H~ Regis:e~ S?'.l 

Reg:s:er SP'.\'.-U?/GU/TU/LS 

80. Format Register SPM-UP /SPM-GU /SPM-TU /SPM-LS 
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•J> ·...:· 

!:.: 

b.<11100.M ·--V•A ..., S>• .l:'ll.S .SH ....... , "Ill.Al, .... 
tt,01.Ai(A' 

'V ... 

....... A - ... ;-.10~~· 
bU"'l.10-..&"LWt. 

Pl!M!RINTAII IWIUPATfN WAICAT061 

REGISTER SURAT PENOI.Al(AN PENERBITAN SPM 

81. Format Register surat penolakan penerbitan SPM 
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~·-;;· 

,.,-;. ,..,.ic•r 
... ~-.-1 ,,,:io. ..... a _ 
~-,..:. ; •••• _. •.a .... , •• - ........... ~I'll- I • Jt!Cata• 

,., ...... 
...._ ..... :lrda":•1• ;,..,r.;rr :.aan,l" 

!I• ... , ••• 

'"' .1. - •· ,r f : .. ,ca,·•t ~~ 

...... , .... .,.I" .:.1r. •r- 

~.,., W'I ic•:- .:.ll".•l'I 

KD ....... .\•,-cs•r-11.- 
,.,.r•nl,.~, L"ntl .c 

•,.: 1•ot•nt1S1tll•n..c 
,- ~ v,:ia~nn • 

.. l .. :1~ 

U-11 k Peugil'l,n: 
1.d.o.l,d&.I. n,t::u.c..~i, k.i.,.; ,ne11d1..J-i.l.t.t.-k1w.ka,. J..t1 1...u.., ~c:kc.,..i1.!! r,.;001...-, 
•cbC•4r Ri..- , Ql:ro:.,~.;i,-.:._ • , 

T•h·,Jn ,n~Nln ,. • 1'81l•· 

82. Format SP2D-UP 
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-.,r 

L&~b.11: _. Yana bit.11nj1ak 
L&r-.b. .. t; -,w. -- ~ " . 
L&r.--it..,r l A.raip, Ku-• IIUO 
..c:~J.>at 4. l"lb.k .... aari._. 

. t•:-..y--. 
Kw.•- 11-bh.ar• U1S1u8' Oaarah 

.... ..... ..h,.-..,al-. Pnt::ir-!'•r 
l°'P 

K.t.., •• , ... J11•.l•h 

No. 
.J . . , 

.Ju-lali 

Poto••••·..-,t•••aa: 
.Ju.mlab 

NO UKA.lAN lC.OCJ& k&01ATA..N/i1U8 K&-01.ATA.N 
JUDIL.Atl .... , 

l<p.. 

Kt:p..~ 
~·p\\11 

xe. Heotenh'\! lla1\lir. 
l34r'l.c. ,~~n~J .,,~a 
Kt:})Ct •• an L'1"lt"j"' 

Ocr.k Pe-ngir11~·· : 
Hcnda.kla.h ?::..enc:£lirkcn 1:·:er:-:.inthihb .... k~k.:1n :l.a.ri bokl Rcke:,ir1g S:u::n.r . 
r..::c.:-.~ scbcs.a.r :(f"'J. . .• ,':Crb:!c:na: 

I.L:O, K.J,;,.a.i 111.:1.) n-.,j 
XPV:P 

"•'""'" 
SURAT PERlNTAH P.ENCAIRAN DANA iSP:lDI PROVINBI/KABUPATEN/KOTA.1 •. 

FORMAT SP:lD • GU 

83. Format SP2D-GU 
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.............. 
'lP 

,:...:~ 

Ku.-• B•n•aha.t• tf.,.1,11m. Da•tab 
_._n s..aT l ...... Y-e DU~J11.II. 

_,.n-t:arJ: r.....- ... • ..... raa.1K»aaar.....,.aaA.,.......a 
,.ur~r l Ar.Ip M.11.-• •W 

.. •rrl*AI .c. PIMill. P•a_,t_.a 

••• 

J11.mtall 

\h!IJ-tlf• .. .... --- h'-lft ... •p•Uta.a-: 

""' 

p .. ~ \1~e,oa1 ... :1 

'v e. Kc.u:n.14.t B,,1,11o& 

l-w1uc. t~:~nmil 
~cp,:1.-o111 L':,:w"' 

~1:,_. .. ~ .. 
:'-.PAP 

ll.t~ Pct'd,r.Jn 

llc1r.!- 4;. :ncac .... r"-•" 1ne:;i.1,.!.,,,nt:_.c:..,,t.Mu :i..r. Lra.c.. Re....c:.o..l,t!, ..11:1::u 

L0..i1~ .cUC1ooilr K},l h-h'""' 

r .. -~ .. 

o .. r: 
"'-P'AP 
1" .. i1.-i1 ,\U~OIIJVH 

Hom•t 

SURAT PERU,,- All PENCAIRAN DA.'-A (SP2D) PROVINS I/ KABUPATEN/ KOTA•o 

,.u.u, 9K PIJ 

FORMAT BP:ZD • TU 

84. Format SP2D-TU 
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,.. ..u,,-.., ar!£"•E 
~;: r, 

. :...,-!.~ .. 
KIL-• .. _ ............ u_ ..... D-r&h 

...cr:-.blr I tla,1.k Yaa1 &Jhunlv.k 
-n-.b.r l l"'lln...-•• A•N--1 K.u-• ..._NII."• A••..-•• 
,.&.tt.b,,,r-' Aralp ~-- IIUO 

Pi kak hn•tltna 

.... '"" 

..... K..t·-·- 

J111n1..a.. 

Na. Uralaa tNo. ll..,,la.11 k.tlt•-,ui. 

,.kuDIAh 

NO 

fi?-. 

Keµ.,.,_ 
',1'\loP 
,_ Ke.c.t:1,.,,~ B.11,.c. 
1~1-..c. I e oe r.m a 
Kepet.-~n L'o: ... 4 

Derk Pe n gtr-rm : 
i-ie1::l.lkl.:il: mer:=.owirka1:, mc111i1·::::l~l:ILkL.k.::.r. ::l.::.ri bckt Reker:u:g ~:>m:>r. 
Ccr:.~ s,::bescr- Ro. 12::rb:hr.a;. 

r.>.r. 
'P\a.Jl 

,.i..1:L.t 9H,1 

SURAT P£RINTAII P£NCAIRAN DANA 111no1 ... _ PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"'. 

m.:o 'K ... ,U,ii BL1ll 

FORMAT SP:lD • LS 

Format SP2D-LS 85. 
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Cara ta"! 
?c:1ge:-:W:L:1 E::h..:.~i..: Ka.s :.::r:t.:.:r: t.h:1.pw.'. me:tggu:iw~a., ~o:npt.:~e:- 'a::~:.kw.st sof'.\\'S:e 
?c::1B...,d1i~B...-iga..,a.:1 u:en pe:iggu:1a. 11.nggca.., 'k\...W.li pc:1gg1.::1a a:1gga:a:1 pad a 
b\...1-"ll ~a~ \...:r.\..:n t.i,:ak1.:~a:1 pads. saa; pc:1ga;ua:1 pe:~a..,ggu:1g;awabii:1 
pe:ie::::r:aa.:10:c:1 beridahara pc:ic:-1:r:B.B.:1. ie ??K:> 

Ca:a ?e:1g:s:a:1 · 
I l. I: ::):1s1 c.:en Sil.• narna SK?:J: 
12. 2. !)1:s, den gan narna ;,e:1gguna a.:igga.:ll., '~1..:asa pengg'..:.:111. ll."l&ga:a:1: 
13. 3; :>t:s: t.:e:iga:1 :ia.:r.Y be:u.la:i.J:t:-li penc:-::nal:l:1: 
1 ~- Ko.om 1 dt:si de ngan nurrtor urut ;:r::ie:::naa.., kas atau pe:1ge'.t.:.a:-a., kas: 
13. Ko.orr. 2 d::s1 de:1ga:1 lll.,ggS.: pe nerimaan kas li:.S.L:. pe:1ge:ua.:-a.:1 ka s: 
16. Kolom 3 d::st dengan nozncr iJ"~k~i pe:u::-::r.a.ll:1 ka.s li:.S.L:. ;::e:1ge:i.:a:a:1 kas: 
! i. Ko'.o:r. 4 dus: dengan kode :-ckcn::,,g ;::cnc:-::mu1..-i kas a.'..B.L:. pe:1ge'.1..:a:-a., kas: 
18. ~o:o:r: ~ dus: dc:igB..., :.::-a:_a.: pe:1c:1:naa.:1 ~a.s ata.L:. pc:1gc>~a.:a:1 ka s: 
19. xo.om fl d::s1 dc:igB..., ;1.::r .. a n pe ne rim aan Klis: 
20. Ko'.o:n i d::s: dengan ;1.::n:a:1 pc:1gc:1.:a.:B.., kas. 

xis. '.\'!?. 

:\'.e:,ge:a:Y.J: 
Pengguna Anggar ar.. 

Kuasa Pe ngguna Anggar an 

Te rdir: dar: · 
d. Tuna: Rp 
e , Sa.do !lii.,k Rp 
i. St.:.:a.t ik:-:·u1.:-ga Rp 

Pada :m:·1 ::1: :a:1ggn: . 20: 
O.e:"J kam; d.daoa: da.am «as R::l 

· de:1ga·:1 :r.Jr-1:', 

Rp 
J·-1:n.ah samoa; oer.ode :a'.:.i R? Rp 
J•.J:n'.a:1 semua sarnpa: per.ode :::: . ....:.R..:.o;:_ .:.R..:.':>;:_ _ 
Si sa Kas R? 

J·.J:n:a:1 

7 6 5 3 2 

xo. T xornor Kode U:-.J: anggn. B:.ik:: Re'.(en::u U:n:an Pe:1en:11aa: Pe:1ge.:.iam:1 

Pe ngguna A .. '1gga:antK·.Jasa Pengg'una Anggara» 2, 
Bendanara Penenrnaan : 3, 

: :1 SKPD 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI 
BJKU KAS UMUM 

P, Fo::r.a~ :>okt.:.:r:e:1 c!e:idll.'ui:-a ?e:ige'.t.:.a.:-ll., 

I . JL:.ku Kas :.: :r:u:r: 

86. Buku Kas Umum 
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- 

..... ._ . ....__ __ 
•: :,.;r-11•au.,r •• 
~,.I''( 

"'I ... I ... ~n .... "'" ,ooc , .. """"I.NI'" I "'"" ........... ...... 
I 

I I 

I 

......... _. .... _ -~ i..-....o..-. .. 

fltMWllflANltAIUNfthWAU1Gel 
BUKU l'IMIAl'rT\J SIM,.ANAN/BAHll 

1(..-D,aMI.U "1Cfl\lAl..lJi • 

87. Buku Pembantu Bank 
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~ 
,1,p • 

D, .i._,., IIC'fl 
t!fer.dsr"l•~P~ f'11rraar,/ 
fl<f'1•t1••,,., .. Pt ,,,,i, .. lti"I 

D.1.trup11 ,f'II 
Pt'n1.;-un~ :.J· M s,a, 

!(,., •• ,.""' ..... 

.. e. r.,..,., No.lhi1 .. tt U~'-" P•rw..tm..n I Pfln&~un ~IOo 

l 
- - .. --~ -- + - 

L_ - - - - - i - - 

~JflVi'tr.•&\•1n_ eA.•11( 
Ptt eee .. 

PfMfl'U,..TAH JtflOVl1'.C.I/K.ti.8UPAff'lr,I~ <OU, -·· 
,IICPO .... 
TAHl.•PI. o\V,<.1&1.RAI'\ 

~ 
'Ill': ...•. 

p,,..p«.,,olt'I 
tlitnd,,.•1 Ptntt•m.Nf'/ 
&ftfld491\ara Pfntnm.-n 

l)\ftUl',II C)iflf'I\. 
~nc111~J1nc:co•on/ 

C..,11\4 ..... ;,ffl. 

No. , ...... No.l~I u,•n ~" P-«1-•n ~ldo 
,.__ - ._ '- 

__ J ---- 
- -- ·- --·-- - --- --- - -- - - - -- --- ---- , ___ - 

~KUHMMl,IUICA\ ru·w 
Prtiodf": .• - --- 

PEM[~INTAH PII0"1N~I/ICASUPAnN/KOTA - • 
\1(1'1) --- 
TA.HUN ANGG.U.AN ...... 

88. Buku Pembantu Kas Tonai 
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·.~· 

'e";cr. 
GPAU. s:1u11io _ •. 

ND. ,u, 

f.if'WUf'I ~lnb"-1.I\ 

l~Jlefne,'Watla't 
u twt ()j .;an.,,.. 
S...UfwtOt,g.a-<'MIUI 
~Qq".-..a Angoatal'I/Kuau llr&:flqo~ A~~ ··~)~.M 

PfMERIHTAH KUUPATfN WAKA TOSI 
BUKU PEMBANTU PAJAK 
IIENDAHARA PENGUUARAN 
:lY,!'t ,1!' 

89. Buku Pembantu Pajak 
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M #di 
... .1-.a""'l:'.-:l:. 

,0. Tlil "° Bt.ft(Tl 1..UlAllli "fMO'TOMS.Ak fl'UtYllOUt, ,..,DO 

IJJJU,1' lle,1t11thntat\a"'I 

li,:J,"IQ Pe-tN:t9M.a.N"I 

\t~ Ot¢1stdH• 
S..U'tlitOr~Mi 

"-'IO~~·(IOQ,a.J.,../t(iJ,1,&1 ~Q...al'II.A~att 

k1'4l...~a~~a1' 
JI.._. Pap.\ 

PfMfRJHTAH KAIIUPAT!N WAKATOIII 

BUKU PEMBANTU PAJAK 
PER lENIS PAJAK 

90. Buku pembantu per jenis pajak 
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-· 

,;~. 

,o 1Gl ,o lkJJ(Tl UIWA.\ lll.'iUtH.AA., PL,titi.U.Al:4.\ !11,l.l>C) 

U..M"I ~·JtU .... .#\ 
u,..10,-, ... ,u 
UUM 0,,.a,u.a., 

,..¢Q"l'lfl 

~-.U..lfl 

-~~~··-"'~ .. ~.,..,a~·~ 
.... ...., .. ~,,~ ..... ,:a,. 

P!MlRINTAlt KAIIUPATlN WAKATOIII 
BUKU PEMBANTU PANJAR 

llfhOAltARA PfhGflUARAH 
.,, !;C~ .(,t 

91. Buku Pembantu Panjar 
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""' ., -· .. - ....... w_, ••- • ........ •-• - • ....._ -•··-- _..._ ...... - -· ·• ·•-- .. -·- ~- - .... - ., •• 

-~ 5" fll .,9. c « ' 
h ... - ... ·,--, lt .. ¥ - tf .. :J 

,mm PIOVNSI/WUPAIDI/IOTA -· 
SIIPO--~ 
TW~ 

92. Format Register SPP/SPM/SP2D 
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M I 

Pt>tt SKPO 

\'t·~-, 
tc1,A..LA SK.PO .. , ..•. 

NO TGL NO.&UK'Tl UllAlAN JUMLAH Sl'J KETEMNGAN 

un,san •emertf'lt.\tl>n 
l.ldan; Pamllntlbit\.ln 
\Jn'1~Mklat.' 
Si.l!tUtlttOraMBXI 

PEMERJNTAH KAIIUPATEN WAKATOlll 
REGIST£R PENERIMAAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPl) 

X Format Laporan Pe:-:a:1ggu:1g:owooo:1 Penge.uar an 
: . Reg:s:e: Penerimaa» Laporan Per:onggu:1g-awa":>a:1 Pe nge.uaran 

pertanggungjawaban la po ran penenmaan 93. Format register 
pengeluaran (SPJ) 
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U!i&WIC 

"I( SiKPD 
2:: 

NO TGL NO. IUiCTl URA.l.&N JUMUHPJ KIT ta.&NllA N 

UNU1',e!'nlr1ffl.a.l'lan I 

al.»,Q Pe."1c:rt'1tal\ln 

Unft'Orq~I 
SiJ::, onn: OrQauu, 

PEMERJNTA.H KA.BUPATEN WA.KA.TOBI 
R!GIST£R Pl!.NGESAHAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) 

2 Register ?e:1gesahan Laporan Per.a:1gg.J:1g:awa'::>ar. Penge'.·.Jarar-. 1SPJ, 

pertanggungjawaban la po ran pengesahan 94. Format register 
pengeluaran (SPJ) 
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Ca:n:n:1 
Da.arn ha, :eg:s:e: ;:>e:1·.1::.i,)0:1 ...:ns d~g'...l::n...:n:~ da.arn pernen.csaan .ros . 
. e:a,- :a:1da :angan pengguna a:1ggo.ran. '..-:.i.iso ;:>e:1gg.1na anggarcn oerad a 
pad a sece.ah .ro:ian dan bendanara oerada pada se oe.an ;.:.:--. 

(nama lengkap) 
NIP 

(nama lengkap) 
NIP 

(tanda tangan) (tanda tangan) 

Mengetahul, 
Bendahara Pengeluaran 

Mengetahul, 
Penuuna Anggaran/ 
Kuasa Pengguna Anccaran 

;,;e?.ng R? 
Pecanan R? 25 • ;,;e?.:1g R;:> 

3. Kertas oernarga dan .)Og:a:1 
kas ya:1g di.z. nkan ordonas: . SP2 D 
wese .. eek, sa.do :)Q:1,-. marera; , dan se oaga.nya R? 

J·.1m.ah R? 
Pe roedaan Pos::::, ~ega::: R? 
-'- ?e:1:e:asan pe roedaan ·:,a:...: pos.r::' 

:\'.a·.1;,'...l:1 
negan: 

. ,-e?::1g R? 
.,-e?::1g R;:> 
,_e?::1g R? 

.e moar R? 
... e:n.)O:' R? 

.e moar R? 

.erncar R;:> 

.ernbar R? 

.e moar R? 

.e moar R? 

Pecahan R;:> .o.ooo » 
Pecana» R;:> 5.000 • 
Pecanan R? : 000 • 
Pecahan R? 500 • 

2 Uang Logam · 
Pecahan R?. : 000 • 
Pecanan R? 500 • 
Pecanan R? 200 • 
Pecahan R?. .oo- 
Pecahan R? 50 • 

Tangga. ?e:1·.1:·.1?a:1 Kas 
:'\:>.mil Pen·.1:·.1p Kas 
Tangga. Pe:1'...1:'...l?ll:1 Kas ya:1g La.u 
J'...1:11.an Trans aks; s1d o·.1:0:1 
• J·.1:n'.a:1 Pener.maan s, d :a:1gga. 
• J·.1:lt:a:1 penge.uaran S/d :a:1gga. 
Sa.do B·.1:..'...I 
Sa.do Kas 
Terd.r. atas 

uang Ke:-:ns · 
Pecanan R? : 00 000 • 
Pecahan R?. 50 000 • 
Pecanan R? 20 000 • 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
REGISTER PENUTUPAN KAS 

5 Register Pe::'...l:·.1?n:1 Kas Bendanara Pe nge.uaran 

95. Format register penutupan kas 
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... -- - - - --· - -- - ... ·--· .., .. - -~·- -- 
., __ 

• -~ ,, ltl N - ... ...... 
.,--,. -i- 1ct - lf - t; - 

REG&lU SPP/SPt.fJSPll 
Pa:-- 

,aetmH PlO'lti/WUPAm,/KOTA-, 
SKPO-~-· 
TWAlriWAL- 

96. Format Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS 
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Ver:-~~.- !> s aptsr,:; ~°' ~-«ill lltldua Pt11elllinll 

(I I 
li!!!!I lim!I 

MP:--·- ., ___ , 

. 
SPUS~ 1Pl1S ......... ,SUPlW/1\J JMtastJ • Qlill - iA s.f " " " u ~ iilahll 

MIMI .... .... - .... Ill'" ... .... ... " .. - .. ... .. il .... w .. w .. ill .. ii 

l 

JtMAH 
le~l!'·"\3~r 
·~lO 
· ,c;tart,n F3j!l 
i PPl1 
O pt .. 2: 
e ~zz 
d r?h 13 

· 1t r.··1 r 

!L"'\, !h PtJ'\e!•"l~!!l\ 

;ttit,J~'lr 
·5FJ1'-'-1.IP;Gl,;l"i)' 
, Ptr"1t1rirv Put 
3. ?I'll 
b ~~H 
c ,~" u t 

e ~?~ :i 
·.31'-H 

J~··rt~ Ptr.tt i.atlr, 
~:.:1~~; 

1A101Wi P£RTAll6GUIIGJAWAMll !EkOAHARAffllGflUAAAN 
(SPJ ADW"5TRA1'l 

Bui&...-, 

PfMEftlNTAH ~/W\WATfN/lOU-. 
~~iitl SlPO- 

TmAraif-- 

97. Format LPJ Bendaharan pengeluaran administratif 
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lillllt 
HIP:.-. 

ll.l!DI , .. _ .. 
0- .s..tt~&r o.t-1':" 

~t"1!ctloltl•• 
\..~e-,-.,'ttJ!I.. 

i'elffuo& AAff•M 

.s,,u._ 11tu.--. ... 3'"~ .... 
Wt Ur'- ...... ... $4 u ~ ... ... ~ Jilli hp .... -- .... .... ..... 0)5' .... ........ .... Ill - ..... lit ... ..... w ... • ._, .. .... w .... w 

JIMAH 
;.,~·n•t."I 

.s_::o 
· Pmr..:r ;110· 

am• 
t FPr: l~ :. ,.,.., ~= 
l P?r 13 

·a r- e,.. 
JV1TI :f") ;:e~1 "'°1!:b~ 

?-!:f"C-!,•.J&_~I\ 
~~J :...S.i..)P-'GU/'"\h 
· :..~~<:tr.ha, 
a Fr•i 
~ PPr "l 
t rr:,,n 
:I FPl-13 

• ~··1"•'$ t.: 

J,...,. ar, r!<'Ct • .-a1 
~.:!~(~$ I 

I 

LN'OIWI PEUAIIG6\JNfm.W-KPIOANMA l'(Pllif\UMNI 
~(\l'l6\j()IW.f 

a.-.... 

a:::ti ::::411 PIIOWISI/WU,Al'fN/ICOTA--. 

Gt!l!!!lt'!!':.;-:.1 T.ahunAnaar,,.___ 

98. Format LPJ bendahara pengeluaran fungsional 
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Nama 
NIP:·--···· 

Nama 
NIP: . 

01s1apkan oleh, 
Bendahaca Pengeluaran 

M~nyetuJv,. 
Pengguni Anggaran 

~ . tkilan tumlah 

TOTAL 
Tombohan Uang Persedioan {TU} 

Siso Tambahon uong Perseclioan {TU} 

Program 
SUb Kegiatan 
Tanggal SPID TU 

lAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PB&DIAAN 
Perlode: ••• ···~·· 

99. Laporan Pertanggungjawaban TU 
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Hl!!!.! 
NIP:--· 

C. Rekapitulasi Posisi IC.as di Bendaftara Peneeluaran 
C.1 Saldo Kas Tunai Rp. 
C.2 Saldo Bank ..;.R;.cP~· ------ 
cs Saldo Total Rp. 

8. Kas di Beno.hara Pei,cewaran Pembantu 
A.1 Satdo awal butan tannat Rp. 
A.2 Jumlah Penerimaan Rp. 
A.3 Jumalah Penaetuanin .:;R.:.,:P;;.;.·------- 
A.4 Saldo akhir bulan tancgal Rp. 
Saldo A.ktiir bulan tanggaL. terdiri dari saldo di kas runai sebesar 
Rp ... ---·---·-· dan saldo di bank sebesar Rp_ .. _ 

A. ICas di 8endatlara Pengeluaran 
A.1 Saldo awal bulan tanggal Rp. 
A.2 Jumlah Penerimaan Rp. 
A.3 Jumalah Pengeluaran -'R'-"P;.;.· ------- 
A.4 Saldo akhir bulan tanggal Rp. 
Saldo Akhir bulan tano..gal... terdiri dari saldo di leas tunai sebesar 
RP·-·-···-·-·--·-· dan serco di bank sebesar Rp_ _ _. 

Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota .. 
No................ Tahun men11enai srsrem dan Prosedur Pengelolaan 
Keuan1an Oa.erah, bersama tnl kaml sampa1kan Lapon1n Penutupan Kas 
Bultman vane terdapat di Bendahara Pen1etuaran SK.PD..... . adatah 
sejumlah Rp .denpn perlncian seba1a1 berikut: 

DiTempat 

Kepada Ydl. 

lAPORAN PENUTUPAN KAS 
Bulan: .. 

• 

:~AH PROVINSI/ICABUPATEN/KOTA--, 

· Tahun Anaaran-"'"' 

100. Format Laporan penutupan kas 
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I Nama Lenckap) 
NIP 

(Tanda Tanganl 

Mengetahui : 
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran 

Sa.do "..1a:1g :nen·.J:-.J: !3~.J Kos U:11·.J:n :::>o.e:a:1. Register dan 
.0.::1 Se.)aga.:1ya :>e:. ·.J:11.0.:: • R? 
Pe: oedaan pos.x:'. :1ega:::· ant ara sa.do kas dan sa.do ':,·J,..'.J• Rp 
Pe:1. e.asan ;>e:'.:>ednan pos.:::·; :1ega-:.: 

• R::, e Sur..:11--u".ng 1--~m.l~ 1--~rh~rg..: :,.1 . .ng d11z:11~.:.11 
J·.i:n.0.:1 

Berdasarxan Ke putusan B'...l?O:t xo.nor :o:1gga. d: tugas ... an 
:ne:1g·.J:-.Js uang. dan s esua: nas.. pemenksaan zas serta .Y.J;..:: ya:1g oerada 
da.arn ?E:11f.J:-.Jsa:1 :::.i. xarn; menemu: ...:enya:aon se oaga: :>e:-:,..J: 
J·.i:n.o:: yang .m:n. ::. ::.i:1g d.nadapan peaoa; :e:·se'.Y.J: ada.an 
a. Uong '.r:e::ns • R? 
;) Ua:1g .oga:n • R? 
c S:':!:) J~n i!'.~t r~1r:t-.!~i!rc111 :amn~c :eng ~:uu~ dr:a:rkan • R;, 
cl Sa.do Ban:.: • R? 

:'\a:no .e 1:g...:a? 
JO;)O:a:'l 

Per aturan :-:en:e:-: Da.arn xeger.. Peratr ura» 
Ta~Y.J:'l , xarn. me.azuxan ::,e me:-::.-Saa:1 

Sesua: dengan 
Daerar, xomor 
serempa; padc 

xama Lengxap 
Ja.)a:a:1 

:angg.1. .. Pada :10:-: ::1:.. 

KABUPATEN WAKATOBI 
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 

Y. Forrn a; ~e~::a Acara ?e:nec:ksaa:-1 Kas 

101. Format Serita acara pemeriksaan kas 
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... ; , .. •-Y•.-,r~ 
1'0.Gtl.lrfiUl 

,..,.,,,~awn .. •~ 

J~-·1- ..... ,:i, .... , ...... o,t.11 ... 1(111• ._ea,.,. ae 

'· 

:....,. ...... --.-...:· ... , 
,, ,, .. ,, 

>. 

"' '· 
,, 
"'· "' .. ,. ,, ,, 

•... ,;·I\· 
~ S.~= :.., 
:P.'.,•"i:ie.-•J;..-.<r> ,:.. 
• ~--= 
' >to..,r·~~•· 

~ KE.AO....,. K.t.$ ~l,l(OA.NQ KAS 

ILKKPK I 

102. Format Laporan keadaan kas pemegang kas 
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:Si? . 

KapaLa SKPD 

:.,1c1spkai: di : \\'sr.,ii-\\'sr.!;i 
r.ar.i;i;s.l 

Tujuar; 
~s.1::.a ?crjalsr:sr: 

'.;laksu:1 

.Jabat s r, 
:'(:? 

:...: e pa :I a 
:'i arr. a 
x : p 
Jabst81~ 

MENUOASKAN 

!Jssar 

SURAT TUGAS 
;\OJ;tjf : 09.! t 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 
SK.PD . 
JI.a Telp. 104041 

WANOI-WANOI 

103. Format Surat Perintah Tugas (SPT) 
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:-:r . ···························· 

KapAla SKPD, 

:-Jitctapk~r. di : 
tsr.i:;.'!sl 

Cnret yar.11 ndak pcrlu 

:c. i,;ctcrar.i;sr. lair.-tair; 

;;_ ?cn:bebai:sr. Ar,R;;ara:: 
a. :1:ste.1·.s1 
I:. :-.I.st.a Ar.i;gsra,: 

3. 
~- 
1. 

:-;ar.:.s 

7. :...a.1::sr:ya ?erjalar.sr. :.Hr.ss 
.s. 1.sr.gi;al bcraq,k11t 
b. Tsr.~i:!.I !·.aru• kci,:bah."t1ba 

Tcr.:pst 8cra1:gka1. 
Temp st Tujuar, 

6. a. 
b. 

5. .-\l.111 ar-.gkt.tsi: yaq; d ipcri;t.:1:ska,: 

:.!aksi;j ?crjalsr . .ar. :::l,r.ss 

1. a ?aq,kat dar; ~oloq,ar. rua,:g i;sii mcr.ur ut 
?? :'\o 6 Tar.1.a: '.9i7 

b. Jabstsi, : r, suu:si 
1iq:;k.111 rr.er.urct Peraturar, ?cnalar.s1: 

2. ;>;ai::s,;o;!? ?cgawai yai:i; dipcrir.tal·.kai: 

Pcjabst berwer.ar.g yaq: r.,c,::bcri per rztat; 

SURAT PERJALANAN DINAS !SPDI 
;'\:,r.::ir: 

f'~TAa .. :a:: \~e;-.:.::r. Ke-:a.r-t:.ar. :er:.!.;&:"'.f 
Pe::.a..ar..ar.J.:a:,.a:.,:ar. o.,,~~-: ~,t:;en B,.,,g; Pe_..t~! 'ee..i:.i.. 
;.~~~;~ .. :-~:-:.:.a~ J-1~?'•,:;&. Tl!! . .i.ic T~:~p 
'<:.-:-.:, •• :i ~·:1c,s 1:,.1 
T~:-.£fa; J J:.:.: l: .l 

PEMERINTAH KABUPATEN WAKA TOBI 
SKPD . 

SURAT PERJALANAN DJNAS (SPDI 
Jln T•lp. (04041 

WA."iGl-WANGl 

104. SPD (lembar 1 dan 3) 
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·,11 flRI ,·1,, 
r:,;:J"'- ,,:.=.1.:-.:.~ K.1.:.,1 r::t::..1"\,I. \!lw:1.:1 ::.-"':! T:,::::.:L.":.-. ~rrn. 11.1.'"'.:.1. "i\.:a...n.r:.!. 
r.tr. .. ,.1., J .. , "'=-ii-!~ DrRD r,s ..1.:., r:;.t.'i\J., ,. , r,s ~.1.:1: n :-1.J\.,l"I :-z: . .1 rl.1.:1 J.,.u. ;"!:'J. 

f!..:..:.:.: ~.:.,9 T:-:1~:t.t..:.~ l.:."'lj_.:. .:::.r...-,..J.: !;1: ,:::.:. :-:,J.:.1!."!. -:,_: .I!."!!\ :-:--..:."'19*.D&.!""J.:" 
!".:J .. ,.:.·-, ~.,;.::,~L"I<':•.:.;•._-, .. .;".&.:."'t~., .~&::: • .;. J....;•.;.-, ~:'"I.J:::: ... •Jt• - .. -~t ,.:"t.. ... !'I.;..-, 

J.:., L:.:. :"...;."l."I~ .. 

,,.-.,, Kl.r .._, , si,;rn 
'Ir 

''" \ Kl c.1.1 ::' SKCP 

·~~,J .. : .. , .. .:.J=i;:.:, ,:::·:.,~, ~,-.: 
r::: .L'\.."'I l.;:':-1:.:.11 J..:.:.,., ::n.:.: J . ..:.,.a'-,1., .: .. , 
"".:"","11&.'1,~.L Ja_"\ CT.at.I - ,,.....i•..a J~.1, ._,:, .. ~"'ll;"'lp"\ 

.. !:.:.!..:, J.,:._.T '1>1 .. t., ~:I· ._.""'4;:ti,!!•,;i;Ll.!:f!,.! 

; :. J. 
- ,:,-.:: K:JJJ.Jt.J.., 

r.d.1 !.t.,;i,i 

\1 

11:-::.,i=Jrt.J.1..1.:.". 
K: 
r:...L. -~,:r 
K.~'.:. 

=··.J. 
r .t..1.:. !J.!\sa:.: 
K.::-.1...:. 

n~ ...... .,:-..:.: J.Lr. 
K: r- .. .1, •• ,._,.,. 
K~~...L 

:.:-.L :J. 
r :.1:. !!.,;.:,.:. 
K:;,_. 

I\' 

UZ! .... ,i'-': J1:-. 
I(: 
r • .1, :,.,_.,,_ 
K:;u.J. 

• -·· j, 
r .1..k t.:.."1;,r 

"•"•-' 

111 

ll:: .... :tt-.J.: J:.:. ,,., 
r,.1, ~,.,__. 
J,,.:'"l..:..J 

·.:-1 J. 
r:~1:.:1er 
l,;:c,.., 

II 

~L:rr,1 '5KCP 
s:1r 

U:·:19u: J.:.:-. 
-:!r;..:.:t-:.:J~J,..:,., 
r.d: ~,ii:. 

234 



Hkmsetdawktb 0211007 

:--:?: 

i..:cpsls s:.;p:: 

:.:.p • 
"P 
'<p ,- 

~itetapkar. &tJut;:lsi·. 
Ya:-,.; retar, :iibsyar scr.:uls 
Sis.s kurar.j; . lebil; 

PERHlTUNOA.'f SPD RAMPUNO 

:--:?. 

Yet:~ \.1cr.eru::s. 3cr.daJ-.ara ?cq;elusrsr. 

:ei .. t·. r:-.cr.cril'.:s jcr.:lsJ-. uar • .; s ebcs sr 
::l.p .. 

7 dr.l-. dibayar scjur.:1 a 1-. 
:'<p . 

......... t3!:i:;,;3l. bular .. t sh un. 

Tcrb1ls.r.i; 

Rp, 

2. 

,. 
xo 

!. 

:..sr.:pirar. S?T :>;nr.:nr 
Ta,·.&_~al 

RlNCIAN BIAVA PERJALA.~ DINAS 

105. Rincian Perjalanan Dinas 

235 



Hkmsetdawktb 0211007 

?c1::bcri TUf<U. 

Adar.:,a pcrpar.Jaq,a,: n..~u t-.ar, d11et:,abkai: bukar, :,lc,i: kcl&l.!ila1: 
pclak ur a S?:::J. 

5crdaurka,: Surat Perk.ta!: Tui;u 1S?T1 :-.:>r.::>r tai:,:;i;sl. . 
Atas narn a. :::Jcr.~s.t: lrJ kar.,i r.:c,·.yataka,·. deq;sr. 
scsu,:iu;ut-.r.ya bal':•.-a :. .. .. . . 

SURAT KETERANGOAN PERPANJA.'fGA.'f TUOAS 

106. Surat Keterangan Perpanjangan Tugas 
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?ctcr.juk ?cr~s13r. ;::,n:-..s.t Sur at Pcrr.yat e ar; ?cr..·.batslSJ·. 1'u~ss. ?crjata1·.st·. :J,ir.as 
.Jabsrar.: 
1 ! 1 :liisi r.sr.:a pcj&ba· per.erbit Surat Tui::as 
121 :..:nsi :'s!? pcjabst per.erbu Surat :'ui:;as 
1~1 '.;iisi jabsr ar; per.a-bit Surat Tu"ss 
1..:.1 ~iisi 1::n"...a ·_·r.it :,c1js pc1:crb1t Surat Tu~s.s 
151 Siiu 1:ai,:s S"?:J per.erb n Surst ".'ui.u 
161 :liisi r . .sr~:a ?c.laks.!u".a SP:: 1:1:,iisi ~;:? ?elsksa1·..s SP:: 
1:!1 ::,mi 1abS1ar. ?claksar.a sr::; 
191 '.Jlisi r.a1::s ,_·r.it '-crjs ?clsksar..s S?'.; 
1101 '.)iisi r.ai::a S"P:; ?elsks!ll:s SP:l 
I l: 1 :::iisi ala ss r, pet~hstelsr, pctsksar.eer, perjal&1·.ar. d ir.as 
1 !21 ~iisi tc1:1p&t. t.s.:-..~s:tal.bul.s1--;.dai-. cs.l":.u.1: ditsr.datsr.Rar:.i s urat pernyata ar; 
1: 11 ::::ilsi tai·.datsr.i:;sr. dsr, I"..!it::s jclss pe;abat pcr.erbi; Surat 7u"as. 

........... 1 !JI 

.I! li 
Y!II:~ :,1c1::bus1 ?tn-.ystaai: 

::-;cr..ikia,·. s ur at pernyataar; i,·.i :!itusi dc,·.ga,·. scbcnarr.ye ds,~ apabil a 

:itkcr::u::!1a:: r.en rerr.vera sur at perr.yat s sr; ir.t tij.s.k ber.ar.s ays 
bcnSJ'.!sl,UJ'.,;:s•,:ab pcr.ur, dar. bers cdia dipr os cs scs.uai :le1:i:;s1: k c-cr.rcar, r.okur.: 
::a1·.~ bcrlak u. 

'.Jibatalkar. at au tidak d ap sr dilakur.Ak!ll·. disebabkar; !.ds,:ya k eper luar; dir.as 
lai1:r.:;s y!>r.i; sai·,i;at 1~ci:dcsa.k,1 pc:·.or.g dar. 11:lsk :i!<pat diru1,ds 
yairu I~ ~I- . 

Scr.ubu1:i;s.i·. der.i;,u·. perr.bsral ar; tcr scbur. petaks ar.sar; peris.lar..!ir. :111:ss udsk 
dapat d1i::s,:1ikAl·. oler. peisbst 1 ?~; S 1 ?cgswsi ".'i:hk Tet sp 

... 1:01 

Lr.it Ori;ar.isasi 

.. 171 

.. ...... 181 .Jabat sr; 

:.!c1·.ya1aks1: dc,:i;sr. scsuq,'!tJhi·.ya. b.r.r.w:s tui;ss ?cnslsr,r.r, ::Hr.as stas 1-.ama: 
:'sSJ:·.s .. .. .. ..161 

.151 

........ 1.:.1 '_' 1: tt Orgar, 1 u s1 

.... ····••·· •··••··· 131 Jsbstar. 

... 121 

..111 

:'sO:.!O~: . 
SURAT PERNYATAAN' PEMBATALAN TUOAS PER.JALA.l'{AN DlNAS 

107. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas 
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........... 1:s1 
?ctur.juk ?et:~sisr:. :-"°:>n::at Surat Perr.yataar, Pcmb sralar; 7u,;ss ?erjslscs~. ::Ju·..ss 
.. }abauu: : 
I l 1 :)iis, ,·.ac::,, PA, i\? . .\ s;;?:: l L'r.it ;(crja s:,?:J yai-,i; dibcbani biays pc1je.lar.s,·. 

du-.r..sr.•:a 
121 :Jiisi :x·:? ? . .\.: :...:?A s:...: ?:::l: r_·r.it :,erja s:...:~:; y.s:r,R drbebar.i b1sys perjalar.ar; 

dir.a sr.vs 
121 :Hist fs.bsts11 ?A. :,?A SK?::::L:r.11 ,-crjs s:,?:J ::a,:!: dibebst:i bleys 

,rrj.ali.r,•1· dir a sr ya 
1"-1 :::iisi 1:sn~a t..'i:it ,-erjs s;.;p::: yar.Fi dibebar.i biay a perjatar.ar, dir:as.1:;;s 
131 :)iis1 r.sma S~P:.: ys1:g ::Hbeba::i b1ays perjalar.ar; ::1ir.as1·.ys 
161 :)iis, r:s1?:.s ?claksar:a S??:) 
1,1 ::.i111 :S!P Pcla~:u,.s. S??:: 
1B1 Diisi jabat.sr; ?clsk5ar.a SP?:) 
191 :liisu-. ams L"1:it ,-crja SK?:) yaq; :!1bebsr.1 bis:,-a perjalar.ar, :111:ssr.;-s 
1 ! C>1 :)iisi ,·.sr:·.a s;.;p::; ya,·.fi <:libcbs,·.i biaya perjalar.ar; dir.ss1:::a 
1: : 1 ::iisi trar.spor ; ysr.fid i~u1·.aka1~ 
1 ! 21 ::ii11 :!cq;si-. iun:lal: ruprar, bisya tnrnsp~rt :1sr. pa·.,;i1·.ar,ar. ::sr.Fi udsk 

dapat :i1ke1:: bslikat:/ r efur.d s.cbll!:131'.: sclumi·.i:ys 
1 ! 11 :)tis1 ncrr.or :)?A· S:\?:). uu:~J:i5I ::i.11: r.ar.:s. s:~?:.: ysr:~ :11bcbsr.i b1sya 

pcrjalar.ar; di1·.s,r.ya 
1. -, :;11,1 :lc1·,i:;ar. t crr par :1sr. tar.~~al 1".cr ar.~st.aq;a1:I sur st per r.yat aar; 
1 ! s, :)iisr tsr.dstar.i::sr: :ls1: r.sr::s jclu ?A: :,?A pa:ls SK?:;: ·_·:·jc ,-crJs S,-?::J 

:.sr.!l dib cban l biays. pcrjalanar, dir.as nya, 

.. ......... 1:-1 
Ya,:;; :,tc,::buar Pcrr.vat aar; 

:Jcr.:ikiai: s ur at per r.yaiaar; w.i d.1buat ::ic1~ai·. sebcr.srr.ya dar, ap.ab1ls 
d ikerr.ud isr; har i ien·.yats sur si pcrr.yatasr; 1r.i ti:!sk benar. :iai·. r::cr.ir.:bulkar. 
keruf:is1·. \c!iars.uys. bcrtar.i;!;llq;jawsb pe1:uh dsr, bers edia r.::1·.yct:irkSJ: 
kcrugiar. dacrar. ter sebut kc :-;:u d~rsl:. 

:J1bs1alksi: s esusi :le::i;i.1: s ur st ?en·.ys.tSSl". ?e1~.bs.1sJai·. Tugs.£ ?:rialsr.s,·. :Ju:ss 
\or.:or .tsq::.~al. . Ber ker.s sr; :ler.i.sr. pcr.:bstsla1·. 
rers ebut. biaya tra1:sport berupa 1 ! !i. .. .. .. . . :!a,: biaya 
peq;tr.apa.-. ::ar.!l relah rertsr.jur drbsyarkar; sras bebar, '.;?A- s:,?::: o:!sk dapar 
dik ernbalikar; .- refur.d 1sebsi;iar.!seluru!:r.ys.1 sebcsar 
Rp.. .. .. .. .. , ! 21. sct-.iq;:gs dibcbst:kSl: pa:ls :J PA-S:,?:) 
:S:or.:or- .,a1:~~3I.. . .s;.:?::J.. . .. .. .. .. .. 1131. 

..161 

. 171 

.. 1a1 
.... 191 

. 11:·1 

\111::s 
\"" 
Jabsts1: 
L'r.a Cq;ar:iusi 
:...Cr.:bags 

.tsr.i;fisl ... :S:or.:or. . 

:>.!c1:ys1ska1·. :lcr.i;sr. sc.suq;:;;ut-.1:ya. b ahw a tLJ::ll!. ?c1jslar.ai·. :J1r.ss ber dasar kar; 
Sur at Tu,qas :'-or.:or ts.1:i;,-al. . .. .. .. .. .. .. . dsr. S?T 

.... 151 

Jabuar. 

... 1!1 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..121 

.. 131 
.. 1-1 L'r.lt Or;;s.1:1~a~1 

:.C1,:bsi;s 

,a1:;; bat.ar.dau1q::,11·. :litsw:ai: 11·.1: 
:S:ar:.s. 
:-::? 

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN 
BIAVA PEMBATALAN PERJALANAN DIMAS 

108. Surat pemyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas 
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x:>, x:?. 

?clakssr:a s:>:: 
:-.1:1·.~::tat'.ui ,• :·.~c:::-·ctuju1 : 

?cq;gur~ Ar.i;.'!arar.: 
;.;uas.a ?cr:AAur.a A1·.i;;i;;11rs1·. 

.tsr.;;;;sl.buls,·,. t sr.ur; 

::cr.-.tkiar. perr.yst aar; ir.1 kar.:1 bust :ler.;;a1: seber.srnys. u1:1uk ::l1peq;u1:ak11,i: 
scbai;ai1::sr.a r:-.esth::,·a. 

2. Ju1::lsr. us.q, t ersebut psda ,u·.;;ks : diat s s. bcr.ar-bcr.sr dikcluar ksr; ur.ruk 
pelaku1:,illio perjsls1:sr: :!11:u ::lir.:!ik!u::I dar, apabila :itkc!7.u:lir. r.sn 
t er dapat kclcb1r.s.r: a1as pcr.-.bsysrst:. k.ar.-.1 bcrscdia u1:tuk mcr.yercr kar; 
kelebihar; rer sebur kc "'as ::iacral: 

No. URAlAN JUMLAH 

! 2 J 

JL'~1' AH 

3iays pcr.F,ir.spar. da1:1stsu biaya rrar.sporras! dibawah it:i ~-,u·.;; 1i:lak :!spat 
:I rpcrclel; bukti-bukti pcq;cluarsnr.ya, meupuu : 

.. Ta1·.i;;i;al Bcrdesar kar, Suri" ?crir.tsr. Tu;;as 1S?T1 Xorr.or 
....... :lcr,i;a,: il'.i karni r.·.cr.yatak.ar, :lc1·.i:;sr. sesur.i;i;ur.1:ya bahwa : 

:'-s1::s 
:Sl? 
Jsbatar. 

, a,·.R bcrtsu::lsis,·,i:;ar. :hbawal·. mi : 

DAFTAR PENGELUARAN RllL 

109. Daftar pengeluaran riil 
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Pc·aba1 Pclakur:a lekr.11 Xc:;iua:- 
:,t:f".~:•al':\a \(cr.ycn .• j1..1 

A:rF',f;lr• \1~i;.::ua1•., 
N..ua ?cr,iJiW- . .11 Ar.AA&ra:-. 

TOTAL 

B;Q.y.'.1 R~;xd 
!3.e.,-o T.o..,a. Tei:. 
~~:a.'.a:-t.:m Peme-ccsaan 

...;!.:':!l\'~ 

9.0JU 
Pe:1g-.:1.apar. 

.JU~'.UH 
Rp 

S, D 

DAFTAR Rl:XC!A~ B:AY., P!::R.!.-U..,X.'.\ :>IX.'5 P!::S!::RTA 
KEG!.,T.-IS 

110. Daftar rincian perjalanan dinas peserta (kolektif) 
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Te:n':i·.1so:1 
Y::1 Kepa.a Bada:~ Perencanaan. Pe:1e.:::an dan Pe:1ge:n'::>a:1go...--i 
Daeran Kab. wa:..:a:o':>:. 

2. Keoala B?K.\::) Kao. Wakatob.. 

Nama 
:>;iP. 

Kepa.a SKPD. 

Berdasarkan :10. ter sebu: d.at as, :..:am: monon 
pernm oangan Ba?a,- ·.1n:·.1k dapa: x.ranya usu.an 
perges eraa o:1gga:-on denga» n nc.an seoaga.mana :e:-:o::n?:: 
dioanas c.en TAPD. •.1n:'.lk se:an;'..l::1ya drruangkan da.am 
SK Pe:-se:·.1:·.1a:1 Se:...re:a::s Dae ran sebaga; dasar penero.t an 
rancanga.; pe :-.1:ia!1a:, DPA·SKPD 

Dem.k.an ·.1n:·.1,. d.mak.um: dan atas ?f:'::moa:1ga:1 
Ba::>a..: d.ucaokan :e:::na iros::1 

· · Wa:1g:·Wang:. 

2. 
3. ::)s:. 

Dengan memperhanxan :..:e:e:1:·.1an Peraturan B·.1?a:: 
wa;ro,ob: :'\'o::lo, To!1'.l:1 20.. :e:1:ong Pedornan 
Pe.aksanaan APBD Kal:r.1?a:en Wa~:o:,: TaiY.1:1 Anggaran 
20 , dengan ::1: kam. .nengajukan usu.an pergese ran 
anggar cn ant ar obye.- oe.arr a da.arn •e:1:s ·~.a:1;a 
oerkenaan pada s·.1'::> :O:eg:a:an ya:1g sarna da'.a:n .\PBD 
Ta~·-1:1 Anggara» 20 . dengan a.asan dan ?f:-:::n'.:>a:1ga:1 
seooga: be:-:~_1:· 

: Pe:1:.:1g 
· : 1so.:·.11 oe rxas 
Uaulan perger.eran anggaran 
antar obyek belanja dalam 
Jeni.a belanja yang r.ama 
pada sub kegiatan berkenaan 
dalam APBO T.A ....... 

Ke;>o.da 
B-.1;:>o.:: \\'a..m:oj: 
Cq. Se kretaris Daerab 
se'.ak-.l Ke:·.10. TAPD 
d:. 

KOP SURAT 
SKPO 

Xornor 
S::'a: 
Lam?::-0.:1 
?e~ha: 

1) Format surat usulan pergeseran 

111. Pergeseran antar objek dalarn jenis yang sarna pada sub kegiatan 
berkenaan 
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., •.... 

Btr<:a"nOJ°V 
!Dtf,..tfl ... l 

SllhUY 
.:>,u(:z:·;· 
'\-C-.tl':· 

i.,:) .1· ! =>-•=- ~· 
•·::ari·,:.., 

!~:·1 ~""I:' '"'!l"'I• 
_1• ~ :,·,:· :u 

.r ... :..: ... :io:~··::·:· 

OA.JTA!II ~~CIA~ 
l'l111Gl5l~A~A'4:SZA~At.ir. •'JTAflOIJl( ltJ.A~ C•ALA-V H~iS l!..A"t&A 1A~ $.AWA PAOASLll UZ:.A.TA.\ ltll<t~.\., 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
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5 xarna Lengx ap r anda t angan 
:Kab:d Pe-e'lca'laar. .\fu.ic'tl: 

i:a:1da :o.:1ga:11 ,; Xarna Lerigkap 
•J<ab:.ci /lrtgga•(Pl, 

3. xame Lengkap ro.:1da :nngo.n, 
•Kaba.9 Penl.00rtg!4'latt, 

2. xame Lengxap 1:a:1da :o.:1ga:1-. 
-Kepau: IJPK...;D, 

'.\a:no Lengkap r.anda :a:1go.:11 
·J.:epaiu. Bappeda, 

FERSONALIA TAPD, 

20xx 

Dem.k.an oerrra acara .:1: d:..:ull.: ·.1:1:·.1,; d:;,e:g.J:10;.:.o:~ seoaga.mana 
mestmya 

TIDAK DAPAT DISETUJUI. 

.. . 1P:'.::1 sa'.ah sar,». 2. Us·.1:a:1 ?e:gese:an a:1ggorar. . . 

D.l\PA T DISETUJUI. 

. ,P-.:::1 sa.an sa:·.1:. 
'.:>er:k-.1: . 

Us"J'.0:1 ?ergese:-a:1 anggara» 

Berdasarxaa pern oahasan ya:-.g d:.a~.J..:..1:1, maka d.s.mpu.xan se or.ga: 

s·.1::i Kegiatan , :e:ah d:.a~.1;.:.o:1 ;,e:1e::::a:1 
dnn a:10.:.,s,s :er:,odo.? -_1s·.J:o.!~ pergese ran yo.:1g d:o.;·.1,-.0.:1 o:eh Ke?a.o. SKPD 
:e:-se.)·.1: d; atas, 

Pada nar; ::1: . :a:1gga. . .. Tah·.1:1 ... oer dasarkan ·.1s·.1:a:1 dar: 
Kepa.a SKPD . menyangku: S'.lra: xornor · 
S'...1.)S:ans: Usu.an : 
a. Pergeseran anrar O.)_:e;.: da.arn jenis yang sam a pade s·.1':> ;.:eg:o:on 

~e:-Ae:1aan; 
c. Pergeseran ant ar rmcran O.)_,e:.. da.am oo:e~ yang sama dalam saru 

j ems pada suo :.Ceg:o:o.n oerkenaan; 
c. Pergeseran ancar s·.1'.) :-::1c:a:1 o=i;e'..< da.am :·::1c:a!.". o·'):e.< dan da.arn 

ol:l:e;.c ya:1g sa.'110 da.am saru ;e:1:s pada ~eg:o:o..-i '.:>er..:e:1aa:1: 
d Pergeseran at as ·.J:0:0:1 dar; S"J:J nnc.an o:::,:e"' 
e. Pergeseran o:1ggo.:o.n ya:1g menyeoackan perubanan APBD. 
ipllih salah satu yang berkenaan,\ 

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD 
Nomor: /TAPD/20xx 

3) Berita acara persetujuan TAPD 
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.'\A:\!A TA.'\PA GE:...AR 

SEKRETARlS DAER.-\H 

:>.:e:a?,-a:1 d: 
Pada Ta:1gga: 

KE DUA 

:\'.e:1ye:·.1!·..1: hast. ?e:11'::laho.sa:1 TAP:> ,e::1ada? pergese ran 
anggaran ant ar o oyek oe.anja da.am :e:1:s be.an-a yang 
sarn a pada sub ~eg:a:an oerxenaan da.arn APBD Tah;..in 
Anggaran 20.x.x, seoaga.rnana :e:-ca:1:·..1:n da.arn Lamp.ran 
se :iagac '.:>ag:a:1 ya:1g ::da~ :e:-?tsa:i,-a.--: dar: Ke?·..1:·Jsa.-1 :n:. 
perserujua» sebaga.rnana d.maksu d da.arn d:~:·.J:n Kesatu 
Ke!:r..1::..isa.'1 ::-:.: menad; das ar da.am . 
a Perierb; :a.--: rancangan DPPA·SKP:> s esua; ;.:e:e:1:·-1a:1 

peraturan pe rundang-undangan: dan 
'::> Pe.axsanaan pern.aayarao sete.an ;:,engese.:1a:1 DPPA· 

SK?D 
Kep·.J:•..1sa:1 .:1: mu.a: ';)e:-.a~·..1 se}a~ :a:~gga. d::e:a;:,im:1 d an 
ha~ya '.:>e::a:.---1 ·-1:1:·-1:.- Tanun A .. '1ggara.--i 20xx. 

KETIGA 

:\!ene:a?,_an 
KESA TU 

MEMUTUSKAN 

Undang-U ndang xornor 
Peraturan ?e:--1:1dang0-.i:1danga:1 .amnya ya:1g re.evan 2 

:\'.e:1t:n'::ia:1g · a oanwa da.a:n rangka ,e:-:t':> adm.n.stras: a:1gga:a:1 
clan ?e:1ggunaan angga:an ::>e'.a.'1:a secara :e?a: gJna 
;:nda SKPD per.u ct::a;_..1;ro:~ pergesera» 
a."'lgga:an ya:1g rercantum da.am DPA·SKPD Tah·..1:1 
Anggaran 20 . : 

o. oanwa pergeseran a:1gga:a:1 se::>aga:::t1a:1a d.m aksud 
pada :1·.1:-J: a re.an dioahas o.eb TAPD, dan 
d:..a,-sa:10:,_an aerdasarkan perseruj u an Sekretart s 
Daerah sesua; ~e:e:1:•..1an pada Ba'::l \'I :,·..1:·..1: D 
.a:n?::an Peraruran :l.!en:e:-: Da.arn .'\ege:: xomor 77 
,e:-,:ang Pedornan Te--:1:s Penge.o.aan Keuanga» 
Daeran: 

c oanwa oe: dasarkan ;:,e:-:: m oangan seoaga: maria 
d::110.,-s·.Jd pada :1:..:1:-.J: a dan :> pe:.·J :ne:1e:a?,rn.:1 
Ke?·.J:·-1sa:1 Se kretar.s Daerah :e:1:a:1g Pe:se:·-1.,-.ian 
Ternadap Pergeser an Anggaran Anrar O:iye:.- Be'.a:1!a 
Da.am .Jen.s Be.an, a Yang Sa:11a pad a s;.i'::> Keg.ata» 
oerxenaa» da.am A?BD Tah·-1n Angga:-0:1 20 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR : TAHUN :20 .. 

TEN TANG 
FERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN ANTAR OBYEK 
BELANJA DAI.AM JENIS BELANJA YANG SAMA PADA SUB KEGIATAN 

BER.KENAAN DAL.AM APBD TAHUN ANGGARAN 20 .. 

KOP SURAT SEKRETARIAT DAERAH 

4) Surat Keputusan Sekretaris Daerah tentang persetujuan 
pergeseran 

244 



Hkmsetdawktb 0211007 

Te:n'.Y.JS0:1 
Y:~. Kepa.a Badan Pe:e:1ca:iaa:1. Pe:1e::::a:1 dan Pe:1ge:n·:Ja:1ga:1 
Daeran Kao. \\'a.:..a:o'J.: 

2 Keoa'n BPKA::) Kao \l.'a:..a:oo: 

\\'a:1g:-Wa:1g:. 20: ':i 
Kepa.a SKPD. 

Berd asarxan na, :e:-se\:r.1: d.atas. :..:a:n: :no:10:1 
?C::::n::ia:1ga:1 Bapak ·.1:1::.i . .,: dopa: k.ranya ·.1s·.1.a:1 
per geseran a:1ggorn.n dengan n nc.an seocga.mana :e::a:n?:: 
d.banas o.en TAPD, :.i:·,::.ik se.anjutnya d::·.1.mg,m:1 dalarn 
SK Perse: ,.i; ·.u:i.:1 P PK D se Jaga: dasar penerb.: an : ancangan 
pe:·.1::,a:-.a:1 DPA-SKPD 

Dem.k.an ·.1:1:·.1;, d.mak.um: dan atas ?e::1m':>a:1ga:1 
Ba;:>a,< d.ucapkan :e:::na kas;». 

2. 
3 '.)s: 

Dengan mempernatt kan kerentuan Peratura» Bupat: 
\\·a;m:o::i: :'\0:110: Tarran 20. :e:1:a:1g Pedornan 
Pe.aksa naan APED KaiY.J?O'.e:, waka.oo. To:r.1:1 Anggaran 
20 . dengan ::1: kam: :ne:1ga_,·.1,rn:1 ·.1s·.1:a:1 pe:-gesera:1 
anggo:a."'l anrar r.nc.an o oyek ':>e.a.1a d a.am o'::i;e;;: :ie.a:1:a 
ya:1g sarna pad a satu ;e:::s Je.0:1!0 pada s·.i"::i -ceg.ara» ya:1g 
'.:>e:~e:100:1 da.arn A?BD To:1·.1:1 :\."1gga:o:1 20 ... d enga» 
a.asan dan pert.mbangan seoaga: ·Je::-.,-.1: 

B-.1;,a:: \\'a;..a:o::i: 
Cq. PPKD 
d; • 

: Pe:-.:::1g 
. : ,sa:·.1' be rkas 

Usulan pergeseran anggaran 
antar rincian obyek belanja 
dalam obyek belanja yang sama 
dalam satu jenis belanja 
pada sub kegiatan berkenaan 
dalam APBD T.A. 20 .. 

xcmor 
S::'a: 
Lamp.ran 
Pe::ba'. 

Kepada 

KOP SURAT 
SKPD 

1) Format surat usulan pergeseran 

112. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dalam satu 
jenis pada sub kegiatan berkenaan 
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'l• ..... 

a"tJlftOJ'\I 
1W-H.J")"\II 

SE.SUDA."" SlltLUW 
...j•,H t.c-~:::· 
C.t ...J": .. 

- . : ::,·,;· ,,. 
)i..j.r: :,.-p· ;.a 
z .•. ,.,.. 
~::::· 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
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l'illl 11 :f 11 

::, :'sa:no Lengkap 1:a:1do :a:1ga:1, 
·Kub:d Pe~'1CUrtaa,1 .\!uk."t.J, 

,: :--a:na Le:1g:..ap 1:a:1da :a:1go.:1· 
-Kabid :','lggarur., 

r anda :a:1gnn 

2 Xarna Le:·,g,,:a;:> 
-Kepaia fJPiviD• 

FERSONALIA TAPD, 

xama Le:1g,,:a;:> canda :a:1gan1 
'Mpu!a Bappeda- 

Dem.k.a» '.)e:-.:.:. acara .:1: d.oua: ·J:1:·Jn: d.per gunaxar; seoaga.mana 
:nes:::1ya 

TIDAK DAPAT DISETUJUI. 

2 Us·.1.a:1 perge seran anggaran 

DAPAT DISETUJUI. 

aer.ku: 
Us·J.0:1 perge seran a:1gga:on 

Berdasarxan pe:n oahasan ya:1g d .. a;.;"J;.m::. maxa dis.mpu.xa» se:,ago. 

S"J') Kegiatan · ... :e.a:1 d..a,c·Jn:a:1 pene .. ::a:1 
don a:ui::s.s :e:::adop ·.1s·.1.o:1 pergeseran yang d.a:·.1n:.o.:1 o.en Kepa.a SKPD 
:e:se:Y.1: d; at as. 

.) Pergeseran antar r.nc.an o:l;e:.. da.am o'o_,e:.. yang soma da.arn satu 
. en.s pada s uo n:eg:n:a.'1 .:ie:n:e:1aa:1. 

c Pergeseran ant ar s·J~ :::1c:a:1 O')_en: da.arn r.nc.an o~~e" don da.am 
o::>:e;.; ya:,g sama da.am saru :en:s pada n:eg:a:a:1 .)e:n:e:1aa:1; 

d Pergeseran atas uraran dart S"J:l rinc.cn o':l!e;.. 
e Pergeseran cnggaran yang menyeoaaxan pe:;.i':la:10:1 APBD 
1pillh salah satu yang berkenaan, 

Po.do har .. :1: :o:1gg£1. Ton'.Jn . oer dasarxar, ·Js·J.0:1 dar. 
Kepala SKPD .. menyangku: S·J:o: '.\"omo:: 
S"J:ls:a:1s. Us·J:0:1 . 
a Pergeseran 0:1:0: o:l:e:.. da.arn . en.s ya:1g sarna pade S"J::> ;..eg:£1:an 

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD 
Nomor: ....................•... /TAPD/20'KJC 

3) Berita acara persetujuan TAPD 
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::--A:\U TA:>:PA GELAR 

PEJABAT PE::--GELOL~ KEW,::--GA:'\ 
DAER.-lli f PPKD, 

D.:e:a?~:1 it 
?ado. Tangga. 

:\'.e:1ye:·.l. u: ::as:: pemaahasan TAPD ter nadap pergese ran 
anggaran a:::a: :::1c:a:1 o::>ye:... :.e'.an. a da.am ooye.c '.::>e'.an:a 
yang sama da.am s,c.J :e:1:s oe.an-a pada s·J·;:, '.--eg.a:a?1 
.)e:'.--e:1aa:1 da.am APBD Ta:Y.l:1 Angga:a:1 20xx. 
se oaga.rnana :e:ca:1:·J:n da.am Lamp.ran s e oagas oag.an 
ya::g ::do;.: :e:?:so.:1~:1 dar; Ke?·J:·Jsa:1 ::1:. 
Persetujuan se oaga.mana d.maksu d da.arn d:k:'.1:n Kesaru 
Keoutusan :::: rnen-adi dasar da.a:n 
a .. Pe:1e:"::>::11:1 n:i~ca..'1ga:1 DPPA·SKPD sesua: ~e:e:1:·Ja:1 

oeraturan perundang-undangan. dan 
'.) Pe'.a...:sa:,aon pemoayaran se:e'.a:1 pengesaoc» D??A· 

SKPD 
Ke:Y.l'.'.lSD.:'1 .n: mu.a. ~:-:a;..l se:::i." :a:1gg::i.. d1:e:a?:..U:1 d an 
:~a;1ya '.::>e::a;,.,.l ·_1:1:·J.n: Ta:1'.l:1 Anggaran 20xx 

\'.E x: U TUSK A:'\ 

Undang-U ndang xornor 
Pe:a:·J:a:1 Perundang-undangan .o..:1:1ya ya:1g re.evan 2 

a. oahwa dalam rangka :er.:':, adrrunrstrasi a:1ggaran 
dan ?engg·.maa:1 anggaran ce.anja secara tepa: g.1:10. 
;:ndo SK?D ;:>e:'.·.i d::a:._-.1:.m:1 ?e:gesera:1 
o.'1ggo.:an yang tercar.turn da.arn DPA·SK?D Tahun 
Anggara» 20 ; 

.::> oahwa ?ergese:a:1 anggara» s e oagaimana d.maxsud 
pada :Y.1::-.i: a ~e'.0!1 di oahas o.eh TAPD. d an 
di.axsanakan berdasarkan cersetu-uan PPKD s esua: 
,.;e:e:1:'...I an pada Ba"::> \!! :Y.1:=.J:' D '.o:n ?::0:1 Peratur an 
:\!e:1:e::. Da.am xeger; xomor 77 :e:1ta::g Ped oman 
Te-ens Penge.c.aan Keuangan Daeran: 

c :>a:1wa oer dasarkan pernm canga» sebaga.mana 
dirnazsu d pada iY.J::-J:' a dan o per.u menet apxan 
Keputusa» Pe:a.::>o.: Pe:1ge.o:a Keuanga» Dae rab 
:e:1:ang Persez u-uan Ter nadap Perges eran Anggaran 
A:1:0: :-!:1C!a:1 Oovek Be.anja Da.arn o::>_;e;.: oe.anja 
yang sama da.arn satu Je:1:s Be.anja pada s·J'.::> 
Keg atan aerkenaan da.am APBD Ta:1u:1 Anggaran 
20 .. 

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

Hkmsetdawktb 0211007 

KETlGA 

KEDU.~ 

:\:e:ie:a?...:an 
KESA TU 

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA KEUANOAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

NOMOR : TAHUN 20XX 
TENTANG 

PERSETUJUAN TERHADAP PERGESERAN ANOGARAN ANTAR 
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA YANG SAMA 

DALAM SATU JENIS BELANJA PADA KEOIATAN BERKENAAN DALAM 
APBD TAHUN ANGOARAN 20XX 

KOP SURAT SKPKD 

4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran 
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Te::n'Y.JSa."1 · 
Y:h Keoa.a Badon Pe:e:1canaa:1. Pe:1e.:::an dan Pe:1gem'.:)a:1ga:1 
Dae:o!1 Ka·.). \\'O:.<a:o'.:>:. 

2 Kena.a BPKAD Ka) \\'a:..:O:o::>:. 

Nam a 
:\"JP. 

\'ia:1g:· \\'a:1g;. 20: 9 
Kepa.a SKPD. 

Berdasarxan na, t er sebu: d.a:as. ;..:a:t1: moncn 
;:>e:::m'.)a:1ga:1 Ba?.L.: ·..i:::·.in: dapa: :..::rn:1ya usu.an 
per ges eran anggaran denga» nnc.an seoagaimana ~e:'.a:-t1?:r 
d.oahas o.eh TAPD. ·.J:1:·.ik se:a:1r.J::1ya d::·.iang:..:a:: da.am 
SK Pe:se:·.i:·.Ja:1 PPK9 se oaga; dasar penerb.t an r ancangan 
per uoahan DPA·SKPD 

Dern::..::a."1 :.J:1:·.i:..: d.rnak.um: dan atas ?e::::n:ia::gan 
Bapa-c drucapkan :e:::na :..:as::1 

2 
3. '.)s:. 

Dengan mern;:>er:10::n:a:1 ;..:e:ez1:·.ia11 Peraturan B·.1?a:: 
wa:.ra:o'..): xornor . .. Tahun 20. :en:a:1g Pedoman 
Pe:a;..sc.:1aan APBD Ka::r.J?a:e:: Wa:..:a:o:x Tab·.i:1 Anggaran 
20 , d engan ::1. karn. rnenga •_1;..:a:1 '.JS:.J.a:1 ;:>e:·gese:a:1 
anggar an o."1:a: suo rinc.an obyek .)e:an.;o da.am n nc.an 
0.):ete be.C.:":_'O ya::g sama pada o'):e:..: oe.anja ya:1g sama 
satu ~e:1:s '::,e'.a:1:a pada su o :..:eg:o.:an ya:1g be:n:e:10.an da.am 
APBD Ta:1·.i:1 :\:1gga:a:1 20 de::ga:1 a.asan dan 
~;:"(::n'.)a:1ga:1 sebaga; be::n:-.i,· 

: Pe:1:.:1g 
: : 1sa:·.J; oe rkas 
: Usulan pergeseran anggaran 

antar sub rincian obyek belanja 
dalam rincian obyek belanja yang 
sama pada objek belanja yang sama 
dalam aatu jenis belanja pada sub 
kegiatan berkenaan_dalam APBD 
T.A. 20 .. 

8-.J?a:: Wa.<a:O.): 
Cq. PPKD 
d: • 

wang- wang: 

xomor 
S::a: 
Lamp.ran 
Perina; 

KOPSURAT 
SKPD 

1) Format surat usulan pergeseran 

113. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama 
dan dalam objek yang sama dalam satu jenis pada kegiatan 
berkenaan 
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J.11'1\ '" 

•r:.am:,)'\} 
!M"h.lfl'Vt 

SUUUW 
_,..JS C.,tf :!:• 
ce ...:·:· 

-·: :)·::· :.:, 
i..:i .r ! :>· ! : . ;.: ~ 
•·,:·J"fl 
..:-i:!:· 

OlFTAlt RNCIA~ 
11£~Ut'lA\I A"iTAII 11..18 'll~~'1 OIJU H..A\(14 0.0.L.U/ R '-:I.A'1 :,SJU lll..A~A O\G UVA O.A'-' n.ALIV OIIU 911..A'lil.lA _.A~ SA.VA OA.lAV 

Sii''TVJ£~.Sl£1.A~.A ,._nA U-G~TM,1UQ'-U..tiv 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
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5 :\a:110 Lengkap 1:a:1da t anga:» 
.·Ku.D:d P~rvnca'taa'1 .Haicru: 

.:. xa-na Lengkap 
·}c:Ui,:d Jinggarc.:'t• 

3. xama Le:1gi-a;:> r anda :a.:1gan, 
:Kabu.g Pe•nix.ng, .. 'tar,, 

2 Xarna Lengkap 
:Kepa!a. BPKAD• 

xarna Lengkap ,:ando :anga:1· 
1J.:epa:u. Bappeda, 

PERSONALIA TAPD, 

2uxx 

Dem.k.an oer.t a acara .:1: di oua; ·.m:·.1i- d:;,e:6.1:1ai-ll:, seoaga.mana 
mesn nya 

TIDAK DAPAT DISETUJUI. 

,P:.:h sa.ah satu'. 

OA.PAT DISETUJUI. 

ber.ku: · 
Usu.an ;:>e:gese:a:1 anggnra» . 

s·.1':) Keg:.a:a.:, : .. :e:ah di.axukan ;:ie:1e::::a:-i 
dan ana is.s :e:nada;:> usu.an ;:>e:gese:an yang d:a;·.1.m:1 o.en Kepa.a SKPD 
o:e:se'y.1: d, atas. 

':,e:dasa:i-a:1 ·-1s·-1.a:1 dar: Pada :10.:: :.--i: :a:1gga. . . Tah·.1n 
Kepa.a SKPD ... menyangku: S"J:a: xornor : 
s·.1':)s:ans: Us:.1:a:1 
a. Pergeseran antar o':);e:.C da.arn :ems ya:1g sarna pada su o .ceg:a:an 

·.)er:.e:1aa:1; 
:)_ Pergeseran antar nncian O:)Je,- da.arn o'.:,Je'..:: yang sam a da.am satu 

. ems pada s uo keg:a:an cerkenaan. 
c. Pergeseran antar s"J'.) nncian oo;e'..< da.am r.nc.an ob:e.< dan da.arn 

ob:e:.: yang sama da.am satu 1e:1:s pada :.:eg:a:a:1 '::le::.:e:1aa:1: 
d. Pergeseran a:as uraian dart s"Jl:) nncian oo!e'..<. 
e. Pergeseran anggaran ya:1g menyeoabkan perubanan APBD. 
1p(lH1. salah satu yang berkenaanl 

BERITA ACARA PERSETUJUAN TAPD 
Nomor : /TAPD/'1.0xx 

3) Berita acara persetujuan TAPD 
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?EJABAT PE:'\GELOL-\ KEUA:'\GA:'\ 
DAERAH iPPKD, 

D.:e:a?ML"1 d: 
Pada Tangga. 

KE DUA 

:\'.e:1ye:·.1:·..1: nas.. ?~:n-:.a:1asa:1 _ TA.PD :~r:1ado?. Per gese ra n 
Anggaran A:1:a: su» :::1c:an O:,ye,,: Be.anj a Da.a:11 :::1c:a:1 
oo:e,,: :,e:a:1:a yang sarna dan dal arn o:,:e:O: :,e.a:1:11 yn:1g 
sam a da.arn so:·.J Je:1:s Be.anj a pada suo Kegta:an 
::ie:-;.;:e:1aan da.am APED Tair.1:1 Anggara» 20xx. 
se oagauuana :e:ca:::·.1:n da.am Lamp.ran s eoagai aag.an 
ya::g ::da..: :e:?.sa:1:.-0:1 dan Ke;Y.1:usan ::1:. 
Perset u uan sebaga.rnaria d::nn:.:sud da.a:n c1:;.;:·.1:n Kes.a:•.J 
Ke;Y.1:·..1sa:1 ::1: rneruad: das ar da.arn 
a .. Penerorran rancangan DPPA·SKPD s esua: :.-e:e:1:·..1a:1 

?e:a:·.1:n:1 pe r' .1:1da:1g-·.1nda:1gan. don 
o. Pe.a;.;:sa::aan pembayaran sere.a» pengesanan DPP.-'.· 

SKPD 
Ke;Y.J:·.Jsa:1 .:1: ::Y..1.a: :,e,:01-.1 se-ax :n:1gga: d::e:n?;.;:a:1 d an 
::anya ·:,e::o~.1 ·..1:1:·..1,- Tah·..1n Anggarnn 20xx. 

K.ET!GA 

:\:e:1e:a?;.;:.rn 
K.ESATU 

:\!E:\~UTUSK.-\:'\ 

U:1da:1g·U ndang :--0:110:- 
Perat ura n Pe:-.1ndang··.Jnda:1ga:1 .a.rmya yang re.evan 2 

cahwa da.am :-a:1g:..ro :e:-::::i admcus-rasi a:1ggara:1 
dan penggunaan anggaran ::ie:a:1:a secara :e?a: !P na 
~da SK?D per.u d.!a,_.J;m:1 pergeser an 
a"1gga:a:1 yang r erccnrurn da.arn DPA-SKPD Tarrun 
Anggarcn 2 0 . : 
oanwc pergeseran anggaran s e oaga.mana d.rn aks'ud 
pada :1:.1:-x· a :e:ah d.canas o.eh TAPD. d a n 
ct.n,tso.:1a..an ':>e:daso:;.;:an ?e:se:•.J:uo:1 ?PKD sesua: 
..:e:e:1::.1n:1 pada Ba':l \'! hu:-.1: D .a:11?::-a:1 Pe:a:·..1:a:1 
:\'.en:e:-: Dn'.a:n xegen xomor 77 tenz ang Pedoman 
Texms Penge.o.aan Keuangan Doe:-a:1: 
oanwa oer daaark an ;,e:::m ·:,angan se'aaga.mana 
drmaxsu d oada :r..1:-..1:· a da» ·:, ::>e:.·.1 rnenet aoz an 
Ke?·.1:·.1sa:1. Pe_,o.oa: Penge:o:a Ke·..1a:1gan Dae:-ah 
:e:1:a:1g Pe:se:·.1:-.10:1 Ter nadap ?e:-gese:a:1 Anggaran 
A:1:a: su o n nc.a» O':lye,,: Be.arij a Da.arn ri nc.a» o..:>:e,,: 
~an:a yo:1g sama dari dal arn oo:e:O: be.anj a yang 
same du.arn sa:·J Je:1:s Be.an~a pada s·.J·::. Kegratun 
::ie:,,:enaa:1 da.arn :\?BD Ta!Y.1:1 A:1gga:-a.:1 20 ... 

o. 

PEJABA.T PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

KEPUTUSAN PEJABAT PENOELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD) 
KABUPATEN WAKATOBI 

NOMOR : TAHUN 20XX 
TENT ANO 

PERSETUJUAN TERHA.DAP PEROESERAN ANOOARAN ANTAR SUB 
RlNCIAN OOYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA YANG 
SAMA DAN Ilo'\LAM OOJEK BELANJA YANG SAMA PADA SA TU JENIS 

BEL.ANJA PADA KEGIATAN BERKENAAN Ilo'\LAM APBD TAHUN 
ANOOARAN 20XX 

KOP SURAT SKPKD 

4) Surat Keputusan PPKD tentang persetujuan pergeseran 
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Temausan 
Y: :1 Kepa.a Badan Perencariaan, Pene.; ::a:1 dan Pe:1ge:11 :)(l::ge.:1 
Daeran Kao. Wa.ro:o':>:; 

2 Keoala BPK:\D Kati \\"o:.<a:oo:. 

Nama 
:\IP. 

\\"ang:-Wa:1g:. . 20 . 
Ke;:>ao SKPD. 

Berdasarxan na. terseou; d:.o:as. ;.;a!':'l: mohcn 
;,e::::nba:1ga:1 Bapak ·.1:1:·.1,- dapa: :.C:·n:,ya ·_1s·.J'.a:1 
per ges era» a:1ggo.:-a:: der.gan n nc.an se .:>o.ga::na:1a 
ter.am p.r d.oahas o.en TAPD. ·.1:1:·.1:.< se:an:·.1::1ya 
d::·Jang;.;an de.am SK ?e:se:·.1.•·Jo.11 PPKD seoaga: das ar 
penero.tar; rancangan peru oanan DPA·SKPD. 

De:,1:.ca:1 'J:1:·J;.; dunax.urn: dan atas pe:-:::,1::)a::ga:1 
Bapak diucapzao :e:-.mo. ;.;as::1 

2 
3. Ds:. 

Dengan mernpernankan ;.;e:en:·Ja:1 Peraturan 
B"J?a:: Wa~:oo: xcmor .. Tah·Jn 20 .. :e:1:a:1g Pedornan 
Pe.axsanaan A.PBD Kaoupaten Wa:-a:oo: Tarran Anggnran 
20 . dengan i n: :.<a:n: :nengor.l:-a:1 usu.an ;:>e:gese:a:1 
anggar a» a'""!:n: s·J'o z.nc.an coyek '.>e.orra da.arn :::,c:a.n 
o'.):e:S '.:>e'.a:1:a ya:1g sarna pada oo:e;.. !)e:0:1:0 ya:1g sama 
satu _e:us be.an-a pad a s·Jb :<eg:a:an ya:1g oerkenaan 
da.arn APBD Tah:.i:~ Anggaran 20 ... d engan a.asan dan 
;:,e:-:::nba:1ga:1 seoaga: oer.ku: · 

. Pe:1:::1g 
• : 1 sa:·.1; be =-~s 
: Usulan peruballan uralan 
dari sub rincian obyek 
belanja APBD T.A. 20 ... 

Kepada 
S-J,>a:: Wakato o; 
Cq. Se zrerans Daeran 
se:a:r..1 Kerua T.-\PD 
cl: • 

xomor 
S::a: 
Lamp.ra» 
Per.ha. 

KOP SURAT 
SKPD 

1) Format surat usulan pergeseran 

114. Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek 
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·~. . . . . 

llt'1-J"YIO~°V 

:~"¥,J~J 

SUHW 
....,.u, (u;::· 
<c.r:· 
oo;; 

,,~...,.~ !a:·:· 

i..~ _t-: :,·:::'" :.Z} 

~·,;·:""' ~· :~: ... 

_ .. : :>·.;· :.:, 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
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5 Xarna Lengkap ,:anda :o:1gon 
1Kab:d Pere.-.ca'taCl't .\!ak'V1 

4 xarne Lengica:;> 
:Kabul An99arc•11 

3. Xa:11a Lengica? ,:a:1da tangar» 
:Kaba9 Pe•rt.00tt9'-<'tw,, 

2. xame Lengkap 1:a:1da :ongan, 
!Kepa!a DPKAD• 

xama Lengxap 1:a:1da :angan; 
'nepa:a Bappeda, 

PERSONALIA TAPD, 

20xx 

De:n:;..:0:1 -:>e:c:a acorn .n: d.oua: ·.1n:·.1ic d.per gunaxa» s.eoaga.mana 
mest.nva 

TIDAK DAPAT DISETUJUI. 

,P::.::1 sa.an saru; 

llA.PAT DISETUJUI. 

ber:'.,.1: 
usu.a» ?e:gese:-a:1 a:1gga:a:1 . 

S·..1.:i Keg-.a:a:: : . . . . . . ..... .. , t e.ah d.:.a~.1ic.an ,)e:1e.:::on 
dan ana:s:s :e:·::ada? usu.an pergeseran yang d:o:·..1..:a:1 o.eh Kepa.a SKPD 
terse'ou: di atas 

ipillh $alah satu yang berkenaan) 

. '.)e:dasa:kan usu.a» dar: Pada nar. ::1: :a:1gga. Tah'...1:1 
Kepa.a SKPD .. meavangku; Surat xornor : 
S'u ost aris: Us;.1.a:1 : 
a. Pergeseran ancar oo:eic da.am _ie:1:s yang sarn a pada s·..1 ::> kegiaran 

aerxenaan: 
.:1. Pergeseran antar r.ncian o :>:ei- da.am o::i:eic yang sam a da.arn saru 

_;en!s pada suo keg:a:a.-i oerkenaan: 
c Pergeseran antar sub rmcran o::i:e..: da.am n ncian ob:e',.( dan da.am 

0::1:e..: ya:1g sarna da.arn satu jenrs pada kegio:on oerkenaan: 
d. Pergeseran aras ura.an dan sub rmcian obye;... 
e Pergeseran angga:an yang -nenyebabkan perubaoan APBD 

BERJTA ACARA PERSETUJUAN TAPD 
Nomor : /TAPD/20xx 

3) Berita acara persetujuan TAPD 

255 



Hkmsetdawktb 0211007 

:\:\~'.A TA:\PA GEL-\R 

KEPA; ... A SKPD 

D.:e~a,Ma.'1 di 
Pado. Ta:1gga: 

KEDU.:.. 

Uraian r.nc.a» oovek ce.an-a sebaga.maoa :erc,u:·J:n 
da.am DPA-SKPD :--0:110: Keg:a:a:1 . . Ta:1:.1:1 Angga:-0.:1 
20xx. d::a,_·J:..:a.'1 perubanan dengan nnc.an sebaga.m ana 
tercantum padc .arn ;:i:ran seoaga: oag.a» ya:1g r.dak 
terp.schkaa dan Keputusan ::1:, 
Pe:-J".>a:1a:1 "Jm:0.:1 r.nc.an o')ye:..: oe.anja seaaga.mana 
d.maxsud da.arn d:ir:·J:11 Kesa:·J Ke?·J:·Jsa:1 ::-.: menjad; 
dasar da.arn · 
a Pe.a..~sa:1aa:1 Pe:1gadaa:1 Barang. Jaso. atau ~0:1:ra~ 

.:e:-_ a .a::1:1ya o.en Pejaba: yang oerwenang: 
::, Pe:a.'...sa:1aan ;:ie:n oayaran o.en Bend anara 

Penge.uaran, Bendanara Penge.uara» Pe:11':::ia:1:·J 
Ke?"J:•Jsa:1 in: :11"J:a: ::.e::a:..:-J se:a,- :a:1gga. d::e:a;:,;..a:1 d an 
:1a:1ya ber.aku :.1:1::J.: Ta:1·J:1 Anggaran 20xx 

KETlGA 

:\'.e:1e:a?:.-a:1 
KES:HU 

~~~'.UTUSK:\:\ 

U:1da:1g·U ndang xomor ... 
Peraruran ?e:-J:1da:1g··J:1da:1gan .a.nnya ya.'1g re.evan 2 

:\'.e:1:m::>ang · a. oaowa da.am rangka :e:-::\:1 adaun.srras: a:1ggara:1 
dan ?engg:.maa:1 anggaran oe.anja secara :e;:ia: gu na 
,ioda SKPD ~::·J ct::uJka:i pergeser an 
a:1ggaran yang tercanru:n da.arn DPA·SKPD Ta:YJ:1 
Anggaran 2 0 ..• 

o. aanwa pergeseran anggaran seoagarrnana d.m aksud 
pada h:.1:-.1:' a te:ah di oanas o.eh TAPD. d an 
d..ak sanakan ':>erdasar~:1 oerseru-uan Keoa.e SKPD 
sesuai :..:e:e:1::.ia:1 pada B~'::> \'l 11:.1:-J: o" .a:11?::-a:1 
Peraturan ~!e:1:en Dalarn xeger. x ornor 77 :e:1:a:1g 
Pedornan Te:..C1:s Penge.o.aan Keuangan Dae rah: 

c. oahwa ber dasarkan ;:>e::-:::n '.:>a:1gan sebagai.nana 
dimaksud pada h·J:-J:· a dan '.:> per.u menetap.cnn 
KefYJ,'JSO?l Kepa.a SKPD . :e:1:a.'"lg Pe rsetuj uan 
Ternad ap perubanan ura.a» dan suo n nc.an o::>:e:..: 
oe.anja da.arn :\PBD Tah·J:1 A:1ggara:1 20xx. 

KEPALA SKPD KABUPATEN WAKATOBI 

KEPUTUSAN KEPALA SKPD KABUPATEN WAKATOBI 
NOMOR : TAHUN 20XX 

TENTANO 
PERUBAHAN URAIAN DARI SUB RJNCIAN OBYEK BELANJA PADA DPA· 

SKPD TAHUN ANGGARAN 20.xx 

KOP SURAT SKPD .... 

4) Surat Kepala SKPD tentang persetujuan pergeseran 
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Ternousan 
Y::1. Ke pa.a Badan Pere:1cano&.r., Pe:"le::::a:1 dan Pe:1ge:n..)o.:1ga:1 Dae rah 
Kao Waxato c.. 

2. Ke:,a'.a BPKAD Kao. \Vat(a:o'.x 

Wa:1g:-Wa.:1g:. 20 .. 
Ke?a.a SKPD. 

).~e:1·.1:-J: has.. evaluas. ;ro:n:. ·Jn:·J'.:-( dapa; 
rne.aksariakan ;,:e::i:;a~'1 / progr arn :e:se·:u: :er:1ya:a ::dak 
:e:sed!a anggarannya da.arn APBD T :\ 20 sernentara 
pe.aksanaaanya akan d!:a,,:-J'.:-(a:1 se ae.urn ?e:1e:o?a:1 
:>e:·J:.aha:1 APB;) T :\. 20. Senubungan dengan ha'. rers.eou; 
maza :1le!YJ!"J'. pendapa: kam: ~::·J d:!at(.·J~:1 pergese ran 
anggaran antar ya:'.ig menyeoaokan ?e:-.1:,a:1a:1 AP9D 
dengar; nnc.an peruoanan sebaga.mana rer.ampir. 

Berdasarkan ha. :erseb~1: d.a; as. karn: :no:10:1 
?e::::n':,a:1ga:-1 Bapak ·J:1:'J;,: dapa: :,C:anya usu.ar, perges eran 
d.maxsud d.oanas dan d:se:·J~·J: o.eb TAPD 

Derru-c an ·J:1:·J,- d::110.'.,C:-Jm: dan at as ?e::.:n':;anga:1 
Bapak d.ucapkan :e:::na . ..as::1 

. ,·:;::a ?e::·J d:·.YJo.: rinc.an yo:1g .e'.:>::1 de::. da .. am 
ben:·J'.:-( naras; atau :na:::,,:s/da::a:1: 

2 . 1c>:.a ?e::J d. ':)·Ja: :::1c:a:- .. yang '.e)::1 den. da.am 
·::,en:·J'.:-( naras; arau :na::1'.:-(s; da::a:,. 

3 Ds: 

Dengan rn emperriatrkan ke:e:1:'Ja:1 Pe:o.:·J:an B·J;,a:: 
Wa;ro:o':,: ~0:110: Tahur; 20 . :en:ang Pedornan 
Pe.aksanaan APBD Kabupaten \ra;ro:o:i: Ta:i-J:1 A .. '1gga:a:1 
20... dengan :::u karn; :ne:1go.1·J;,:an ·Js·.1.0:1 ?etgese:-an 
angga:a:1 ya:1g rne nyeba oxan Per uoanan .->.PBD Tn:YJn 
Anggaran 2 O . de :1gan a.asan don pernrnbangnn se ':>aga: 

Pen::ng 
• : 1 satu \ oe rkas 
: Usulan pergeseran anggaran 
Yang menyebabkan 
Perubahan APBD T.A. 20 .. 

·J.? Sekrerans Daer an 
se.a .... -J Ke:·Ja T:1.PD 
d; • 

xomor 
S::'a: 
Lamp.ran 
Pen ha. 

KOP SURAT 
SKPD 

1) Format surat usulan pergeseran 

APBD perubahan 115. Pergeseran yang menyebabkan 
pemberitahuan ke DPRD 
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v s . 

... •·····., 

... : : //¥ --~ 

.;·.u ~ .- ·a ii 

a , •• ' .. :• • 

:,.&,f""M~,:._., 
llat:Hr.EU,4,!i~I.U, •4\G \1h•ii,A.1A.Jr.,>H.U"4,t., A>iJ 

2) Format daftar rincian usulan pergeseran 
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5 '.'\a:no Leng.-a? ,:o:1da :a:;go:1 
:Kab:d Pe"t''1'-Urtaa•1 .\Ic.,kru, 

4 '.'\ama Lengkap 
,•Kabul :"i '19ga,·,i,~1 

3 :'.\a:110. Lengk ap ,:a:1da :a:1gan', 
•Ka.bug Pe"W(.1.ngt..rta'., 

2. :'.\a."110. Leng,:a? 
-Kepaia 8PK.·,D: 

PERSONALIA TA.PD, 
xarna Leng;.:a? 
1Kepa!u Buppeda 

20xx 

De:11:;ca:1 ·::ie:-::a acara ::1: d; Y.Ja: ·.1n:·.1:.. di :::ie:-g.1:1akan s eoaga.mana 
mestirtyn. 

3 Ha.·:1a: penx ng .ai nnya 

TIDAK DAPAT DISETUJUI. 

2. Us·.1:an perge seran angg aran 

DAPAT DISETUJUI. 

;.)e:-!~~1: · 
us·.1:an ?e::gese::a:1 anggaran 

Berdusar-can pern banasan yang d:.a;o:-.1;.:a:1, m axa drs.mpu.k an seoaga: 

S·.J.) Keg1a:an · ... , :e:ah d!.a,{'.J;m:1 pene.rn an 
dan a:10'.1s:s t ernadap us.u.an pergese ran ya:1g d:a:·.1.ro:1 o.e» Kepa.a SKPD 
:e:·se':Y.J: d; ar as 

Pada :111:-: ::1: :a:1gga. . Ta:1·.1:1 1'.lerdasa:-:.m:1 usu.a» dar: 
Kepa.a SK?D .. menyangstr; s·.1:-a: xornor : 
s·.1::is:a:1s: trsu.a» · 
a ?e:-gese:-an a:1:ar oo:e;.. dal am :en:s yang sa:11.:1 pada su b ,-eg;a:an 

»er-cenaan: 
b Pe::gesera;1 ant ar n nc.an o:>:e:- da.am ob_1e;.: yang sarn a da.arn satu 

:e:1:s pada s ·.1''.l :.-eg:arn.n oer-cenaan: 
c Pe:-gesera:1 anrar sub r:nc:an o::>:e:.- da.am r.ric.an o':>:e.- da:1 da.am 

o·:>;e:e yang serna da.arn satu :en:s padn :eeg:a~a:1 t>e:-.-enaan: 
d. Pergeseran a:as ura.a» dar: s·.10 :·:.-,c:an ob;e,- 
e ?e:-gese::a:1 anggaran yang me nye cab kan :::ie:--..iba!1an APBD 

1p(lfh aalah .satu yang berkenaan) 

BERJTA ACARA PERSETUJUAN TAPD 
Nomor : /TAPD/20'10f. 

3) Berita acara persetujuan TAPD 
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Wong.-\\'a::g:, 

De:n.~a.."1 d.s ampa.xa» · . .1n::..1" d1:na~::J:n: don n:ns 
?e:ha::a:1:1ya d.ucapkan :e:::na ;..:as:h 

3. 
2 

Dengan mem~:ha::;..:an ..:e:en:·..1a:1 Pe:·o.:·.i :a:1 
9°-I?a:: '.'.·a;,:a:o~: xornor .. To.h'..1!1 20 .. :e,1:ang Pedo:nan 
Pe:a;..so.:1aan Anggnrao Pe:1dt1?a:o.:1 don Be:a:1: a Dae :o.!1 
.Ka:Y.l?ll:e:1 \\"a,.a:ob. Tohu:1 Angga-a», dengan ::1: ;.mm: 
:ne:a:..:-..1..:11:1 per ges eran anggaran ya:1g menyeca'akan 
Pe:--..100.ha:1 APBD Ta:1·..1:1 . .>,.:1gga:a:1 20xx de:1g11:1 
:11e.a:..:-..1'..-a:1 Pe:--..1baha:1 ?era:·..1:-a:1 B·..1;:,a:: :e,1:ang 
Pe:1;aba:-an . .>,.:1gga:an ?e:1da?a:a:1 dan B~.a:1_•a Dae:-oh 
Ta!"lu:1 Anggarnn 20x-c dengan a.asan dan ?e::::nbango.:1 
secaga; oe~,_..1:: 

Kepad a 
P:m?::1an DPRD 
Kab'.l?O.:e:1 \\'aka:ob, 
d:. 

Xo mo r 
S::'n: Pe:1::ng 
Larnpt ran . : 1sa:•..11 be rkas 
Pe:--.ha'. Pemberltahuan tentang 

pergeserao aoggarao 
yang menyebabkan perubahan 
APBD T.A. 20xx 

KOP SURAT 
BUPATI 

4) Surat pemberitahuan atas perubahan peraturan bupati tentang 
penjabaran APBD kepada pimpinan DPRD 
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